20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1. BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

1) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 

a) Program ini bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Pemerintah Dearah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama antar daerah. 

Program ini terdiri dari kegiatan: 

· Penataan Batas Antar Daerah, Perselisihan, Kode dan Data Administrasi Wilayah Pemerintahan

· Penyelengaraan Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU)

· Penyelenggaraan Rapat Kerja Gubernur Forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)

b) Pagu Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.170.125.000,00  dan terealisasi sebesar Rp. 1.162.759.300,00 (99,37%) secara rinci masig masing anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Program

Selama tahun 2012, program ini telah memfasilitasi penyelesaian permasalahan batas antar daerah, baik antara Kab. Kediri dengan Kab. Blitar, Kab Tuban dengan Kab. Rembang (Jateng) dengan perapatan pilar batas.

Di samping itu, melalui  program ini telah dibangun kerja sama antar SKPD antar Provinsi dan memberikan rekomendasi kepada Pusat mengenai pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan peran camat, pemekaran wilayah dan lain lain. 

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

· Belum keseluruhan batas antara Jawa Timur dan Jawa Tengah dilakukan perapatan pilar untuk memastikan batas daerah.

· Program kerja sama antar SKPD antar Provinsi yang disepati dalam MPU kurang berjalan optimal.

Solusi

· Mengalokasikan anggaran untuk perapatan pilar antara Jawa Timur dan Jawa Tengah pada tahun 2013

· menyusun, menyeleksi dan mengusulkan kegiatan prioritas SKPD yang memerlukan kerja sama antar provinsi.

2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

a) Program ini terdiri dari kegiatan:

1. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa

2. Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi dan Sosialisasi LPPD Sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2008

3. Pembekalan/Bimbingan Teknis Kepala Desa/BPD se Jatim

4. Evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah dan Fasilitasi Penyelesaian P3D, Penyerahan Urusan Pemerintah kepada Daerah.

5. Penggantian Antar Waktu Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Kunjungan Kerja DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

6. Fasilitasi, Koordinai dan Konsultasi serta Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan se Jatim

7. Monitoring Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2008

8. Penyusunan Data Administrasi Wilayah, Kode Daerah dan Toponimi

9. Pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah

10. Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Penyelengaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b) Pagu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 11.731.713.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.697.653.552,00 (91,19%) secara rinci masing-masing anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matrik 11 kolom.

c) Hasil/Out Come dari pelaksanaan program ini antara lain:

· Terlaksananya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun 38 Kabupaten/Kota.
· Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan antara lain East Java Shopping and Cultural Carnival 2012, Jatim Fair, Turnamen Sepak Bola Usia Dini “Jatim Junior Cup 2012”, Pawai Budaya Jawa Timur “Jatim Carnaval 2012”, East Java Healty Festival dan lain lain.

· Terindentifikasinya aset Pusat yang belum diserahkan kepada daerah dan data EKPOD.

· tahun 2012 telah dilaksanakan 22 Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 2 (dua) Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Provinsi Jawa Timur

· adalah terlaksananya kegiatan peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XVI Tahun 2012

· Terfasilitasinya penyaluran Bantuan Keuangan Desa (BKD) Tahun 2012 sebanyak 1424 Desa

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

· pengumpulan data agregasi pada LPPD abupaten/Kota tidak sinkorn dengan data yang ada pada SKPD Provinsi Jawa Timur pelaksanan urusan wajib dan pilihan

· Kurangnya partisipasi pihak swasta dalam menyemarakkan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur

· Masih terdapat beberapa indikator data EKPOD yang membutuhkan interpretasi ulang

· Banyaknya Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh partai politik, tidak dapat diproses lebih lanjut karena adanya gugatan ke Pengadilan Negeri setempat.

· Kurang tersosialisasikan maksud dan tujuan penyelenggaraan peringatan Hari Otonomi Daerah sebagai momentum mengapresiasi dan merefleksikan tercapainya otonomi daerah sampai dengan masyarakat.

· Belum semua Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan Anggaran untuk mendukung penerapan pengembangan Administrasi Desa berbasis Ilmu Teknologi (IT).

· Pengiriman peralatan dari pusat terlambat yang mengakibatkan beberapa Kabupaten/Kota  perekaman e-KTP terlambat;

Solusi

· melakukan verifikasi dan validasi data agregasi pada LPPD Kabupaten/Kota 

· menghimpun sumber daya yang dimiliki oleh pihak swasta misalnya Corporate Social Responsibility (CSR) yang diakomodasi menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

· melaksanakan asistensi kepada SKPD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam penyusunan laporan EKPOD.

· memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat luas dalam bentuk ekspose atau program kegiatan pelayanan kepada masyarakat

· Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung belum semua Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan Anggaran untuk mendukung penerapan pengembangan Administrasi Desa berbasis Ilmu Teknologi (IT).

· Beberapa kabupaten/Kota yang belum selesai perekaman e-KTP sampai dengan batas waktu yang ditentukan, akan disulkan kepada Menteri Dalam Negeri agar dapatnya perpanjangan waktu penyelesaian perekaman.

e) Prestasi

· Pemerintah provinsi Jawa Timur  menempati posisi terhormat dan mendapatkan penghargaan terbaik (rangking I) dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi. 

· Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur terdapat 21 Kabupaten/Kota  yang menerima  Piagam Penghargaan dari Ditjen Kepedudukan dan pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang sudah penyelesaiannya perekaman pada tepat waktu yg ditentukan.

3) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 

a) Kegiatan program ini adalah Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten/Kota.

b) Pagu Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi sebesar Rp. 1.021.861.100,00 dan terealisasi sebesar 1.021.740.470,00 (99,99%) secara rinci masing-masing anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome program ini adalah terfasilitasinya pelaksanaan Pilkada di 6 Kabupaten/kota

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

· Permasalahan administrasi yang menghambat proses fasilitasi pilkada ;

· Situasi dan kondisi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Solusi

· Sosialisasi dan koordinasi tentang  administrasi dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pilkada;

· Koordinasi dengan pihak keamanan dan instansi terkait untuk mengantisipasi kerawanan keamanan dan ketertiban yang timbul dalam pelaksanaan pilkada.

4) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik

a) Kegiatan program ini adalah Pembinaan Kecamatan dan Aparatur Kecamatan

b) Pagu program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik sebesar 686.300.000,00 dan terealisasi sebesar 685.544.800,00 (99,89%) secara rinci masing-masing anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome antara lain:

· Terlaksananya penilaian evaluasi kinerja kecamatan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan palayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di wilayah Provinsi Jawa Timur

· Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu kecamatan di wilayah Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan di 15 Kabupaten/Kota, yang harus didukung dengan kebijakan pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota kepada Camat

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan 

Masih banyaknya Bupati/Walikota yang tidak melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Camat sehingga pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Provinsi Jawa Timur belum maksimal

Solusi
Dilakukannya sosialisasi terhadap Bupati/Walikota agar segera melimpahkan sebagian wewenang kepada Camat sesuai dengan Permendagri No 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
1.2. BIRO HUKUM

1) Program Pembentukan Produk Hukum.

a) Program ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan yaitu : Pengelolaan jaringan informasi dan dokumentasi hukum, peningkatan pengelolaan perpustakaan, peningkatan kelancaran penyelesaian perkara dibidang hukum, pelayanan informasi hukum melalui media massa (RRI dan Radio Suara Surabaya) dan kesenian tradisionil, koordinasi pembaharuan produk hukum, koordinasi dalam rangka menyusun rancangan produk hukum, peningkatan informasi hukum dan kodifikasi aturan-aturan hukum dan pengkajian terhadap produk hukum Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program pembentukan produk hukum dengan pagu anggaran sebesar  Rp.  4.795.030.000,00 terealisasi sebesar 99,21% atau Rp 4.757.295.288,00  secara rinci realisasi masing-masing kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 11 kolom.
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan:
1. Pengelolaan jaringan informasi dan dokumentasi hukum dipergunakan untuk pembinaan dan fasilitasi dalam mewujudkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi dan Kab/Kota dengan 38 anggota Kab./Kota sampai 31 Desember 2012 telah memfasilitasi 7 Kab./kota yang belum bergabung dalam website http://jdih.jatimprov.go.id, terwujudnya upload 732 672 produk hukum yang dimiliki pengelolala JDIH melalui webbsite http://jdih.jatimprov.go.id, perawatan jaringan dan sofware webbsite http://jdih.jatimprov.go.id.
2. Peningkatan pengelolaan perpustakaan, dipergunakan untuk pengelolaan data buku (pemindaian data buku) dalam data base perpustakaan sebanyak 425 data, terlaksananya pengadaan buku peraturan perundang-undangan/ literatur hukum/ literatur umum untuk koleksi perpustakaan sebanyak 401 buku, pembuatan resensi buku/membuat ulasan, ringkasan secara sekilas dari sebuah buku sebanyak 376 buku, bedah buku atau book reviu sebanyak 2 kali kegiatan, dalam Tahun 2012 telah tercapai (pemindaian data buku) dalam data base perpustakaan sebanyak 227 data (53,4%), terlaksananya pengadaaan buku peraturan perundang-undangan / literatur hukum / literatur umum untuk koleksi perpustakaan sebanyak 525 buku (130%), pembuatan resensi buku/membuat ulasan, ringkasan secara sekilas dari sebuah buku sebanyak 280 buku (74,4%).
3. Peningkatan Kelancaran Penyelesaian Perkara di bidang Hukum dipergunakan untuk Penanganan dan penyelesaian perkara, baik perkara perdata maupun Tata Usaha Negara yang bekerja sama dengan konsultan hukum, selama Tahun 2012 telah tercapai 32 proses gelar perkara (128%) dari target yang direncanakan sebesar 25 gelar perkara.
4. Pelayanan informasi hukum melalui media massa (RRI & Radio SS) dan kesenian tradisional dipergunakan untuk penyuluhan hukum  melalui media massa yaitu RRI secara interaktif di RRI sebanyak 10 kali siaran (100%), sosialisasi hukum melalui kesenian tradisional sebanyak 1 kali (100%) dan tercetaknya brosur sebanyak 7.200 lembar (100%).

5. Koordinasi pembaruan produk hukum, dipergunakan untuk Pelaksanaan penyusunan/pembahasan produk hukum dan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkualitas selama Tahun 2012 tercapai 81  Pergub dan terbentuknya Kepgub/Ingub sebanyak 849 kepgub/Ingub. 

6. Koordinasi dalam rangka menyusun rancangan produk hukum dipergunakan untuk pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur sebanyak 11 rancangan peraturan daerah dan telah ditetapkan menjadi Perda Provinsi Jawa Timur sebanyak 9 Perda (81,82) sedangkan 2 Raperda masih dalam pendalaman di instansi pengusul dan masuk dalam Prolegda tahun 2013.

7. Peningkatan informasi hukum dan kodifikasi aturan-aturan hukum dipergunakan untuk pencetakan Buku IV Berita Daerah Tahun 2011 sebanyak 350 buku, Buku Lembaran Daerah tahun 2011 sebanyak 350 buku, Buku I Berita Daerah Tahun 2012 sebanyak 350 buku, Buku II Berita Daerah Tahun 2012 sebanyak 350 buku dan Himpunan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 2.000 buku serta pendistribusian buku tersebut ke Biro/Badan/Dinas/Kantor/ Lembaga dan PT serta Kabupaten/kota.  

8. Pengkajian terhadap produk hukum daerah kabupaten/Kota dipergunakan untuk pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebanyak 100 Perda tercapai sebanyak 220 Raperda Kabupaten/Kota (220%) dan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota/Daerah/Peraturan Kepala Daerah sebanyak 392 Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota/Daerah/Peraturan Kepala Daerah tercapai sebanyak 360 Peraturan (91,84%).
d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan
1. Sesuai pasal 189 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa hasil Evaluasi Raperda harus dikoordinasikan ke Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta, dan hasil evaluasi Gubernur harus disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Raperda diterima Gubernur. Waktu yang terbatas tersebut manjadi suatu hambatan yang harus dihadapi.

2. Lamanya jawaban pertimbangan dari instansi terkait menjadi hambatan utama dalam penyelesaian klarifikasi Perda

3.  Adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dengan peraturan yang lain sehingga sulit diaplikasikan dalam penyusunan produk hukum daerah.

4.  Kurangnya koordinasi antara para SKPD sebagai Instansi pengusul/pemrakarsa Peraturan Daerah dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jatim serta kurang siapnya SKPD dalam mempersiapkan kajian akademik/naskah akademik dari Raperda yang diusulkan.

5. Belum semua kabupaten/kota menyatakan kesediaannya untuk bergabung walaupun diberikan secara gratis, karena berbagai alasan antara lain belum dimilikinya prasarana minimal berupa satu unit computer/laptop dan SDM yang mampu mengelola JDIH.

Solusi
1. Perlu adanya perubahan regulasi yang mengatur batasan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam penyampaian hasil evaluasi Gubernur kepada Bupati/ Walikota.

2. Perlu pemahaman dari instansi terkait agar dalam memberikan pertimbangan/ saran dapat secepatnya dilaksanakan. 

3. Pemerintah Pusat dalam menyusun produk hukum perlu disingkronkan dengan produk hukum yang telah ada agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.

4. Raperda-Raperda yang belum dibahas dan belum selesai dalam Prolegda 2012, menjadi skala prioritas pembahasan pada Prolegda 2013.

5. Memberikan motifasi dan dukungan pada kabupaten/kota untuk segera bergabung. 

2) Program Profesionalisme Bagi Aparat Hukum 

a) Program Profesionalisme bagi aparat hukum didukung dengan 4 (empat) kegiatan yaitu Peningkatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Jawa Timur, Peningkatan wawasan bagi aparatur hukum, Koordinasi dan kerjasama dengan aparat hukum dan lembaga swadaya masyarakat serta Peningkatan tugas bantuan/pertimbangan hukum.
b) Program Profesionalisme bagi aparat hukum dengan total anggaran sebesar  Rp  965.170.000,00 terealisasi sebesar 99,86%  atau Rp 963.802.300,00  secara rinci realisasi perkegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 11 kolom.
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan :

1. Peningkatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Jawa Timur dipergunakan untuk pelaksanaan rapat koordinasi peningkatan pelaksanaan RANHAM Provinsi Jawa, monitoring dan evaluasi Ranham ke Kabupaten/Kota sebanyak 30 kali serta pelaksanaan forum mediasi yankomas sebanyak 14 kali.    
2. Peningkatan wawasan bagi aparatur hukum dipergunakan untuk pelaksanaan bimbingan teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH ) guna peningkatan pengetahuan sumber daya manusia sebagai pengelola dokumentasi dan informasi hukum dengan peserta dari kabupaten/kota

3. Koordinasi dan kerjasama dengan aparat hukum dan lembaga swadaya masyarakat dipergunakan untuk pelaksanaan penyuluhan hukum bagi masyarakat desa guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran tentang hukum telah dilaksanakan sebanyak 20 desa  se jawa timur, dan pembuatan film indie dalam rangka penyuluhan hukum melalui film.

4. Peningkatan tugas bantuan/pertimbangan dipergunakan untuk pemberian bantuan hukum dan Pertimbangan hukum sebanyak 147 kasus.
d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan
Sulitnya koordinasi antar SKPD/Instansi dalam penanganan suatu perkara, pemberian bantuan perlindungan hukum dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Solusi
· Membentuk Tim Penanganan Sengketa dan Sekretariat Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) untuk mempermudah koordinasi.

· Melakukan kerjasama dengan Advokat/Konsultan Hukum dalam    menangani sengketa hukum.

· Mengadakan Rapat Koordinasi untuk menyamakan persepsi terhadap permasalahan yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.3. BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

1) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian 

a) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penerbitan majalah SAREKDA 
b) Pagu Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian sebesar Rp. 289.800.000,00 dengan Realisasi Program sebesar Rp.289.400.000,00 atau mencapai 98,86% secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil/Outcome pembangunan



Majalah SAREKDA terbit dengan tujuan menjadi media informasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sekaligus men

jadi media evaluasi keberhasilan program/kegiatan yang menjangkau seluruh SKPD di Jawa Timur. Majalah SAREKDA memberikan informasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur kepada Badan/Dinas/Instansi, terutama Badan/Dinas/Instansi yang berhubungan dan memiliki program pemberdayaan ekonomi langsung kepada masyarakat.



Majalah SAREKDA memuat informasi tentang program dan kegiatan Biro Administrasi Perekonomian, isu srategis perekonomian yang antara lain investasi, pengembangan BUMD-BUMD di Jawa Timur, UMKM dan pasar produk Jawa Timur, sampai pada informasi pariwisata dan kuliner unggulan yang memang memerlukan media promosi. 



SAREKDA merupakan media informasi yang terbit sejak tahun 2007, sampai tahun 2012 telah terbit 14 (empat belas) edisi yang setiap tahunnya dicetak ± 1.000 eksemplar.

d) Permasalahan dan Pemecahannya 
Permasalahan

Draft tulisan yang sering terlambat, berakibatnya terhambat pula proses cetak dan distribusi majalah.
Pemecahannya 

Memiliki tim liputan yang mampu menyajikan isu strategis perekonomian Jawa Timur secara tepat dan cepat, agar informasi yang disajikan tetap up to date.
2) Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan.

a) Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan didukung oleh 5 (lima) kegiatan prioritas yaitu Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur; Koordinasi dan Fasilitasi Promosi/Misi Dagang dan Investasi Produk Unggulan Dalam dan Luar Negeri; Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengembangan UMKM di Jawa Tim  ur; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Bergulir pada UMKMK; serta Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur

b) Pagu Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian sebesar Rp. 43.547.700.000,- dengan Realisasi Program sebesar Rp. 43.418.143.752,- atau mencapai 99,70 % secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil/Outcome pelaksanaan pembangunan

Tujuan Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan adalah keselarasan regulasi di bidang perekonomian. Uraian kegiatan dan  progress kegiatan-kegiatan strategis antara lain sebagai berikut :
1. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi/Misi Dagang dan Investasi Produk Unggulan Dalam dan Luar Negeri telah melaksanakan 37 (tiga puluh tujuh) kali pameran, 31 pameran dalam negeri (Surabaya, Jakarta, NTB, Manado, Riau) dan 6 pameran luar negeri (Thailand, Malaysia, Australia, Jerman, Vietnam, Hongkong). Kegiatan ini memfasilitasi beragam produk unggulan UMKM di Jawa Timur antara lain meubelair, fashion, makanan/minuman, kerajinan tangan, dll. Di tahun 2011 sebanyak 388 UMKM yang difasilitasi mengikuti pameran sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar ± 13 % menjadi 442 UMKM yang mengikuti pameran. Hasil yang didapat antara lain transaksi ekonomi antara UMKM dan masyarakat baik saat pameran maupun setelah pameran (tindak lanjut kerjasama dll)

2. Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur (antara lain melalui Upaya perbaikan iklim investasi melalui pembentukan KP3EI yang mendukung MP3EI, 7 kali pertemuan koordinasi dengan Tim Kerja KP3EI yang menghasilkan sejumlah upaya antara lain perbaikan iklim investasi melalui debottlenecking  (pemecahan masalah agar memudahkan solusi), kemudahan regulasi, pemberian insentif maupun percepatan pembangunan infrastruktur)

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Bergulir sampai tahun 2012 sudah 2210 UMKM yang terfasilitasi dan realisasinya mencapai Rp. 239.544.000,00 yang disalurkan melalui BPR Jatim sedangkan Dagulir yang disalurkan melalui Bank Jatim mencapai 1666 UMKM dengan total Rp. 205.157.921.700,00. 

4. Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur dan Koordinasi Pelaksanaan Pendataan Cukai Ilegal di Jawa Timur (realisasi cukai Jawa Timur, yang berhasil di sosialisasikan, bagaimana hasil pendataan cukai ilegal, disesuaikan dengan kegiatan DBHCHT, dll) (belum dikonfirmasi)

5. Program KUR pada tahun 2012 yang terealisasi sebesar Rp. 5.946.336.000.000,00 atau 90,72 % dari target Rp. 6.554.411.979.318. UMKM yang terfasilitasi sampai tahun 2012 sebanyak 1.327.544 UMKM. 

6. PT. Jamkrida pada tahun 2012 ada 13.614 UMKM yang terfasilitasi dengan nilai penjaminan Rp. 268.515.223.679,87. Perkembangan PT. Jamkrida sampai tahun 2012 sudah memfasilitasi 30.862 UMKM dengan nilai penjaminan Rp. 584.363.210.754,93. 
d) Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan yang dihadapi

Berisi permasalahan dari masing-masing kegiatan di atas

Solusi 

Solusi dari permasalahan di atas
1.4. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
a) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi (APBN) dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD).

b) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan pagu sebesar Rp. 7.932.000.000,00 terealisasi sebesar 91,86% atau  Rp. 7.286.031.793,00, yang secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan dititik beratkan pada pencapaian realisasi fisik dan keuangan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi di SKPD melalui program aplikasi SMEP APBD maupun APBN. Dalam 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2011 dan tahun 2012 prosentase realisasi fisik dan keuangan pada APBN maupun APBD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Tabel 4.38.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Dana APBD dan APBN PROV. JATIM Tahun 2011 – 2012
	SUMBER DANA
	REALISASI 2011
	REALISASI 2012

	
	FISIK
	%
	KEUANGAN
	FISIK
	%
	KEUANGAN

	APBN
	95,00
	85,87
	2.547.130.476.677
	96,00
	94,39
	2.451.318.455.450

	APBD
	98.00
	95,72
	11.779.019.757.180
	98,00
	95,17
	15.235.176.957.477


Sumber : Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Jatim, Tahun 2012

Disamping untuk mengetahui realisasi fisik maupun keuangan melaksanakan kegiatan antara lain :

· Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dana APBN maupun APBD

· Tersusunya laporan  fisik dan keuangan baik dana APBN maupun APBD pada SKPD Provinsi Jawa Timur

Terpeliharanya program aplikasi SMEP APBN dan APBN

d) Permasalahan dan Solusi


Permasalahan :

· Terlambatnya penerbitan Petunjuk Operasional Kegiatan dari Kementrian untuk dana APBN

· Terlambatnya pengajuan pencairan dana dari pihak penyedia barang/jasa pada kegiatan pengadaan APBN maupun APBD

· Adanya DIPA baru yang diterbitkan pada Triwulan IV

· Pengadaan alat kesehatan yang harus impor dari Luar Negeri, sedangkan pembayarannya menunggu setelah proses pemasangannya selesai 100 %.

Solusi terhadap permasalahan diatas :

· Lebih diintensifkan dalam koordinasi dengan Kementrian agar Petunjuk Operasional bisa segera diterbitkan

· Menghimbau kepada penyedia jasa agar supaya kalau pekerjaan telah selesai segera mencairkan dana

· Menghimbau SKPD penerima DIPA untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan diterbitkan DIPA baru, dengan segera membuat rencana kerja yang lebih mudah dalam penyerapannya

· Menghimbau kepada kepada SKPD yang melakukan pembelian barang impor khususnya alat kesehatan agar sebisa mungkin pengadaan dilakukan di triwulan awal apabila memang sangat dibutuhkan.

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
a) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di Lingkungan SKPD Prov. Jatim; Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov. Jatim.

b) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 4.586.020.000,00 terealisasi sebesar 98,28% atau  Rp. 4.507.145.415,00, yang secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan dititik beratkan pada peningkatan SDM aparatur pengelola APBD umumnya dan pengelola pengadaan barang/jasa khususnya. Peningkatan SDM dimaksud diatas adalah seperti pada rincian berikut.

Tabel 4.38.2
Kelulusan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2011 – 2012

	TAHUN
	JUMLAH PESERTA UJIAN
	LULUS
	%

	2011
	450  Orang
	117
	26

	2012
	690  Orang
	277
	40,14


Sumber : Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Jatim, Tahun 2012

Tabel 4.38.3
Kelulusan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2011 - 2012

	NO.
	KOMPONEN
	SATUAN
	2011
	2012

	1.
	U L P
	Paket
	148
	250

	2.
	L P S E
	Paket
	784
	1.310


Sumber : Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Jatim, Tahun 2012

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

· Belum semua peserta dari SKPD memiliki kesadaran untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti ujian sertifikasi

· Belum meratanya personil yang memiliki sertifikas pengadaan barang/jasa pada seluruh SKPD

· Kemampuan SDM baik pengguna maupun penyedia jasa dalam proses pelelangan kurang memadai

· Keberadaan ULP dan Panitia Pengadaan masih belum menyatu, sehingga proses pengadaan yang dilakukan oleh SKPD tidak terpantau di ULP

Solusi terhadap permasalahan diatas :

· Memberikan motivasi dan pengharagaan kepada pesertaa yang berhasil lulus ujian sertifikasi

· Selalu mengadakan bintek dan ujian secara rutin dan berkesinambungan terhadap SKPD yang masih belum memiliki personil bersertifikasi

· Diadakan pelatihan-pelatihan khusus proses pengadaan barang/jasa bagi pengguna maupun penyedia jasa

· Membentuk ULP sesuai dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, Penyusunan Standar Barang dan Harga Satuan Barang, Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi Hasil Pengadaan Barang Daerah, Penyusunan Data Pendukung Pelaksanaan Tugas Aparatur.

b) Program  Peningkatan  Sarana dan Prasarana Aparatur Negara dengan  pagu   sebesar   Rp.  5.754.580.000,00   terealisasi  sebesar  94,75%  atau    Rp. 5.452.420.733,00, yang secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

· Pengadaan 1000 set pakaian dan sepatu olah raga

· Pengadaan 1 set maintenance system LPSE

· Pengadaan 50 set meja dan kursi rapat, gordyn dan vertical blind

· Pengadaan 1 unit LCD untuk Gedung Grahadi

· Pengadaan 5 unit kendaraan dinas roda 4

· Pengadaan 6 unit komputer PC dan printer laserjet

· Pengadaan 65 lemari buffet

· Pengadaan 12 meja kerja Kasubbag

· 1 buku Standar Barang dan Harga Satuan barang Tahun 2013

· 1 buku Daftar Nama dan Alamat Pejabat Tahun 2012

· Laporan perencanaan pengadaan barang dan hasil pengadaan barang/jasa tahun 2012

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

· Khusus pengadaan kendaraan roda 4 yang impor membutuhkan proses yang lama dari penyedia jasa

· Dalam pelaksanaan pengadaan barang pagu anggaran seringkali bertambah pada saat perubahan APBD sehingga prosesnya menjadi terhambat

· Pelaksanaan penyusunan buku daftar nama dan alamat pejabat masih harus menunggu sampai dengan adanya proses mutasi dan promosi pejabat

Solusi terhadap permasalahan diatas :

· Agar dipersiapkan proses lelang setelah adanya penetapan APBD mendahului pengesahan Perubahan APBD
4) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian

a) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian di Biro Administrasi Pembangunan didukung oleh 2 (empat) kegiatan yaitu Sinkronisasi dan Evaluasi Pedoman Pelaksanaan APBD dan Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

b) Program  Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian dengan  pagu   sebesar   Rp.  4.097.400.000,00   terealisasi  sebesar  97,49%  atau    Rp. 3.994.393.750,00, yang secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

· 1 buku Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov. Jatim Tahun 2013

· Laporan progres fisik pembangunan infrastrukyut di Jawa Timur yang meliputi :

· Jalan Tol Ruas Mantingan – Ngawi – Kertosono

· Jalan Tol Ruas Mojokerto – Kertosono

· Jalan Tol Ruas Surabaya – Mojokerto

· Jalan Tol Ruas Gempol – Pasuruan

· Jalan Tol Ruas Pandaan – Malang

· Jalan Tol Ruas Gempol – Pandaan

· Sembayat Barrage

· Jalan Lintas Selatan

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

· Harga di pasaran seringkali mengalami naik turun / fluktuatif

· Kurang sinergi antara P2T dengan PPK

· Warga seringkali meminta perubahan harga

· Terkendala tanah milik TNI

· Konsinyasi warga

· Kesulitan dalam hal suply material/bahan, mobilitas peralatan, keamanan kurang memadai, sehingga jalan yang sudah dibuka tidak dapat segera difungsikan

Solusi terhadap permasalahan diatas :

· Membuat prakiraan penghitungan selama 1 (satu) tahun untuk memastikan derajaat kenaikaan maupun penurunan

· Dibuat kesepakatan antara P2T dengan PPK

· Mensosialisasikan kapada warga tentang adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan adanya pembangunan jalan dan warga akan mendapatkan dampak kenaikan taraf hidup yang layak

· Dibahas bersama dengan Kementrian

· Perlu dilakukan koordinasi dengan instansi vertikal / terkait

1.5. BIRO ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung oleh 1 (Satu) Kegiatan Pengembangan   Aparat Pelayanan Publik.
b) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memperoleh Rp. 8.057.396.500,00 terealisasi sebesar 99,28%, atau Rp. 7.999.246.500,00 secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil / outcome Pelaksanaan Pembangunan
Perangkat lunak database Sumber Daya Alam untuk sumber informasi pengambilan kebijakan di bidang sumber daya alam dan Buku Pedoman Umum Pengembangan Biogas di Jawa Timur. 

d) Permasalah dan Solusi
Permasalahan adalah proses administrasi pengadaan barang/jasa yang terlalu lama serta penundaan pelaksanaan kegiatan karena tugas tambahan dalam pelaksanaan hibah/bansos di Jawa Timur.

2)  Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi, dan Evaluasi Bidang  Perekonomian.

a) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi, dan Evaluasi Bidang  Perekonomian didukung 
Oleh 3 (Tiga) kegiatan 1. Koordinasi dan pembinaan pengelolaan sumberdaya pertanian, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan, 2. Koordinasi dan pembinaan bidang pengelolaan Lingkungan Hidup dan energi sumber daya mineral, 3. Koordinasi dan pembinaan pengelolaan sumber daya Peternakan, Perikanan, dan Kelautan.

b) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi, dan Evaluasi Bidang  Perekonomian dengan pagu sebesar   Rp. 5.335.598,00 terealisasi sebesar   99,79 % atau Rp. 5.317.900.750,00 secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil / outcome Pelaksanaan Pembangunan

Pembinaan teknis dengan aparat Kabupaten/Kota, laporan hasil pemantauan dan tersedianya kajian tentang kebijakan pengelolaan peternakan, perikanan dan kelautan di Jawa Timur.

d) Permasalahan 
Proses administrasi pengadaan masih terlambat.

3) Program Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan.
a) Program Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan didukung oleh 3 (Tiga) kegiatan  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, 
2. Koordinasi clan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan pengelolaan sumberdaya pertanian, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan .

b) Program Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan dengan pagu  Rp.  5.388.625.500,00  realisasi sebesar (98,97%), atau  Rp. 5.332.876.051,00 secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil / outcome Pelaksanaan Pembangunan 

Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang RAD-GRK Provinsi Jawa Timur, Kajian penataan lahan penghasil pangan di 12 kabupaten dan kota di Jawa Timur dan Rumusan Pergub Jawa Timur tentang Kebijakan pengelolaan Sumberdaya alam di bidang Peternakan, Perikan dan Kelautan di Jawa Timur.

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan program ini disebabkan proses administrasi pengadaan barang/jasa yang terlalu lama serta penundaan pelaksanaan kegiatan karena tugas tambahan dalam pelaksanaan hibah/bansos di Jawa Timur.

1.6. BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
1) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual
a) Kegiatan
Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual didukung oleh 13 (tiga belas) kegiatan yaitu:

· Koordinasi dan Penanganan PMKS di Jawa Timur
· Fasilitasi Usaha Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

· Koordinasi Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Pengumpulan Uang dan Barang di Kab/Kota se Jatim

· Koordinasi Penanganan dan Bantuan UMSI bagi Penganggur/Pencari Kerja Terampil

· Fasilitasi Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa Kebersamaan dalam Masyarakat

· Koordinasi, sosialisasi dan Pembinaan bagi TKI dan PPTKIS

· Koordinasi Pembinaan dalam UMK dan Peningkatan LKST serta SP/SB/LSM

· Sinkronisasi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan

· Koordinasi dan Bantuan Sarana/Prasarana Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS se Jatim

· Dukungan Dalam Rangka Hari Raya

· Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Bencana

· Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat

· Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
b) Pagu dan Realisasi Program 
Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual dengan pagu sebesar Rp. 22.735.200.000,00 terealisasi sebesar 98,89% atau Rp. 22.482.683.615,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat di lihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.

c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan 
· Terlaksananya Rapat Koordinasi Program dan Pembinaan terhadap keluarga miskin 

· Terlaksananya Rapat Koordinasi Lansia dengan hasil dapat terbentuknya 17 Komda Lansia dan 8 Perda Lansia di Kab/Kota se Jatim

· Terlaksananya pendistribusian RTSM kluster jompo di 37 Kab/Kota 228 Kecamatan, 824 Desa.

· Terlaksananya pendataan dan monitoring penanggulangan prostitusi di Jawa Timur

· Terlaksananya monitoring dan pembinaan kepada potensi sumber kesejahteraan sosial

· Terlaksananya Rapat Koordinasi perluasan kerja dan pameran produk pelaku UMSI

· Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi di Kab/kota

· Terlaksananya Rapat koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesehatan, perbaikan Gizi dan meningkatnya kesadaran masyarakat  yang terinfeksi HIV /AIDS di 38 Kab/Kota

d) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya 
· Masih kurangnya komitmen SKPD teknis dalam menangani PMKS maka perlu dilakukan penanganan secara konkrit dan terukur dengan data yang akurat by name by address PMKS agar dapat lebih terdeteksi dini terhadap populasi dan penyebarannya.

· Perlunya sinkronisasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan masing–masing bagian pada SKPD dan adanya komitmen dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga dapat terealisasi secara sinergi dan menyeluruh.
1.7. BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual

a) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual didukung oleh 4 (empat) program yaitu : 

· Fasilitasi dan Kegiatan Bidang Keagamaan di Jawa Timur

· Fasilitasi dan Kegiatan Bidang Pendidikan di Jawa Timur

· Fasilitasi dan Kegiatan Bidang Pemuda, Olah Raga dan Peranan Perempuan dan Anak di Jawa Timur

· Fasilitasi dan Kegiatan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Jawa Timur

b) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual dengan pagu sebesar Rp. 16.025.000.000,00 terealisasi sebesar 98,46% atau Rp. 15.778.491.135,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

· Meningkatnya kualitas pemahamam, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

· Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai agama yang dipeluknya

· Meningkatnya peran serta lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan masyarakat

· Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antar umat beragama

· Berkurangnya perilaku masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas agama

· Memberdayakan masyarakat agar mampu mengatasi masalahnya secara mandiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki; 

· Meningkatkan pengembangan SDM Pemuda untuk keunggulan daya saing;

· Meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak dan keberhasilan program KB;

· Mendukung efektivitas pelaksanaan program dinas/lembaga teknis pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, agama, pemuda, olahraga, peranan perempuan dan perlindungan anak.

· Peningkatan kualitas SDM guru Madin Se Jatim

· Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kemampuan para Da'i Se Jatim  

· Meningkatnya kemampuan pengelolaan BAZ Jatim

· Terciptanya kesamaan langkah dan pemahaman dalam pengembangan Tilawatil Qur'an bagi LPTQ Prov dan Kab/Kota

· Mempererat tali silaturrahmi sesama umat Islam Nusantara

· Terselenggaranya peringatan hari-hari besar Islam

· Terciptanya komunikasi Umat Beragama antara Pemprov dengan Kab/Kota se Jatim

· Terpeliharanya sarana dan fasilitas Islamic Center

· Dipahaminya oleh para pengelola pondok tentang bantuan operasional sekolah untuk lingkungan Ponpes  

· Terjalinnya koordinasi penyelenggaraan wajar menengah12 th antara Pemprov dengan Kab/Kota se Jatim Penyelenggaraan Rakor rintisan pendidikan menengah

· Terjalinnya koordinasi penyelenggaraan pendidikan non formal antara Pemprov dan Pemkab/Kota se jatim

· Terjalinnya koordinasi pendidikan penyelenggaraan inklusi antara Pemprov dan PemKab/Kota di jatim

· Tumbuh dan berkembangnya koordinasi lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal

· Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam upaya melindungi dan memenuhi hak anak

· Tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan informal yang dikelola oleh masyarakat

· Terciptanya komunikasi antara Pemprov dengan Kab/Kota se Jatim dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Timur

· Terselenggaranya kegiatan Parade Surya Senja setiap tanggal 17 sepanjang tahun 2012

· Terselenggaranya Rakor antara PemProv Jatim dengan Kab/Kota dalam upaya menangani permasalahan kepemudaan

· Terselenggaranya Rakor PUG-PUHA antara Pemprov dengan Kab/Kota  

· Terselenggaranya Rakor PUG-PUHA antara Pemprov dengan SKPD Provinsi

· Terselenggaranya peringatan Hari Sumpah Pemuda Tk. Prov Jatim

· Terselenggaranya Peringatan Hari Ibu Tk. Prov.Jatim

· Terciptanya komunikasi antara Pemprov dengan Kab/Kota se Jatim dalam bidang Pemuda,Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

· Diterimanya Proposal sesuai dengan ketentuan Pergub No.33 Tahun 2012

· Terselenggaranya Rapat Koordinasi implementasi hasil konggres Bahasa Jawa V di Jawa Timur

· Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perilaku santun

· Tecapainya persamaan persepsi terhadap pemahaman tentang seni etnik,fungsi dan peranan film sebagai media

· Terjalinnya koordinasi dan komunikasi antara Pemprov Jatim dengan Kab/Kota dalam upaya pengembangan kepariwisataan di Jatim

· Mengenang jasajasa para pahlawan korban penghianatan PKI terhadap NKRI

· Terjalinnya koordinasi dan komunikasi bidang kebudayaan dan Pariwisata antara Pemprov dengan Kab/Kota se Jawa Timur

d) Permasalahan Upaya Pemecahan Permasalahan

Permasalahan  

· Jawa Timur merupakan gudangnya Pondok Pesantren, tetapi di Jawa Timur belum memiliki Pendidikan Tinggi / Ma’ahad Aly Al-Qur’an, apalagi Al-Hadits 

· Data guru madin seringkali mengalami perubahan 

· Sebagian Perguruan Tinggi Agama  belum terakreditasi dan Perguruan Tinggi tersebut tidak tergerak untuk mengurus proses akreditasi, sehingga berakibat terhadap tidak diakuinya lulusan  perguruan tinggi yang bersangkutan.  

· Belum optimalnya pengumpulan zakat melalui BAZ Prov. Jatim

· Belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Kab/Kota tentang besaran sharing dana khususnya dalam rangka program Wajar Dikdas 12 tahun

· Belum dimilikinya Hak  paten bidang seni dan budaya

· Kurangnya dukungan sarana prasarana dilingkungan obyek wisata 

· Terjadinya penurunan peranan dan kualitas di kalangan  generasi muda yang pada akhirnya menghambat proses kaderisasi pemimpin bangsa 

· Masih banyaknya pengangguran pemuda dan kurangnya lapangan pekerjaan

· Rendahnya kompetensi dan kualitas pemuda terhadap daya saing global

· Terkikisnya jiwa nasionalisme dan cinta budaya bangsa serta jati diri bangsa 

· Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana olahraga di lingkungan permukiman maupun di lembaga pendidikan.

· Lemahnya pembibitan atlet, karena : 

· Semakin terbatasnya ruang/prasarana untuk olahraga masyarakat terutama       di perkotaan dan terbatasnya sarana olahraga di pedesaan; 

· Terbatasnya event kegiatan olahraga massal; 

· Pembinaan olahraga yang berkelanjutan masih terkendala biaya; 

· Belum berkembangnya industri olahraga 

· Masih  adanya kesenjangan gender diberbagai bidang serta belum terpenuhinya hak-hak anak secara maksimal 

· Meningkatnya kasus KDRT, trafiking, kekerasan pada anak, eksploitasi seksual komersial anak serta pekerjaan terburuk bagi anak. Data korban KDRT, Non KDRT serta traficking yang telah ditangani PPT Jatim

Upaya Pemecahan Permasalahan

· Diperlukan dialog secara intensif dan berkelanjutan dengan ulama/ tokoh agama untuk meningkatkan manajemen dakwah baik dakwah yang bersifat monologis, dialogis, maupun textual.

· Perlu didirikan Pendidikan Tinggi/Ma’ahad Aly Al-Qur’an di Jawa Timur 

· Perlu dibangun database guru madin di Jawa Timur 

· Mendorong dan memotivasi perguruan tinggi agama agar segera mengurus akreditasi. 

· Peningkatan pemberdayaan UPZ Prov. Jatim 

· Penghitungan kembali jumlah siswa, santri dan lembaga yang melaksanakan wajar 9 tahun termasuk salafiyah, diniyah 

· Dana BOSDA di hitung berdasarkan 4 kategori (belum ada kepastian) : 

1. berdasarkan rata rata ( dihitung jumlah murid, guru negeri / swasta)

2.  berdasarkan rombongan belajar (dihitung jumlah murid dan guru swasta) 

3. berdasarkan guru swasta (dihitung berdasarkan guru swasta) 

4. berdasarkan jumlah murid (dihitung berdasarkan jumlah murid saja)

· Dilaksanakan sosialisasi masalah hak paten bidang seni dan budaya (agar kebudayaan kita tidak diambil oleh negara lain)

· Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat

· Pemberdayaan/pengembangan jiwa kewirausahaan pemuda terutama pada bidang agrobisnis dan agroindustri 

· Memfasilitasi pemanfaatan potensi lokal yang berbasis pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi 

· Mengintegrasikan upaya menumbuhkembangkan dan menyosialisasikan cinta budaya dan cinta tanah air dalam berbagai kegiatan, diantaranya dalam, Penyelenggaraan Parade Surya Senja 

· Sosialiasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional utamanya pada Bab IX tentang Prasarana dan Sarana Olahraga kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Usaha yang bergerak pada bidang pembangunan perumahan 

· Mengoptimalkan pembibitan atlet, melalui upaya : 

1. Memperbanyak ruang terbuka hijau di perkotaan dan membantu pengadaan sarana olahraga di pedesaan; 

2. Membudayakan olahraga rekreasi dan mendorong event-event olahraga massal. 

3. Memfasilitasi mekanisme pembibitan dan pembinaan yang berkelanjutan 
· Menstimulasi berkembangnya industri olahraga dg membudayakan olahraga agar semakin banyak orang gemar olahraga 

· Menekan angka kelahiran dengan membumikan program KB terutama di daerah tapal kuda dan Madura belahan barat.

· Memperkuat jejaring dan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayan Perempuan, Kab/Kota, Badan/Dinas/Instansi serta organisasi perduli perempuan dan anak 

· Menekan dan mencegah terjadinya KDRT, trafiking, kekerasan pada anak, eksploitasi seksual komersial anak serta pekerjaan terburuk bagi anak melalui sosialisasi pada masyarakat tentang : 

1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

2. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 

3. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

e) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi

· Terbaik I Cabang Tafsir Bahasa Arab Putri MTQ Nasional XXIV

· Terbaik I Cabang Khat Gol Dekorasi Pura MTQ Nasional XXIV

· Terbaik II Cabang Tahfish 1 Juz dan Tilawah Putri MTQ Nasional XXIV

· Terbaik II Cabang Tahfish 10 Juz Put Putri MTQ Nasional XXIV

· Terbaik III Cabang Tahfish 5 Juz dan Tilawah Putri MTQ Nasional XXIV

· Terbaik III Cabang Tahfish 20 Jus Putra MTQ Nasional XXIV

· Juara I Da'i Putra acara Festival Maulid Nusantara Di Jakarta

· Juara I Fashion Putra Putri acara Festival Maulid Nusantara Di Jakarta

1.8. BIRO  HUMAS DAN PROTOKOL SETDA  PROVINSI JAWA TIMUR

1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

a) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan didukung oleh Tiga Kegiatan yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehumasan dan Keprotokolan, Peningkatan Kualitas SDM Kehumasan dan Keprotokolan, Penyusunan Rencana Kerja dan LAKIP Biro Humas dan Protokol.

b) Pagu dan Realisasi Program
 
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, mempunyai Pagu sebesar Rp 700.000.000,00 terealisasi sebesar 93,76% atau  Rp 656.318.140,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya  dapat dilihat pada  Lampiran Matrik 11 kolom. 
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan 

Dari pelaksanaan progam diatas yang dilaksanakan pada tahun 2012 dengan hasil yang dicapai sebagai berikut: 

· Pengadaan Kamera foto 2 bh, Lensa Kamera 1 bh, Rig 1 bh, HT 20 unit, komputer 3 bh, Printer 3 bh, Note Book 1 bh, Filling Kabinet 2 bh, UPS 1 bh, LCD Monitor 1 bh, Server Quodcore 1 bh, printer 1 bh, Kliper Foran 1 bh, Komputer PC 6 bh, Printer 6 bh, Note Book 1 bh, Hardisk External 1 tera 2 bh, Hardisk External 2 tera 2 bh, Filling Kabinet 2 bh. 

· Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan SDM Kehumasan dan Keprotokolan di SKPD dan Kab / Kota se Jatim sebanyak 220 orang.

· Tersusunnnya 3 dokumen yaitu  LAKIP 2011, Anjab dan Renja 2013.

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

a) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi didukung oleh 6 (enam) Kegiatan yaitu:
Monitoring Isu Publik dan evaluasi di Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi (Web Site) Biro Humas dan Protokol, Pengembangan Data Base untuk peningkatan tersedianya data dan informasi Kehumasan dan Keprotokolan, Peningkatan Hubungan Kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lain, Peningkatan Pendokumentasian dan Penyebarluasan Informasi Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi (PPID).

b) Pagu dan Realisasi Program  

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, mempunyai Pagu sebesar Rp 9.219.800.000,00 terealisasi sebesar 95,43 % atau  Rp 8.798.230.011,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya  dapat dilihat pada  Lampiran Matrik 11 kolom. 
c) Hasil /Outcome Pelaksanaan Pembangunan 

· Jumlah himpunan buku kliping bulanan 1.440 buku, buku kliping tahunan 600 buku, dan jumlah monitoring Isu publik 6 buku.

· Jumlah keg. Gub, Wagub, Sekda dibid. pemerintahan, pembangunan dan kesra  yang dipublikasikan melalui website sebanyak 2.160 Pres Rilis dan Foto. 

· Jumlah tindak lanjut atas permintaan data SKPD dan 38 Kab/Kota se Jatim, Termonitornya keg. Gub, Wagub, Sekda sebanyak 5.300  di 14 media cetak, Terkafernya keg. Gubernur, Wagub, Sekda sebanyak 1.412.

· Jumlah penyelenggaraan Pers Gathering 12 kali 270 orang, Editor Gathering 12 kali 420 orang, Pres Tour 50 orang dan LKTW 50 orang.

· Jumlah Buku Himpunan Pidato 970, Majalah Prasetya 18.000, Buku Foto 970, Iklan Display 11, Kalaidoskop 9, Layanan Informasi masyarakat dan publik Expos Kinerja Pemprov 150, Advedtorial sebanyak 103 kali.

· Tersedianya data dan informasi serta terlayaninya informasi publik.

3) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah/ Asisten Sekda.

a) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah/Asisten Sekda, didukung oleh 3 (tiga) Kegiatan yaitu:  Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler Acara Kenegaraan dan Acara Resmi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah / Sekretaris Daerah / Asisten, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dalam Rangka Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat, dan Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat.

b) Pagu dan Realisasi Program
  

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah/ Asisten Sekda, mempunyai Pagu sebesar Rp 11.497.200.000,00 terealisasi sebesar 83,88 % atau  Rp 9.643.482.155,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya  dapat dilihat pada  Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil /Outcome Pelaksanaan Pembangunan Jumlah kegiatan protokoler kenegaraan dan acara resmi Kdh/ Wakil Kdh/ Sekda/Sekda sebanyak 1.360 kali

· Jumlah pelayanan protokoler dalam penerimaan kunjungan Kenegaraan VIP sebanyak 123  Kali dan VVIP sebanyak 6 kali.

· Jumlah Pelayanan protokoler dalam penerimaan kunjungan Kenegaraan  VVIP 6 kali.
1.9. BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 

a) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah didukung oleh 5 (lima) kegiatan yaitu  Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi dan Peningkatan Pelayanan Kepegawaian Setda, Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Prov. dan Kab./Kota, Kegiatan Penerapan dan Pengembangan Sistem Mutu ISO dilingkungan Pemerintah Prov. dan Kab./Kota, Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengembangan Kinerja Pemerintah Prov. Dan Kab/Kota, Kegiatan Pembinaan, Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah Kab./Kota

b) Pagu  dan Realisasi Program

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan  Pagu sebesar Rp. 4.056.875.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 3.835.107.881,00 atau 94,53 %, yang secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan 

· Standar Kompetensi Jabatan 37 SKPD : Pembinaan teknis 23 SKPD yang disiapkan sebagai responden evaluasi kinerja oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi : Pendampingan ISO sebagian SKPD yangmempunyai URC di P2T dan audit internal dan eksternal.

· Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Feed Back Data Base Tahun 2012, serta 60 SKPD sudah menyusun LAKIP;

· Meningkatnya jumlah Unit Kerja  Pelayanan yang Bersertifikat ISO;

· Terwujudnya pemahaman tentang pengembangan kinerja;

· Terwujudnya kesamaan pemahaman terhadap kelembagaan.

Tabel 4.43.1
Rekapitulasi Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja SKPD Prov. Jatim Tahun 2009 – 2013

	JUMLAH SKPD/ PERGUB
	SKPD YANG SDH DI ANJAB
	SKPD YANG  SDH DI ABK
	ANJAB
	ABK
	SKPD YGLIKUIDASI

	
	
	
	PROSES KLARIFIKASI
	BELUM
	PROSES KLARIFIKASI
	BELUM
	

	50
	48
	43
	1
	-
	2
	4
	1


Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Jatim, Tahun 2012

Tabel 4.43.2
Rekapitulasi Perangkat Daerah Prov. Jatim berdasarkan PP 41 Tahun 2007

	Jumlah Unit Kerja
	JmlahEselonSetda& SKPD Jatim
	JumlahEselon UPTD

	
	I/b
	II/a
	II/b
	III/a
	III/b
	IV/a
	III/a
	IV/a

	59
	1
	52
	25
	267
	41
	812
	185
	539


Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Jatim, Tahun 2012

d) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya 

· Tidak seluruh SKPD menpunyai Tenaga Analisis Jabatan dan  Tenaga Analisis Penyusunan Beban Kerja  untuk menyusun Standar Kompetensi Jabatan, dan mengantisipasi kekurangan tersebut dengan cara menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

· Masih kurangnya pemahaman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi(LAKIP), mengatasi permasalahan tersebut Biro Organisasi mengadakan asistensi dan Bimbingan Teknis dalam penyusunan LAKIP.

· Uraian   tugas pokok dan fungsi disemua SKPD sudah berjalan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun demikian masih perlu dilakukan optimalisasi terhadap kapasitas kelembagaan SKPD baik menyangkut sumber daya aparatur maupun sarana prasarananya, sambil menunggu ditetapkannya peraturan pemerintah penggantian PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

e) Penghargaan yang diterima baik Nasional Maupun Provinsi  : 

Tahun 2012 Sistem AKIP Provinsi Jawa Timur berdasarkan Evaluasi dari Kemen PAN dan RB mendapatkan Nilai :65,48 ( Katagori Baik / B ).

Yang mendapat sertifikat mutu ISO : 2 SKPD (UPT Dinas Sosial Prov. Jatim dan UPT Dinas Kesehatan Prov. Jatim)

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung oleh kegiatan Optimalisasi pelayanan public

b) Pagu dan Realisasi Program 

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan  Pagu sebesar Rp. 2.388.200.000,00 dengan realisasi Rp. 2.314.625.280,00 atau sebesar 96,92% yang secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil pelaksanaan pembangunan berupa Pameran Pelayanan Publik, 20 Unit Pelayanan Publik Percontohan, 11 Unit Pelayanan Publik Abdi Bhakti Tani, 5 Unit Pelayanan Publik yang lolos uji kompetisi pelayanan publik antar daerah untuk diajukan mendapat Citra Bakti Abdi Negara.

Tabel 4.43.3
Perolehan penghargaan Unit Pelayanan Publik tahun 2012

	JUMLAH UNIT PELAYANAN SKPD, KAB./KOTA
	TERBAIK
	BAIK

	20
	5
	15


Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Jatim, Tahun 2012

d) Permasalahan dan solusi

Mempertahankan hasil penilaian (menjadi juara) adalah tantangan bagi SKPD ataupun unit pelayanan di Kabupaten/Kota, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan yang intens

e) Penghargaan yang diterima baik Nasional Maupun Provinsi  : 

Unit Pelayanan  Percontohan 

3) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

a) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu Penyempurnaan Sistem Kelembagaan yang efektif dan fleksibel berdasarkan good governance dan Kegiatan Penyempurnaan Tatalaksana dan Hubungan Kerja antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten./Kota

b) Pagu dan Realisasi Program 

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program dengan  Pagu sebesar Rp. 1.625.125.000,00 dengan realisasi Rp. 1.529.892.060,00 atau sebesar 94,14% yang secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Penataan kelembagaan, Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (FORKOMPAN) di Daerah, Pembentukan UPT dan Status quo Bakorwil dan BNP dengan nomenklatur menjadi BNNP 

d) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya 

· Keberadaan   Bakorwil   dibenarkan  oleh Kemendagri, namun   dianggap tidak perlu oleh Kemen PAN dan RB, sehingga pada APBD tahun 2013 tetap menjadi prioritas penyelarasan terhadap kebijakan Kemendagri maupun Kemen PAN dan RB.

· BNP termasuk   pada  klasifikasi  lembaga  lain  menurut   UU pembentukannya tidak termasuk lembaga daerah,namun dirasakan bahwa BNP telah berjalan lebih efektif dari pada BNN, sehingga memperhatikan alasan-alsan tersebut tetap eksis namun nomenklaturnya diubah menjadi BNNP Jatim.

4) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

a) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik didukung oleh Kegiatan Gelar Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

b) Pagu dan Realisasi Program 

Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan  Pagu sebesar Rp. 974.800.000,00 dengan realisasi Rp. 947.786.902,00 atau sebesar 97,23% yang secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

· Gelar Budaya Kerja  KBK (Kelompok Budaya Kerja) SKPD di Lingkungan Pemprov Jatim dan Kab/Kota Se Jatim.

· Jumlah Kelompok Budaya Kerja terbaik meningkat, Jumlah Fasilitator Budaya Kerja bertambah

d) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya 

Tidak seluruh Kab/Kota mengikutkan KBK (Kelompok Budaya Kerja)nya pada acara Gelar Budaya Kerja, karena anggaran yang terbatas, dengan demikian perlu adanya petunjuk pelaksanaan agar ditahun-tahun mendatang Kab/Kota menganggarkan, agar masing-masing Kab/Kota dapat mengevaluasi prestasi KBK-nya.

e) Penghargaan yang diterima baik Nasional Maupun Provinsi  

Karena  Provinsi Jawa  Timur   sebagai  Provinsi   penyelenggara   gelar budaya  kerja satu-satunya di antara seluruh Provinsi se Indonesia.

Tabel 4.43.4
Kegiatan Gelar Budaya Kerja

	JUMLAH KBK
	BID. JASAMEDIS
	JASA NON MEDIS
	BID. ADMINISTRASI

	SKPD
	KAB./KOTA
	
	
	

	12
	29
	25
	17
	15

	Jumlah Total
	57  KBK


Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Jatim, Tahun 2012

1.10. BIRO UMUM

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara.

a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu Peningkatan Pengelolaan Surat Dinas dan Online Sistem Administrasi Surat, Peningkatan Operasional dan Sarana Sanditel dan Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Sekretariat Daerah. 

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara dengan pagu sebesar Rp. 1.631.815.000,00 terealisasi sebesar 99,37% atau Rp. 1.621.556.550,00 secara rinci masing-masing realisasisi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik Kolom 11. 

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Program tersebut dilaksanakan untuk menunjang percepatan pelayanan pendistribusian surat, berita, dan pengoptimalan pengelolaan aset. 

Pada tahun 2012 ini Sistem Manajamen Surat (SMS) yang semula hanya lingkup Biro Umum kini telah dikembangkan menjadi Elektronik Sistem Manajamen Surat (e-SMS), dimana pemakaiannya sekarang secara online dan dapat diakses diruangan Gubernur, Sekda, Asisten dan oleh seluruh Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Kelebihan lain dari sistem e-SMS yang baru ini adalah proses terhadap penanganan surat menjadi lebih cepat, karena surat setelah didisposisi dari pimpinan dan pada saat itu juga tujuan disposisi langsung bisa mengetahui tanpa perlu menunggu surat diantar oleh kurir. Dan kedepan rencananya e-SMS ini akan dikembangkan diseluruh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Tabel 4.44.1
Pelayanan Pendistribusian Surat Dan Berita Sandi

	No
	Uraian
	Tahun
	Keterangan

	
	
	2011
	2012
	

	
	
	
	
	

	1
	Surat Masuk
	61.970
	59.040
	

	2
	Surat Keluar
	38.649
	36.470
	

	3
	Berita Sandi Masuk
	744
	     789
	

	4
	Berita Sandi Keluar
	27.551
	25.345     
	


Sumber : Biro Umum Setda Prov. Jatim 2012
d) Permasalahan dan solusi

Permasalahan yang dihadapi, 

· Sistem e-SMS ini masih belum sempurna fasilitasnya, masih ada beberapa langkah-langkah yang rumit dalam mengoperasikannya.

· Terkadang jaringan lambat karena pembagian bandwidth masih kurang.

· Ada beberapa operator e-SMS ditiap ruangan Pimpinan dan Biro yang masih kurang memahami sistem tersebut.

Solusi terhadap permasalahan diatas,

· Dilakukan penyempurnaan aplikasi sistem e-SMS tersebut dengan fasilitas yang lebih mudah untuk dioperasikan.

· Jaringan internet dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ditambah bandwith lagi agar operasionalnya lebih maksimal

· Dilakukan pelatihan pengoperasian aplikasi e-SMS bagi pejabat struktural dan staf-staf terkait.

2) Program Kearsipan.

a) Program Kearsipan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Pengelolaa, Akuisisi dan Wawasan Kearsipan.

b) Program Kearsipan dengan pagu sebesar Rp. 574.528.100,00 terealisasi sebesar 99,49% atau Rp. 571.619.880,00 secara rinci realisasi anggaran kegiatan tersebut serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom

c) Hasil/outcome Pelaksanaan Pembangunan

Terselenggaranya pembinaan kearsipan untuk mengoptimalkan kemampuanpara pengelola arsip mengingat karena penataan arsip juga begitu penting.

d) Permasalahan dan upaya solusi

Permasalahan yang dihadapi :

· Pekerjaan pengelolaan arsip menimbulkan perasaan membosankansehingga pekerjaan tersebut kurang diminati oleh pegawai.

· Sarana dan prasarana untuk mengelola arsip masih kurang optimal

Solusi terhadap permasalahan diatas :

· Perlu terus menerus dilakukan penyegaran dan meningkatkan kesejahteraan pegawai pengelola arsip.

· Disediakan sarana dan prasarana yang optimal karena Biro Umum selaku koordinator pemilahan, pengumpulan, dan penyimpanan arsip dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum dikirim ke Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

3) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

a) Program Pengleolaan Sumber Daya Manusia Aparatur didukung oleh 1(satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Latihan Teknis Penunjang Kinerja

b) Program  Pengelolaan  Sumber  Daya  Manusian  Aparatur  dengan  pagu  sebesar  Rp. 239.000.000,00 terealisasi sebesar 99,32% atau Rp. 237.362.990,00 secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil / outcome Pelaksanaan Pembangunan

Terselenggaranya pembinaan tenaga sandiman untuk meningkatkan kemampuan dibidang sandi dan telekomunikasi dengan peserta dari 38 Kab/Kota 
Tabel 4.44.2
Peserta Yang Mengikuti Bintek Sandi Se-Jatim Tahun 2011-2012

	NO
	URAIAN
	TAHUN
	KETERANGAN

	
	
	2011
	2012
	

	1
	Jumlah peserta yang mengikuti bintek sandi se-Jatim
	80
	84
	


Sumber : Biro Umum Setda Prov. Jatim 2012

d) Permasalahan dan upaya solusi

Permasalahan yang dihadapi :

Setiap tahun dilakukan perubahan kunci pada sistem sandi
Solusi terhadap permasalahan diatas :

Dilakukan bintek bagi tenaga sandi terkait perubahan kunci pada sistem sandi dan penambahan fitur-fitur baru pada pengoperasian alat sandi .
1.11. SEKRETARIAT DPRD

3) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

a) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah didukung dengan 8 (delapan) kegiatan antara lain :  Pembahasan rancangan peraturan daerah, Hearing/dialog dan koordinasi, Kegiatan Reses,  Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah serta Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
b) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 97.073.660.000,00  terealisasi 82,02 % atau sebesar                         Rp. 79.615.586.306,00 secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan
Dibahas dan ditetapkannya rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah pada tahun 2012 sejumlah 15 Raperda/Perda atau sama dengan capaian Tahun 2011 sebagaimana Tabel berikut :
Tabel 4.45.1
Raperda Provinsi Jawa Timur Yang Telah Ditetapkan

Menjadi Perda Tahun 2012

	NO.
	URAIAN
	TANGGAL PENETAPAN PARIPURNA
	PENGUSUL

	1
	Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
	26 April 2012
	Eksekutif

	2
	Perda tentang Pengendalian Sapi dan Kerbau Betina Produktif
	18 Juni 2012
	Komisi B

	3
	Perda tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang
	18 Juni 2012
	Eksekutif

	4
	Perda tentang Pengelolaan dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  Tahun 2013 – 2031 
	21 Juni 2012
	Eksekutif dan Balegda

	5
	Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
	1 Agustus 2012
	Eksekutif

	6
	Perda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
	17 September 2012
	Eksekutif

	7
	Perda tentang Pelayanan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
	1 Oktober 2012
	Komisi A

	8
	Perda tentang Pengelolaan Bandara Abdurrahman Saleh
	1 Oktober 2012
	Komisi D

	9
	Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur
	18 Oktober 2012
	Eksekutif

	10
	Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
	10 Nopember 2012
	Eksekutif

	11
	Perda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
	7 Desember 2012
	Komisi E

	12
	Perda tentang Badan Usaha Milik Daerah
	29 Desember 2012
	Komisi C

	13
	Perda tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penyuluhan
	29 Desember 2012
	Komisi B

	14
	Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
	29 Desember 2012
	Komisi E

	15
	Perda tentang Peningkatan Rendeman Tebu dan Hablur Tanaman Tebu
	29 Desember 2012
	Komisi B/ Balegda


Sumber : Sekretariat DPRD Prov. Jatim 2012

Berdasarkan data Tabel diatas, maka dari 15 Raperda/Perda di atas terdiri dari:  

· 8 Raperda/Perda merupakan usul prakarsa/inisiatif  DPRD;

· 6 Raperda/Perda usul prakarsa/inisiatif Eksekutif; dan

· 1 Raperda/Perda merupakan usul prakarsa bersama (Penggabungan) Eksekutif dan DPRD. 

Terselenggaranya kegiatan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 sejumlah 536 kegiatan atau naik sejumlah 59 kegiatan (12,37%) bila dibandingkan Tahun 2011 sejumlah 477 kegiatan dengan rincian Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.45.2
Rekapitulasi Kegiatan Kunjungan Kerja

Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

	NO.
	PELAKSANA
	LOKASI
	JUMLAH

	
	
	LUAR NEGERI
	LUAR PROVINSI
	DALAM PROVINSI
	

	1
	Komisi A s/d E
	17
	136
	138
	291

	2
	Badan Musyawarah
	-
	10
	-
	10

	3
	Badan Legislasi
	-
	15
	12
	27

	4
	Badan Anggaran
	-
	9
	-
	9

	5
	Panitia Khusus
	-
	6
	3
	9

	6
	Badan Kehormatan
	-
	10
	9
	19

	7
	Pimpinan DPRD
	4
	147
	20
	171

	
	Jumlah :
	21
	333
	182
	536


Sumber : Sekretariat DPRD Prov. Jatim 2012

Terselenggaranya kegiatan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur  pada tahun 2012 sejumlah 132 kegiatan atau 19 kegiatan (16,8%) lebih banyak  bila dibandangkan Tahun 2011 sejumlah 113 kegiatan dengan menghasilkan keputusan berupa produk-produk hukum DPRD sebagai berikut :

Tabel 4.45.3
Produk Hukum DPRD Provinsi Jawa TimurTahun  2012
	NO.
	URAIAN
	JUMLAH PRODUK

	1
	Keputusan DPRD
	41

	2
	Keputusan Pimpinan DPRD
	25

	3
	Persetujuan Bersama Antara DPRD dan Gubernur Jawa Timur
	7

	4
	Peraturan Daerah
	15

	
	JUMLAH :
	88


Sumber : Sekretariat DPRD Prov. Jatim 2012

Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2012 sejumlah 167 kegiatan atau turun 38,32% (64 kegiatan) bila dibandingkan Tahun 2011 sejumlah 231 kegiatan dengan komposisi kegiatan masing-masing fraksi sebagaimana Tabel berikut ini :

Tabel 4.45.4
Rekapitulasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

	NO.
	PELAKSANA KEGIATAN
	JUMLAH

	1
	Fraksi Partai Demokrat
	45

	2
	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
	15

	3
	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
	26

	4
	Fraksi Partai GOLKAR
	19

	5
	Fraksi Partai GERINDRA
	17

	6
	Fraksi Partai Amanat Nasional
	9

	7
	Fraksi Partai Keadilan  Sejahtera
	12

	8
	Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama
	11

	9
	Fraksi Hanura Damai
	6

	10
	Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi
	7

	
	TOTAL:
	167


Sumber : Sekretariat DPRD Prov. Jatim 2012

Terselenggaranya kegiatan Rapat Kerja (Raker), Audiensi, Hearing, Inspeksi Mendadak (Sidak) dan Sosialisasi Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 sejumlah 237 kegiatan atau turun 34 kegiatan (14,35%) dari Tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.45.5
Rekapitulasi Kegiatan Raker, Audiensi, Hearing, Sidak, dan Sosialisasi Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

	NO.
	PELAKSANA
	AGENDA
	JUMLAH

	
	
	RAKER
	AUDIENSI
	HEARING
	SIDAK
	SOSIALISASI
	

	1
	Komisi A s/d E
	128
	8
	10
	2
	5
	153

	2
	Badan Musyawarah
	16
	1
	-
	-
	-
	17

	3
	Badan Legislasi
	23
	-
	-
	-
	-
	23

	4
	Badan Anggaran
	12
	1
	-
	-
	-
	13

	5
	Panitia Khusus
	4
	-
	-
	-
	-
	4

	6
	Badan Kehormatan
	7
	-
	-
	-
	-
	7

	7
	Pimpinan DPRD
	19
	1
	-
	-
	-
	20

	
	JUMLAH :
	209
	11
	10
	2
	5
	237


Sumber : Sekretariat DPRD Prov. Jatim 2012

Terselenggaranya penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan dan kegiatan DPRD kepada masyarakat, pemerintah daerah dan stake holder melalui media cetak (koran, majalah dan tabloid) dan elektronik (radio dan televisi) pada Tahun 2012 sejumlah 285 kegiatan atau naik sebesar 107 kegiatan (60,11%) bila dibandingkan Tahun 2011 yang hanya 178 kegiatan; dengan rincian sebagai berikut : 
Tabel 4.45.6
Penyebarluasan Kegiatan  DPRD Provinsi Jawa Timur Melalui Media Cetak & Media Elektronik Tahun  2012
	NO.
	URAIAN
	JUMLAH KEGIATAN

	
	
	

	I
	Media Elektronik
	77

	
	1. TVRI
	27

	
	2. JTV
	19

	
	3. Arek  TV
	-

	
	4. MH TV
	2

	
	5. Metro TV
	-

	
	6. SBO TV
	-

	
	7. RRI
	29

	II
	Media Cetak
	208

	
	1. Jawa Post
	1

	
	2. Bhirawa
	51

	
	3. Harian Bangsa
	7

	
	4. Metro Jatim
	6

	
	5. Berita Metro
	1

	
	6. Jatim Mandiri
	-

	
	7. Radar
	30

	
	8. Memo
	56

	
	9. Surabaya Post
	-

	
	10. Duta
	14

	
	11. Surabaya Pagi
	35

	
	12. Surya
	-

	
	13. Bisnis Surabaya
	7

	
	Jumlah seluruhnya:
	285


Sumber : Sekretariat DPRD Prov. Jatim 2012

Terselenggaranya kegiatan Reses & Layanan Aspirasi Masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2012 telah melaksanakan 3 kali Reses (sama dengan Tahun 2011). Sedangkan terkait kegiatan layanan aspirasi masyarakat berupa pengaduan masyarakat datang langsung (unjuk rasa) sejumlah 49 pengaduan atau naik 11 pengaduan (28,95%) bila dibandingkan Tahun 2011 sejumlah 38 pengaduan; dan pengaduan masyarakat tidak langsung (melalui surat) sejumlah 424 pengaduan atau naik 163 pengaduan (62,45%) bila dibandingkan Tahun 2011 sejumlah 261 pengaduan dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.45.7
Rekapitulasi Pengaduan Langsung (unjuk Rasa) & Tak Langsung (Via Surat) DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 &  2012
	NO.
	URAIAN – JENIS PENGADUAN
	JUMLAH  PENGADUAN

	
	
	LANGSUNG
	TAK LANGSUNG

	
	
	2011
	2012
	2011
	2012

	1
	Buruh
	8
	7
	22
	26

	2
	Tanah
	8
	7
	33
	46

	3
	Politik
	6
	0
	0
	1

	4
	Kejahatan
	2
	2
	8
	3

	5
	Lain – lain 
	14
	33
	197
	348

	
	JUMLAH :
	38
	49
	261
	424


Sumber : Sekretariat DPRD Prov. Jatim 2012
d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

· Penganggaran Belanja Punanjang Kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sudah diupayakan sesuai dengan Rencana Kerja DPRD Provinsi Jawa Timur, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatannya, sehingga memungkinkan terjadi SiLPA.

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui :

Sedangkan upaya pemecahannya; permasalahan diatas akan disampaikan dan dibahas pada Rapat Pimpinan DPRD dengan Sekretaris Dewan.
1.12. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1) Program Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan  Teknologi

a) Program Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan  Teknologi pada tahun anggaran 2012 didukung oleh : 

-
Enam puluh (60) kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari Bidang Pemerintahan 15 kegiatan, Bidang Ekonomi dan Keuangan 14 kegiatan, Bidang Sumber Daya Alam & Teknologi 17 kegiatan serta Bidang Kemasyarakatan 14 kegiatan

-
Sembilan (9) kegiatan penunjang Penelitian dan pengembangan yang terdiri dari : Penerbitan Buletin Litbang, Penerbitan Jurnal Litbang, Pusat Informasi Hasil Litbang dan Teknologi (PIHLT), Rakor Litbang, Inventarisasi Data dan Dokumentasi Hasil Litbang, Penyusunan Indikator IPTEK, Penganugerahan Inovasi Teknologi Tingkat Jawa Timur, Bedah Buku Hasil Penelitian, Forum Jaringan Penelitian - Pengembangan - Difusi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya Jawa Timur (Forum Jaringan PPD-IPTEK  Jatim)

b) Pagu dan Realisasi Program 
Program Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan  Teknologi Tahun 2012 dengan pagu anggaran sebesar  Rp. 14.632.000.000,00 terealisasi sebesar 99,87 % atau Rp.14.612.758.830,00 secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilannya dapat diilihat pada Lampiran Matriks 11 Kolom. 

c) Hasil / Outcome Pelaksanaan Pembangunan

1. Rekomendasi dari Hasil Penelitian dan pengembangan dibidang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan,  Sumberdaya Alam dan Teknologi,   serta   Kemasyarakatan   sebagai   masukan  ilmiah  dalam penyusunan kebijakan pemerintah (policy linked science).

2. Selama  periode  2011–2012  beberapa  program/kegiatan  Litbang  yang  dapat  dicatat  keberhasilannya  antara lain adalah :

·   Hasil Rekayasa Teknologi Komoditas Mangga Eksport Jawa Timur (Tahun ke 6/2010) berhasil dikembangkan berupa tanaman mangga dikebun/lahan percobaan Balai Benih Tanaman Hortikultura di Desa Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 – 2012 

·   Hasil Kajian Pengembangan Capacity Building Bagi Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kinerja. Pemerintah Daerah di Jawa Timur dan Hasil  Kajian  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dalam Meningkatkan

·   Pelayanan Publik di Jawa Timur berhasil dibukukan dengan judul “Wajah Birokrasi di Era Teknologi Informasi” dan dibedah buku tahun 2012
·   Hasil Kajian Keselamatan Transportasi Angkutan Darat dalam Upaya Memperlancar Kegiatan Ekonomi di Jawa Timur berhasil dibukukan dan dibedah buku tahun 2012

·   Pengembangan Inovasi Teknologi Jawa Timur telah diimplementasikan dalam kegiatan Penganugerahan Inovasi Teknologi Tingkat Jawa Timur khususnya di bidang Energi dan Pangan tahun 2012   yang  menghasilkan  beberapa temuan inovasi  teknologi di bidang Energi dan Pangan dalam 4 (empat) kategori yaitu : 

· Kategori Pioner Bidang Energi : ”Inovasi Pemanfaatan Aliran Sungai Untuk Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro” dengan inovator Sucipto dari Kabupaten Lumajang

· Kategori Penemu Bidang Pangan : “Inovasi Sistem Semai Karpet Tanaman Padi” dengan inovator Sukarlinah, SP, MMA dari Kabupaten Mojokerto

· Kategori Pengembang Bidang Energi : “Inovasi Pemanfaatan dan Pengendalian Gas Methane TPA Talang Agung Kepanjen untuk Memenuhi Kebutuhan Energi Bahan Bakar se hari-hari Bagi Masyarakat Sekitarnya” dengan inovator Ir. Koderi dan    Ir Rudi Santoso dari Kabupaten Malang

· Kategori Penyebar Bidang Pangan : “Inovasi Perbanyakan Pisang Mas Melalui Sistem Mati Meristem” dengan inovator Eko Yudi Supriyanto dari Kabupaten Malang

· Kategori Penyebar Bidang Pangan : “Inovasi Diversifikasi Olahan Ikan Tuna untuk Mendukung Ketahanan Pangan” dengan inovator Sukiran dari kabupaten Pacitan

Disamping itu inovasi di Bidang Energi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dengan munculnya industry kecil seperti bengkel pengelasan, penggergajian kayu, dan usaha konveksi.

Sedangkan untuk Biogas telah dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternative memasak rumah tangga, genset listrk dan lampu penerangan.

Adapun di Bidang Pangan terutama pada aspek ketersediaan pangan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat berupa peningkatan produksi dan  pada aspek status gizi telah muncul berbagai industri olahan pangan diantaranya  makanan kemasan, kuliner makanan khas daerah dll.

· Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Jawa Timur Tahun 2012 telah berhasil mengidentifikasi embriyo SIDa Jawa Timur berupa kegiatan SIDa di 7(tujuh) Kabupaten yang merupakan rintisan dari BPPT antara lain di Kabupaten Malang, Trenggalek, Ngawi, Blitar. Madiun, Gresik dan Banyuwangi

· Pengembangan Model Perahu Nelayan Berbasis Energi Alternatif telah menghasilkan Prototype Model Perahu Nelayan dengan menggunakan energi tenaga surya yang akan diaplikasikan pada kelompok nelayan di Sidoarjo

· Eksplorasi dan Identifikasi Genetik Jagung Endemik Jawa Timur dalam rangka Pengembangan Varietas Unggul Tahun 2012 telah menghasilkan beberapa akusi yang terindentifikasi mengandung antiamin tinggi dan variabel produksi tinggi (lebar daun, tinggi tongkol pendek, berat 100 biji dan tahan bule) yang selanjutnya akan dirakit menjadi Jagung Varietas Unggul Jawa Timur pada tahun 2013 – 2014 

· Pemanfaatan Sari Air Laut untuk Pembuatan Tahu Nir Limbah Tahun 2012 telah menghasilkan Teknologi Tepat Guna (TTG) pembuatan tahu nir limbah yang terbuat dari stainless steel dengan standart Food Grade menghasilkan tahu yang dapat dikonsumsi secara langsung tanpa dimasak

· Teknologi Budidaya Jagung Ungu Yang Aplikatif Tahun 2012 telah berhasil uji tanam di Kabupaten Nganjuk

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

· Belum banyak hasil-hasil penelitian yang memberikan dampak langsung dalam pembuatan kebijakan atau untuk diaplikasikan;

· Belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara lembaga riset dengan kebutuhan pengguna; 

· Kurang  adanya  rasa  percaya (trush)  masyarakat  maupun stakeholder terhadap hasil litbang;

· Adanya  pesaing (lembaga non litbang) yang melaksanakan kegiatan litbang;

Solusi

· Mempertajam/meningkatkan kualitas hasil penelitian melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian perguruan tinggi atau dengan para pakar;

· Menciptakan inovasi-inovasi IPTEK secara profesional dan menjaga citra hubungan yang konsisten dengan kebutuhan pengguna.  

· Membangun image kepada masyarakat bahwa pengembangan Hasil Litbang/IPTEK adalah suatu kebutuhan

· Meningkatkan sinergi antar lembaga litbang dan intansi terkait melaui Rapat Koordinasi litbang, kerjasama litbang, Forum Komunikasi kelitbangan, Seminar, Diskusi, Lokakarya  atau Work Shop;
1.13. INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

a) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH didukung oleh 2(dua) kegiatan yaitu Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.

b) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan pagu sebesar Rp. 2.308.325.000,00 terealisasi sebesar 79,44% atau Rp. 1.471.720.050,00 yang secara rinci dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan.

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH dimaksudkan agar terwujud sinergitas pengawasan antara pusat dan Kabupaten/Kota. Koordinasi dilaksanakan sebagai berikut:

· Pelaksanaan koordinasi dengan Itjen Kemendagri terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), implementasi Jabatan Fungsional P2UPD serta pelaksanaan Rakorwasdanas dan Rakorwasda. 

· Koordinasi pada Itjen Kemenpan dan RB terkait tindak lanjut hasil pengawasan serta pembinaan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

· Koordinasi pada BPK-RI terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan.

· Koordinasi pada BPKP Pusat terkait persiapan implementasi Jabatan Fungsional Auditor.

· Koordinasi pada Itjen Kementerian lainnya terkait pelaksanaan pengawasan Dana Alokasi Khusus dan Dana Dekonsentrasi.

2) Program peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

a) Program peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan didukung oleh kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

b) Program peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan pagu sebesar Rp. 1.563.780.000,00 terealisasi 70,78% atau Rp. 1.106.917.052,00 yang secara rinci dapat dilihat pada matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome pelaksanaan

· Telah dilaksanakan bimtek untuk pengembangan wawasan dan teknik operasional pengawasan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :

· In House Sosialisasi Penerapan ketentuan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 

Peserta 
pegawai Inspektorat Prov. Jatim sebanyak 70 orang.

Outcome
mengerti dan mampu menerapkan ketentuan JFA.

· Bimtek pemahaman Akuntansi Pemerintahan 

Peserta 
Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Kab./Kota sebanyak 70 orang.

Outcome 
peserta mampu melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah.

· In House Training Peningkatan SDM 

Peserta
Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebanyak 70 orang.
Outcome
peningkatan kinerja seluruh Pengawas pada Bidang kesra, Ekonomi Pembangunan, Pemerintahan dan Pengelolaan Aset dan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

· Bimtek Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peserta 
Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Kab./Kota 70 orang.

Outcome 
peserta mampu melakukan audit pengadaan barang/jasa pemerintah.

· In House Sosialisasi JF P2UPD

peserta
pegawai Inspektorat Prov. Jatim sebanyak 70 orang.

outcome 
mengerti dan mampu menerapkan ketentuan JFP2UPD.

· Bimtek Pemeriksaan/Audit atas Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan, Hibah dan Sosial sesuai Permendagri Nomor:39 Tahun 2012.

peserta 
Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Kab./Kota 81 orang.

outcome 
peserta mampu melaksanakan pemeriksaan/monev terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan, Hibah dan Sosial.

· Bimtek Penerapan SPIP untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Peserta 
Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 66 orang

Outcome 
peserta memahami, mampu menerapkan dan melakukan monev. terhadap pelaksanaan SPIP.

3) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

a) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan didukung 2 (dua) kegiatan yaitu Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan serta Peningkatan kinerja aparat pengawasan fungsional pemerintah.

b) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan pagu sebesar Rp. 2.791.865.000,00 terealisasi sebesar 73,02% atau Rp. 2.038.746.525,00 secara rinci masing-masing realisasi anggran kegiatan serta capaian keberhasilannya dapat dilihat pada lampiran matrik 11 kolom.

c) Hasil/outcome pelaksanaan.

· Telah disusun kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab./Kota Tahun 2012 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2012, serta telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemantapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2013 dengan mengundang 38 Inspektorat Kab./Kota.

· Telah dilaksanakan Evaluasi SAKIP pada 16 (enam belas) SKPD dengan kategori penilaian rata-rata CC (Cukup Baik) dengan nilai antara 50-65.

· Pelaksanaan Pendampingan Pemetaan SPIP pada 6 (enam) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

· Pelaksanaan EKPPD terhadap LPPD Tahun 2011 pada 23 Kab./Kota yang merupakan sebuah kewajiban yang bersifat rutin yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur (10 Kab./Kota) serta Biro Pemerintahan Setdaprov Jawa Timur (5 Kab./Kota).  

· Pelaksanaan paparan hasil pemeriksaan sebanyak 8 (delapan) kali untuk meningkatkan kualitas temuan dan laporan hasil pemeriksaan.

d) Permasalahan dan solusi.

Permasalahan.

Pelaksanaan Pendampingan Pemetaan SPIP yang belum maksimal dikarenakan kurangnya SDM yang menangani. 

Solusi.

Akan dilaksanakan kembali Bimtek bagi pegawai yang belum terlibat untuk menunjang pelaksanaan amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah.

a) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah didukung 2 (dua) kegiatan yaitu Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal dan pengawasan masyarakat serta Mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi, Kab./Kota.

b) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah dengan  pagu  sebesar  Rp. 3.139.530.000,00   terealisasi  sebesar 82,58%  atau Rp. 2.592.480.150,00 secara rinci masing-masing realisasi anggran kegiatan serta capaian keberhasilannya dapat dilihat pada lampiran matrik 11 kolom.
c) Hasil/Outcome pelaksanaan :

Pada pemeriksaan Tahun 2012, Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi merencanakan pemeriksaan terhadap 144 obyek pemeriksaan dan telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 113 Objek pemeriksaan (78,47%). Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.47.1
Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2012

	NO
	OBYEK PEMERIKSAAN
	PKPT 2012

	
	
	RENCANA
	REALISASI

	1
	Dinas
	20
	8

	2
	Kantor
	1
	1

	3
	Badan
	17
	3

	4
	Biro
	11
	5

	5
	Sekretariat DPRD
	1
	1

	6
	Satpol PP
	1
	0

	7
	RSUD
	3
	0

	8
	Bansos/Hibah
	38
	51

	9
	Pemeriksaan Urusan Wajib pada Kab/Kota
	18
	18

	10
	PAMJAB Bupati/Walikota
	1
	1

	11
	Reviu Laporan Keuangan Pemprov
	1
	1

	12
	Pemeriksaan LAKIP SKPD
	20
	16

	13
	Pemeriksaan UPT
	2
	2

	14
	Evaluasi Pelayanan Publik
	10
	6

	
	Jumlah
	144
	113


Sumber : Inspektorat Pemprov. Jatim

Dari hasil pemeriksaan tersebut pada tahun 2012 terdapat sejumlah 218 temuan dan 253 rekomendasi, dengan status tindaklanjut selesai 159 rekomendasi, dan 94 rekomendasi belum selesai tindaklanjutnya dengan rincian dalam proses 238 rekomendasi, dan 56 rekomendasi belum ditindaklanjuti. Dari temuan tersebut terdapat temuan kewajiban setor kepada Negara/Daerah senilai Rp. 15.000.000,00.

Selain pemeriksaan PKPT juga dilaksanakan pemeriksaan Non-PKPT yaitu :

· Pembinaan Laporan Keuangan pada 20 (dua puluh) SKPD;

· Sidak kehadiran PNS saat jam kerja pada 29 (dua puluh sembilan) SKPD;

· Pemeriksaan pada 19 (sembilan belas) UPT;

· Pemeriksaan Dagulir pada 7 (tujuh) instansi;

· EKPPD pada 23 Kab./Kota;

· Sidak Kehadiran PNS pasca Hari Raya pada 90 (sembilan puluh) instansi;

· Evaluasi pemanfaatan aset pada 12 (dua belas) Kab./Kota;

· Evaluasi Penyelesaian Kewajiban Debitur terkait penerimaan Dagulir yang dikelola Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur pada 20 (dua puluh) Kab./Kota;

· Monitoring dan Evaluasi terkait Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 dan Tahun 2012 pada 17 (tujuh belas) Kab./Kota.

Saran dan pertimbangan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2012 sejumlah 63 saran dan pertimbangan terinci :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

· PNS diberikan izin perceraian


:
19 orang

· PNS diberikan Surat Keterangan 

untuk melakukan Perceraian


: 
4 orang

· PNS yang ditolak izin perceraiannya

:  
3 orang
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:
26 orang

[image: image3.bmp]
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

· Jenis Hukuman Disiplin Ringan terdiri dari :

· Teguran Tertulis




:
  8 orang

· Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

:
  3 orang

· Jenis Hukuman Disiplin Sedang terdiri dari :

· Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling 

lama 1 (satu) tahun



:
  1 orang

· Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji 

berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
:
  2 orang

· Jenis Hukuman Disiplin Berat terdiri dari :

· Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih 

rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
:
2 orang

· Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan 

Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
:
   4 orang

· Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai 

Negeri Sipil
:
   3 orang
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:
  23 orang


3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979

· Diberhentikan Tidak Dengan Hormat

:  9 orang

· Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan 

Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil

:  5 orang

JUMLAH






: 14 orang

d) Permasalahan dan Solusi.

Adanya pemeriksaan BPK-RI pada SKPD Provinsi sehingga meskipun telah dilakukan koordinasi, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Jawa Timur tidak dapat terlaksana maksimal. Solusi terhadap permasalahan ini, perlu dicermati kembali PKPT Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan tetap mengedepankan  pemeriksaan berbasis manajemen resiko namun mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih dengan obrik BPK-RI.
1.14. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

a) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh 16 (enam belas) kegiatan yaitu Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah; Peningkatan Kinerja Operasional; kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dan Pemerintah Pusat Terkait; Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (profit/revenue sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (benchmarking); Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan; Peningkatan Pengembangan kelembagaan; Peningkatan Pelayanan Publik; Peningkatan Kinerja Pelayanan; Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah; Pengembangan Pusat Pengolahan Data Elektronik; Analisis dan Evaluasi Kinerja; Pengembangan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kelembagaan; Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah ; Pengolahan Data Pendapatan Daerah; Peningkatan Kompentensi Pranata Komputer KB Samsat dan UPT, serta Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB Samsat dan UPT.

b) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 81.131.428.626,00 terealisasi sebesar 95,26% atau Rp. 77.283.927.442,00  secara rinci masing–masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dengan sasaran kegiatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan sumber – sumber pendapatan daerah yang memadai, yang mampu memberikan kontribusi maksimal kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga pembangunan dan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara berkelanjutan serta terwujudnya kualitas Pelayanan Publik melalui pengembangan sarana dan prasarana, sistem dan prosedur yang berkelanjutan (sustainable) berbasis teknologi informasi.


Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah  dari sektor Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam dua tahun terakhir (2011–2012 ) menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan yaitu berkisar 7,13 persen sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.48.1
Data Target dan Realisasi PAD Dinas Pendapatan  Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2012

	TAHUN
	TARGET PAD
	REALISASI PAD
	%

	2011
	6.897.500.000.000
	7,339,425,614,233
	106,41

	2012
	7.751.000.000.000
	7.863.071.422.495
	101,45


Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Prov. Jatim Tahun 2012

Berbagai program untuk mendukung Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah telah dilaksanakan diantaranya optimalisasi penyampaian Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (SPKPKB), peningkatan kinerja pelaksanaan dinas luar dalam rangka pencairan tunggakan melalui sistem monitoring dan evaluasi kinerja perorangan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Administrasi Perpajakan (SAAP),  Optimalisasi kinerja keberadaan Juru Sita Pajak Daerah di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, peningkatan kegiatan operasi bersama dengan pihak kepolisian, sosialisasi perpajakan yang bersifat langsung kepada Wajib Pajak melalui petugas dinas luar maupun melalui berbagai media elektronik dan cetak dan dalam rangka terus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat supaya pelayanan lebih mudah, murah dan dekat dengan masyarakat/Wajib Pajak maka telah dilakukan penambahan dan pengembangan terhadap jumlah layanan unggulan yang ada, dan pada tahun 2012 telah dilakukan pengembangan/penambahan lagi terhadap jumlah layanan unggulan yaitu berupa pengembangan layanan 36 Samsat Payment Point, 1 Samsat Corner dan 3 Samsat Drive Thru serta pengembangan kerjasama dengan pihak perbankan lainnya pada layanan e-Samsat serta media informasi dan monitoring pelayanan KB Samsat di seluruh Jawa Timur terhadap kondisi pelayanan serta perkembangan data obyek kendaraan secara langsung (live) melalui Operation Room Control System (ORCS). Kondisi ini merupakan implementasi dari komitmen Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur atas semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan publik.

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

Masih tingginya jumlah tunggakan Pajak Daerah khususnya dari tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang disebabkan oleh :

· Kendaraan dalam status Lapor Jual, hilang dan rusak yang tidak dapat digunakan lagi.

· Kendaraan yang ditarik pihak leasing karena menunggak angsuran. 

· Domisili Wajib Pajak masih relatif jauh dengan kantor Samsat Induk.

· Kesadaran Wajib Pajak masih rendah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui :

· Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan bermotor.

· Melaksanakan penghapusan Piutang Pajak Daerah berdasarkan ketentuan perundang–undangan yang berlaku.

· Melakukan sosialisasi serta pendekatan kepada pihak leasing terkait dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

· Optimalisasi kinerja Juru Sita Pajak Daerah Dinas pendapatan Provinsi Jawa Timur.

· Mengembangkan layanan Samsat Unggulan Payment Point dengan bekerja sama dengan Bank Jatim.

· Perluasan mobilitas dan operasional Samsat Keliling untuk menjangkau wilayah–wilayah yang jauh dari tempat pelayanan Samsat.

· Sosialisasi perpajakan yang lebih intens kepada masyarakat di berbagai forum, media dll.

e) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi 

Penghargaan yang telah diterima pada tahun 2012 antara lain :

· KB Samsat Banyuwangi Kota sebagai juara kategori terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Unit Pelayanan Publik Percontohan 2012.

· KB Samsat Wlingi Kabupaten Blitar sebagai juara kategori baik tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Unit Pelayanan Publik Percontohan 2012.
1.15. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi titik sentral otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi daerah, yaitu otonomi yang luas, bertanggungjawab serta azas tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan sebagaian urusan permerintah. Sesuai Pasal 1 angka 8, ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Mendasari peraturan tersebut, pada Pasal 7 ayat (1) dijelaskan pula bahwa, BPKAD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, nampak bahwa BPKAD melaksanakan 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai SKPKD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu, dalam menyusun program kegiatannya bersifat reguler yang diharapkan dapat mengkoordinir, memfasilitasi dan membina SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang diwujudkan dalam 2 (dua) program, yaitu : 

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program ini, secara teknis dijabarkan dalam 12 (dua belas) kegiatan, meliputi : 

· Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ;

· Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ;

· Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ;

· Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD ;

· Bimbingan Teknis Implementasi Paket tentang Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah ;

· Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah ;

· Rekonsiliasi Pengelolaan Aset/Barang Daerah ;

· Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah ;

· Penataan, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

· Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;

· Optimalisasi Pengelolaan Aset ;

· Percepatan Sertifikasi Aset Daerah. 

b) Alokasi Anggaran dan realisasi,


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 26.744.890.000,00, dan terealisasi sebesar Rp. 23.579.070.492,00 atau 88,16% dengan rincian dan capaian keberhasilan masing-masing kegiatan dapat dilihat pada lampiran (matrik kolom 11) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku LKPJ ini. 

c) Hasil/outcome pelaksanaan pembangunan, antara lain : 

· Meningkatnya kualitas dan pemahaman Sumber Daya Aparatur terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah;

· Meningkatnya kualitas penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelasakanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah;

· Meningkatnya kualitas penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD dan penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Perda tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 

· Meningkatnya kualitas penyusunan pertanggungjawaban keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

· Tersusunnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang APBD dan Perubahan APBD serta Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD;

· Tersusunnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

· Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan aset dan barang daerah dan terlaksananya percepatan sertifikasi aset daerah.

d) Permasalahan dan upaya pemecahannya, antara lain :
· Terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk mengatasi keterbatasan ini, BPKAD dengan melibatkan instansi terkait secara reguler dan bertahap melakukan workshop kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan rencana anggaran, program kegiatan, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan laporan keuangan sebagai cikal bakal terbentuknya Laboratorium Keuangan Daerah;

· Adanya peraturan atau kebijakan pemerintah yang masih bersifat parsial dan ego sektor sehingga pada tataran pelaksanaan sulit implementasi. Oleh karena itu, untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik, maka sebelum membuat peraturan atau kebijakan baru perlu dilakukan kajian serta analisa yang tajam terhadap dampak dan manfaat yang akan ditimbulkan serta membangun komunikasi yang lebih intensif antar kementerian/Lembaga/Departemen/ Instansi dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana kebijakan;  

· Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda serta inkonsistensi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berpengaruh terhadap kualitas penyusunan perencanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan meminimalisir tingkat kesalahan yang sama terulang kembali, secara rutin perlu dilakukan koordinasi, komunikasi, pembinaan, bintek, pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah;

· Pemanfaatan waktu kurang optimal dan efektif sehingga pelaksanaan tahun anggaran kurang dari 12 (dua belas) bulan karena mindset (pola pikir) Sumber Daya Aparatur terhadap pelaksanaan program kegiatan masih bersifat rutinitas, kurang kreatif, inovatif  dan tidak berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini, sebelum menetapkan besaran alokasi anggaran kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan evaluasi terhadap realisasi, output dan outcome anggaran tahun sebelumnya;

· Data pengelolaan keuangan dan aset daerah masih belum dikelola secara profesional dan komprehensif. Hal ini, secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh terbatasnya Sumber Daya Manusia pada unit kerja/SKPD yang memiliki latar belakang pendidikan Informasi Technologi (IT) dan kemampuan dibidang Informasi Technologi (IT). Untuk mengantisipasi hal ini, secara bertahap akan dilakukan bintek dan pengembangan sistem informasi sesuai perkembangan dan dinamika yang diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan SKPD.


2) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

a) Program ini merupakan tindak lanjut Pasal 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Peraturan   Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, ditegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Buapati/Walikota Penjabaran APBD sebelum ditetapkan Bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disapaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Sehubungan dengan hal tersebut, agar penyusunan Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Jawa Timur, lebih tertata sesuai kebutuhan riil, sinkron dengan program prioritas nasional, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, mampu mengakomodir kepentingan umum dan sesuai kemampuan sumber daya yang ada, perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan kepada Kabupaten/Kota yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan :

· Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota ;

· Analisa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota ;

· Analisa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab./Kota.

b) Alokasi Anggaran dan realisasi :


Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.270.000.000,00, dan terealisasi sebesar Rp. 4.080.023.700,00 atau 95,55% dengan rincian dan capaian keberhasilan masing-masing kegiatan dapat dilihat pada lampiran (matrik kolom 11) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku LKPJ ini.

c) Hasil/outcome pelaksanaan pembangunan, antara lain :

· Terlaksananya evaluasi dan meningkatnya kualitas penyusunan rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur; 

· Terlaksananya evaluasi dan meningkatnya kualitas penyusunan regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur;

· Meningkatnya kualitas penyusunan Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan normatif, tepat waktu dan tidak bertentangan dengan peraturan serta kebijakan yang lebih tinggi.

d) Permasalahan dan upaya pemecahan, antara lain :

· Masih adanya rancangan prioritas program kegiatan Kabupaten/Kota yang belum sinkron dengan prioritas program kegiatan Nasional dan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan stake holder melalui forum Musrenbangdes, Musrenbangkab/Kota dan Musrenbangprov ;

· Masih adanya keterlambatan pembahasan rancangan Perda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD antara Eksekutif dengan Legislatif yang berakibat pada terlambatnya penyampaian kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi, hal tersebut berpengaruh terhadap penetapan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, atas keterlambatan tersebut Gubernur Jawa Timur menyampaikan/menerbitkan surat peringatan agar segera dilakukan pembahasan dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi ;

Adanya perbedaan persepsi/pendapat antara Eksekutif dan Legislatif yang membawa dampak tertundanya jadwal pembahasan Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD maupun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, bahkan sampai terjadi dead lock. Oleh karena itu, telah dilakukan fasilitasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan cara mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi alternatif sebagai titik temu, sehingga pembahasan dapat dilanjutkan kembali untuk memperoleh persetujuan bersama.
1.16. KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Pagu sebesar Rp. 5.770.600.000,00, terealisasi sebesar 98,98% atau Rp. 5.711.596.051,00, secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan jantung suatu organisasi/instansi sehingga perlu adanya dukungan pemberian tambahan kesejahteraan bagi pegawai dan fasilitas kerja yang memadai untuk tercipta kinerja pegawai yang optimal.

Selama dua tahun terakhir perkembangan kinerja pegawai Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur meningkat. Hal ini seiring dengan semakin membaiknya sarana prasarana yang tersedia di Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Kinerja pegawai Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur meningkat ditandai dengan meningkatnya tertib administrasi dan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat selama 1 (satu) tahun.

Jumlah fasilitas pendukung kegiatan pelayanan administrasi di Kantor juga meningkat, misalnya pada tahun 2011 belum ada mesin fotocopy, sedangkan pada tahun 2012 sudah tersedia mesin foto copy, sehingga efektif dan efisien waktu dalam proses penggandaan berkas-berkas.

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

· Pada aspek pelayanan administrasi, keterbatasan personil yang menguasai dan memahami administrasi masih sedikit, karena banyaknya pegawai yang bertugas di pelayanan di lapangan.
· Tidak adanya pegawai yang menguasai bahasa asing terutama bahasa Inggris, sehingga kita kesulitan apabilan sudah bersinggungan langsung dengan lembaga-lembaga asing yang ada di Jakarta.
Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :
· Pembenahan SDM pegawai sehingga para pegawai mempunyai kompetensi dibidangnya.

· Mendorong agar para pegawai mau mengikuti dan belajar bahasa asing baik melalui sector formal maupun informal.

e) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi (terkait dengan program)

Untuk saat ini Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur belum menerima penghargaan yang terkait dengan program, hal tersebut dikarenakan TUPOKSI nya adalah sebagai fasilitator Provinsi Jawa Timur di Jakarta dengan Pemerintah Pusat/ Departemen/Non Departemen/Lembaga/Swasta.

2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

a) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur.

b) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan Pagu sebesar Rp. 50.000.000,00, terealisasi sebesar 90,06% atau Rp. 45.028.950,00, secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan kegiatan Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur harus terlaksana dengan baik mengingat saat ini era informasi dimana setiap Instansi Pemerintah harus dan dituntut oleh public untuk menyediakan konten informasi public yang mudah diakses. Pada tahun 2012 Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyediakan website dengan situs www.perwakilan.jatimprov.go.id, harapannya dengan adanya website tersebut dapat menunjang penyampaian informasi, baik promosi produk-produk unggulan Jawa Timur, kesenian ataupun informasi kantor untuk dapat diakses oleh semua kalangan.
d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

· Pada aspek operasional website kita tidak mempunyai tenaga SDM di bidang Informasi Tekhnologi (IT).

Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :

· Meningkatkan kemampuan SDM pegawai dibidang IT dengan cara mengikutsertakan kursus/diklat menyenai website.

e) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi (terkait dengan program)

Untuk saat ini Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur belum menerima penghargaan yang terkait dengan program, hal tersebut dikarenakan TUPOKSI nya adalah sebagai fasilitator Provinsi Jawa Timur di Jakarta dengan Pemerintah Pusat/ Departemen/Non Departemen/Lembaga/Swasta.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan sarana dan prasarana Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Anjungan Jawa Timur TMII Jakarta.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara dengan Pagu sebesar Rp. 2.220.634.000,00, terealisasi sebesar 98,61% atau Rp. 2.189.704.940,00, secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Sarana dan prasarana merupakan bagian yang sangat penting didalam melaksanakan tugas secara maksimal. Untuk itu peningkatan sarana dan prasarana di Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan ditambah dengan yang baru sesuai dengan kebutuhan atau diperbaiki/dipelihara yang sudah ada agar kinerja pegawai berjalan dengan baik dan termotivasi dalam bekerja dengan sarana dan prasarana yang baik pula. Terkait dengan pelayanan Pejabat juga akan berjalan dengan baik apabila sarana dan prasarana tersedia dengan baik.

Selama dua tahun terakhir perkembangan  sarana dan prasarana Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur meningkat pada tahun 2011 sebesar + 16 unit kendaraan, meningkat menjadi + 18  unit kendaraan pada tahun 2012.

Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga memiliki Mess yang diperuntukkan bagi Pejabat Eksekutif/Legislatif yang bertugas dinas di Jakarta. Pemeliharaan dan pengadaan sarana fasilitas mess selalu diperhatikan agar bisa representatif untuk pemanfaatannya bagi pegawai dari Jawa Timur yang bertugas ke Jakarta.

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

· Pada aspek pelayanan, keterbatasan personil, kendaraan, dan kamar seringkali tidak mampu mengakomodir tamu apabila datang bersamaan dan secara rombongan.

· Kurang optimalnya koordinasi antar instansi terkait sehingga terjadi kesulitan dalam hal-hal tertentu.
Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :

· Pembenahan standar pelayanan kepada pejabat eksekutif dan legislatif dengan mengacu pada prinsip standar pelayanan publik.

· Peningkatan secara kualitatif dan kuantitatif fasilitas koordinasi antara daerah pusat dan sebaliknya.

e) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi (terkait dengan program)

Untuk saat ini Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur belum menerima penghargaan yang terkait dengan program, hal tersebut dikarenakan TUPOKSI nya adalah sebagai fasilitator Provinsi Jawa Timur di Jakarta dengan Pemerintah Pusat/ Departemen/Non Departemen/Lembaga/Swasta.

4) Program Peningkatan Kerjasama

a) Program Peningkatan Kerjasama didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Peningkatan Koordinasi Keprotokolan dalam rangka kerjasama antara Badan/Dinas/Lembaga/ Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Promosi Daerah di Bidang UKM, Pariwisata dan Seni Budaya di Jakarta.

b) Program Peningkatan Kerjasama dengan Pagu sebesar Rp. 5.984.766.000,00, terealisasi sebesar 99,96% atau Rp. 5.982.588.440,00, secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Kerjasama merupakan bagian penting dalam mensinergikan kinerja pemerintahan agar berjalan dengan sesuai keinginan publik, kerjasama daerah harus dipakai sebagai instrumen dalam mengatasi keterbatasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di daerah, untuk itu penting sekali adanya peningkatan kerjasama baik yang bersifat koordinasi keprotokolan maupun fasilitasi promosi daerah. 

Selama dua tahun terakhir perkembangan  kerjasama antara Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun kerjasama fasilitasi promosi daerah dengan Kabupaten/Kota meningkat pada tahun 2011 berjumlah 300 kali koordinasi, meningkat menjadi 480 kali koordinasi pada tahun 2012.

Tujuan Program Peningkatan Kerjasama pada kegiatan Peningkatan Koordinasi Keprotokolan dalam rangka kerjasama antara Badan/ Dinas/ Lembaga/ Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah pelayanan pejabat baik dari eksekutif maupun legislatif dengan mengacu pada standart pelayanan publik. Sasarannya  untuk mempermudah dan kelancaran urusan pejabat baik dari eksekutif maupun legislatif yang bertugas di Jakarta hingga menjadikan efektif dan efisien. Permasalahan yang terjadi pada aspek pelayanan saat-saat tertentu adalah keterbatasan personil, transportasi dan akomodasi seringkali tidak mampu didalam menghadapi pekerjaan yang datangnya bersamaan dan dalam volume yang banyak. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait sehingga terjadi kesulitan dalam hal-hal tertentu. Pemecahan masalah yaitu dengan peningkatan secara kualitatif dan kuantitatif fasilitas koordinasi/ pelayanan bagi tamu/ pejabat yang bertugas ke Jakarta, serta pembenahan standart pelayanan kepada pejabat eksekutif dan legislatif dengan mengacu pada prinsip standart pelayanan publik.

Tujuan program kerjasama pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Promosi Daerah di Bidang UKM, Pariwisata dan Seni Budaya di Jakarta adalah memfasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Jawa Timur di Jabodetabek baik dalam bidang kesenian, pariwisata, serta kerajinan UKM serta mengoptimalkan Anjungan Jawa Timur di TMII Jakarta sebagai show window Jawa Timur di Jakarta. Sasaran peningkatan kerjasama dalam bidang koordinasi dengan biro, dinas, badan, Kabupaten, Kota yang ada di Jawa Timur dengan lebih ditingkatkan secara kualitatif dan kuantitatif serta keikutsertaan pameran dan pergelaran seni Jawa Timur. Permasalahan yang dihadapi yaitu kurang optimalnya satuan perangkat daerah di jajaran pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota di Jawa Timur dalam memanfaatkan peran Kantor Perwakilan. Pemecahan masalah yaitu dengan cara lebih meningkatkan koordinasi antara Kantor Perwakilan dengan unsur unsur terkait sehingga program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dapat tercapai secara maksimal.

Hasil dari pelaksanaan program kerjasama pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Promosi Daerah di Bidang UKM, Pariwisata dan Seni Budaya di Jakarta, antara lain :

· Terselenggaranya pementasan kesenian Jawa Timur khususnya di Anjungan Jawa Timur TMII dan di Jabodetabek sebagai sarana promosi potensi seni budaya Jawa Timur sebanyak seratus empat puluh dua kali (142x).

· Partisipasi/ikut serta dalam pameran-pameran bertaraf Nasional sebagai sarana promosi produk UKM bagi para pengrajin dari Jawa Timur sebanyak 18 kali event pameran.

· Meningkatnya sanggar seni yang dibina oleh Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dari 50 sanggar pada tahun 2011 menjadi 60 sanggar pada tahun 2012.

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

· Pada aspek pelayanan pada saat saat tertentu keterbatasan personil, transportasi, akomodasi seringkali tidak mampu dalam menghadapi pekerjaan secara bersamaan.

· Kurangnya koordinasi antar instansi terkait sehingga terjadi kesulitan dalam hal-hal tertentu.

· Kurangnya sinergi dengan pihak-pihak terkait di Jawa Timur, menjadikan tumpang tindih dengan instansi yang lain.

· Lokasi sanggar seni tersebar di wilayah Jabodetabek, sehingga terdapat sedikit kesulitan untuk menyamakan waktu dalam pembinaan.

· Jadwal yang telah ditetapkan bisa berubah/terjadi pembatalan dikarenakan faktor internal daerah Kabupaten/Kota.
Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :

· Pembenahan standar pelayanan kepada pejabat eksekutif dan legislatif dengan mengacu pada prinsip standar pelayanan publik.

· Peningkatan secara kualitatif dan kuantitatif fasilitas koordinasi antara daerah pusat dan sebaliknya.

· Lebih meningkatkan koordinasi antara Kantor Perwakilan dengan unsur-unsur terkait sehingga terjadi sinergi antara UMKM dengan instansi terkait untuk promosi informasi potensi produk unggulan Jawa Timur.

· Peningkatan sanggar-sanggar seni binaan yang ada di Jabodetabek.

· Lebih meningkatkan pagelaran seni budaya kabupaten/kota se Jawa Timur di Anjungan Jawa Timur TMII dengan menggali potensi kesenian Tradisional rakyat dengan terus berupaya melestarikan budaya daerah Jawa Timur.
e) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi (terkait dengan program)

Untuk saat ini Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur belum menerima penghargaan yang terkait dengan program, hal tersebut dikarenakan TUPOKSI nya adalah sebagai fasilitator Provinsi Jawa Timur di Jakarta dengan Pemerintah Pusat/ Departemen/ Non Departemen/ Lembaga/ Swasta.

1.17. BAKORWIL MADIUN  

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh kegiatan In House/ On Job Training bagi PNS Bakorwil Madiun

b) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu Rp 122.768.500,00 terealisasi sebesar 95,40% atau Rp 117.121.400,00. Secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan In House/On Job Training dimaksudkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan kerjasama dalam mencapai tujuan agar kualitas sumber daya manusia meningkat dan profesional dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakorwil Madiun.

Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa kegiatan dalam kelas dan luar kelas, serta kegiatan pelatihan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing personal.

d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan :

· Kemampuan SDM yang terbatas dan tidak merata dalam kerjasama pelaksanaan tugas dan penguasaan Teknologi Informasi yang masih kurang.
Solusi :

· Perlu pembinaan, pendidikan, dan pelatihan bagi PNS agar kualitas SDM meningkat dan profesional.
2) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
a) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Daerah (AKIP dan LAKIP), dan Koordinasi, sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah.

b) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan pagu Rp 573.581.500,00 terealisasi sebesar 97,84% atau Rp 561.211.720,00 Secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan koordinasi dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah yang aman dan kondusif.

Berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan berupa kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana guna menunjang lingkungan kerja yang representatif, kegiatan Peningkatan Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Daerah (AKIP dan LAKIP) guna menghasilkan LAKIP yang baik, serta kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah dalam rangka kunjungan kerja Presiden RI, kegiatan Hari Besar Keagamaan, Suran Agung Perguruan Pencak Silat dan Pemilukada di Kabupaten/Kota.

d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan :

· Rawan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum pada saat Hari Besar Keagamaan, tradisi Suran Agung dan Pemilukada di Kabupaten/Kota.
Solusi :

· Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bersama pihak terkait dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban umum.

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
a) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

b) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp 100.000.000,00 terealisasi 98,95% atau Rp 98.951.250,00 Secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengkoordinasikan kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur di wilayah kerja Bakorwil  Madiun dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, membangun rasa memiliki dan bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memajukan Jawa Timur.

d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan :

Kurangnya koordinasi dan sosialisasi terkait persiapan pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur bersama Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Solusi :

Diadakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dengan beragam kegiatan setiap tahun bersama Kabupaten/Kota dan masyarakat.

4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  dengan kegiatan Koordinasi, fasilitasi dan Pembinaan Banpol PP di wilayah kerja Bakorwil Madiun.

b) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  dengan pagu sebesar Rp 37.800.000,00 terealisasi 99,83% atau Rp 37.734.750,00 Secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia anggota Banpol PP di wilayah kerja Bakorwil Madiun. Hasil kegiatan yaitu meningkatnya kemampuan dan keterampilan Banpol PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Kurangnya kecakapan dan keterampilan SDM Banpol PP dalam menunjang pelaksanaan tugasnya.

Solusi :

Diadakan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Banpol PP agar cakap, terampil, dan profesional.

5) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual

a) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Fasilitasi usaha kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Pasar Murah, dan Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Bencana.

b) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual dengan pagu sebesar Rp 477.450.000,00 terealisasi 97,36% atau Rp 464.830.175,00 Secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, PPKM, dan kerjasama kesehatan di wilayah dan juga terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pembagian Sembako Gratis Pemerintah Provinsi Jawa Timur di 6 (enam) lokasi Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bakorwil Madiun, yaitu Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Pacitan serta meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Bencana terutama untuk meningkatkan profesionalisme secara terpadu pada Dinas/Instansi terkait, TNI/Polri serta unsur masyarakat dalam penanganan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana guna meminimalisir kerugian akibat  terjadinya bencana.

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan : 

· Jumlah sembako gratis belum sebanding dengan jumlah warga miskin yang berhak menerima

· Kurangnya koordinasi dalam penanganan tanggap darurat bencana

· Belum terpadunya penanganan masalah kemiskinan antara lain melalui Program Raskin, Jamkesmas/Jamkesda/Jampersal, serta penanganan PMKS

Solusi :

· Penambahan jumlah sembako gratis dan dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota

· Koordinasi terpadu dengan pihak terkait dalam penanganan tanggap darurat bencana serta upaya penanganan posko bencana

· Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi secara terpadu terkait dengan program-program penanganan kemiskinan.

6) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
a) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dengan kegiatan Peningkatan Efektivitas Lembaga Forum Komunikasi Kerukunan antar Umat Beragama.

b) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dengan pagu sebesar Rp 65.000.000,00 terealisasi 99,97% atau Rp 64.982.215,00 Secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi peran serta Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) guna membangun pemahaman dan saling pengertian, serta  mendorong kerjasama antar umat beragama di Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bakorwil Madiun.

Kegiatan untuk mendukung keberhasilan program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama berupa terlaksananya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Pemantapan Fungsi dan Peran FKUB.

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Kurangnya toleransi sesama dan antar umat beragama sehingga terjadi kerawanan yang mengganggu hubungan harmonis umat beragama.

Solusi :

Meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara berkala dalam rangka mencari solusi yang tepat untuk kemaslahatan umat beragama.

7) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang Baik

a) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dengan kegiatan Gelar Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dengan pagu Rp 100.000.000,00 terealisasi 96,16% atau Rp 96.164.650,00 Secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, fasilitasi, dan identifikasi pelaksanaan kegiatan Gelar Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Kegiatan untuk mendukung Program Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang Baik berupa terlaksananya Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Lembaga Pertunjukan Rakyat dalam rangka pembinaan Pertunjukan Rakyat tingkat Bakorwil Madiun guna persiapan penyelenggaraan Festival Pertunjukan Rakyat (Pekan Informasi) Jawa Timur tahun 2013.

8) Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan   Pemerintahan dan Pembangunan

a) Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi  pemerintahan daerah, Koordinasi, sinkronisasi dan evalausi data administrasi wilayah, Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengembangan UMKM di Jawa Timur, Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kemasyarakatan, dan Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Pengembangan Sarana dan Prasarana.

b) Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan  dengan  pagu  Rp 1.117.426.000,00 terealisasi 99,54% Rp 1.112.331.230,00 Secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah dan Pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Kabupaten/Kota di wilayah. 

Berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan program koordinasi, Sinkronosasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembanghunan sebagai berikut : 

1. Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pemerintahan daerah :

Terlaksananya Rapat Persiapan dan Seleksi Administrasi Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) tahun 2012 tingkat Bakorwil Madiun, dan klarifikasi permasalahan batas daerah di Kawasan Gunung Kelud
2. Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi data administrasi wilayah :

Terlaksananya sinkronisasi dan evaluasi pendataan administrasi wilayah yang menyajikan data hasil penyelenggaraan pembangunan tahun 2012 pada Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bakorwil Madiun.

3. Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur :

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di wilayah Bakorwil Madiun, Koordinasi dan Monitoring dalam rangka Persiapan Pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pemungutan PBB, Rapat Koordinasi dan Fasilitasi dalam rangka Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Tahun 2012, serta Koordinasi  dan Monitoring Perkembangan Harga Sembilan Bahan Pokok menjelang Idul Fitri.

4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengembangan UMKM di Jawa Timur:

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Perkembangan dan Peningkatan Produk Unggulan Kabupaten/Kota Se Wilayah Bakorwil Madiun, Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pengembangan UMKM dan Pengembangan Potensi Bidang Perikanan dan Kelautan, serta Koordinasi dan Pemantauan Melalui Koperasi Wanita di Wilayah Bakorwil Madiun.

5. Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kemasyarakatan:

Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi Pencegahan, Penanggulangan Pemberantasan dan Peradaran Gelap narkoba (P4GN) serta Persiapan Pemilihan Kampung Anti Narkoba Tahun 2012, dan Rapat Koordinasi  
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Se Wilayah Bakorwil Madiun.

6. Sarana dan Prasarana :

Terlaksananya Rapat Fasilitasi Pembahasan Program Percepatan Sertifikasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang Berada di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan, Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kecamatan Kebonsari dan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Rapat Koordinasi Dan Fasilitasi Dalam Rangka Pemantapan HIPPA/GHIPPA Tahun 2012, Koordinasi dan Pemantauan Pengelolaan DAS Bengawan Solo dan Sub DAS Kali Madiun, serta Pembinaan dan Evaluasi HIPPA/GHIPPA Tingkat Bakorwil Madiun.

d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan :

· Data administrasi wilayah Kabupaten/Kota belum terupdate dengan baik

· Permodalan dan pemasaran produk UMKM masih terbatas

· Terbatasnya dukungan sarana prasarana dan APBD dalam penanganan narkoba dan pengarusutamaan gender

· Masih banyak aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan yang belum bersertifikat
Solusi :

· Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi data administrasi wilayah

· bersama Kabupaten/Kota

· Penambahan modal dengan dana pinjaman dan memperluas pemasaran produk UMKM

· Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam penanganan narkoba dan pengarusutamaan gender

· Meningkatkan koordinasi percepatan sertifikasi aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak terkait.

9) Program Peningkatan Kerjasama

a) Program Peningkatan Kerjasama terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Pemeliharaan Gedung Kantor, Fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota, Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antar Provinsi, Provinsi dengan Badan/Dinas/ Instansi Sektoral serta kerja sama luar negeri, dan Identikasi, perencanaan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan.
b) Program Peningkatan Kerjasama dengan pagu sebesar Rp 540.974.000,00 terealisasi 91,60% atau Rp 495.550.880,00 Secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan Kerjasama dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi perencanaan kerja sama antar Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil Madiun mengenai bidang-bidang strategis yang perlu dikerjasamakan.

Berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan Program Peningkatan Kerjasama sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Gedung Kantor :

Meningkatkan kualitas fisik bangunan gedung kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakorwil Madiun.

2. Fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota, Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antar Provinsi, Provinsi dengan Badan/Dinas/ Instansi Sektoral serta kerja sama luar negeri :

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi dalam rangka Pengembangan Bidang Pertanian (Kawasan Agropolitan) se-wilayah Bakorwil Madiun.

3. Identikasi, perencanaan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan :

a. Terlaksananya koordinasi dan monitoring kerjasama antar kabupaten di kawasan selingkar Gunung Wilis (Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung).

b. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pra Musrenbang Provinsi Jawa Timur tingkat Bakorwil Madiun.
d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan : 

· Kondisi gedung kantor yang kurang representatif

· Kurangnya efektivitas pengembangan kawasan agropolitan dikarenakan kegiatan pengembangan yang masih parsial dan belum terciptanya kemitraan atau iklim investasi yang kondusif dalam mendukung program kerjasama pengembangan kawasan Agropolitan di wilayah Bakorwil Madiun

· Adanya kendala dalam realisasi program kerjasama selingkar Wilis yaitu rencana pembangunan jalan yang sebagian besar melewati lahan milik Perhutani
Solusi : 

· Rehabilitasi dan pemeliharaan gedung kantor agar lebih representatif

· Peningkatan program pengembangan kawasan agropolitan yang terintegrasi dengan melakukan fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Bakorwil Madiun

· Peningkatan kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang lebih intensif dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai mediator pelaksanaan pengembangan Selingkar Wilis yang ditetapkan sebagai salah
1.18. BAKORWIL BOJONEGORO

1) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. 
a) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah di dukung 20 kegiatan yaitu   Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Kantor, 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Bersama LMDH        3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah, 4. Koordinasi, monitoring/pemantauan program/kegiatan pembangunan infrastruktur di Jatim 5. Rakor Evaluasi dan Monitoring Sektor ESDM       6. Fasilitasi Koordinasi Monitoring Penyelesaian masalah asset Propinsi 7. Fasilitasi, Rakor dan Monitoring Pembangunan Lingkungan Hidup 8.  Fasilitasi dalam rangka antisipasi terjadinya Bencana Alam (Banjir, Angin Puyuh, Tanah Longsor dan Kekeringan) 9. Fasilitasi, Sinkronisasi dan Sinergi Program Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) 10. Fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota, Propinsi dengan Kabupaten/Kota, antar Propinsi, Propinsi dengan Badan/Dinas/ Instansi Sektoral serta kerja sama luar negeri, 10. Fasilitasi, Sosialisasi Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan (SIEVAP) dan Monitoring Dana Dekonsentrasi, 11. Koordinasi dan pemantauan irigasi pada  HIPPA dan GHIPPA, 12.  Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi administrasi kependudukan, 13. Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Gender di masing-masing Kab/Kota, 14. Koordinasi dan fasilitasi permasalahan daerah perbatasan antara Kab/Kota, 15. Koordinasi dan fasilitasi pekan komunikasi dan informasi masyarakat, 16. Koordinasi, fasilitasi pengembangan potensi Kepariwisataan, 17. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitip KUKM,          18. Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring/ Evaluasi Raskin, 20. Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring/ Evaluasi Program Penciptaan Iklim Usaha.
b) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar pagu sebesar Rp. 1.620.000.000,00 terealisasi sebesar (99,29%), atau   Rp. 1.608.482.100,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

· Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Bersama LMDH;

Mengajak kepada SKPD Provinsi, kab/kota untuk ikut meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi agar tercipta sinergitas dalam melakukan program/kegiatan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bapak Gubernur Jawa Timur (Pakde Karwo), khususnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran serta mendukung peningkatan produksi pangan di Jawa Timur.

· Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah;

· Perlu adanya ketaatan dan kepatuhan bagi seluruh unsur dan elemen penyelenggaraan PEMILUKADA terhadap semua ketentuan Perundang-undangan, surat edaran KPU Pusat, dan tahapan yang telah ditetapkan KPU, agar pelaksanaan PEMILUKADA berjalan lancar, aman, tertib dan demokratis, dihindari terjadinya gugatan ke Makhamah Konstitusi maupun gugatan PEMILUKADA ulang oleh pasangan calon Bupati yang di rugikan;

· Koordinasi, Monitoring/Pemantauan Program/Kegiatan pembangunan insfrastruktur di Jatim;

· Dari sisi kesiapan lalulintas khususnya dari pihak POLDA Jawa Timur akan melaksanakan gelar operasi ketupat dijajaran POLDA Jatim dan didukung oleh semua POLRES se Jawa Timur yang meliputi kegiatan represif, preventif dan penindakan hukum;

· Untuk mengantisipasi kelangkaan BBM, dari pihak pertamina telah melakukan persiapan yaitu membuka kantong-kantong BBM melalui penyediaan mobil tengki BBM yang akan berfungsi secara mobile dan akan langsung mendistribusikan ke SPBU-SPBU yang mengalami kekurangan pasokan BBM;

· Rakor Evaluasi dan Monitoring Sektor ESDM

· Usaha pertambangan pasir dengan memakai mekanik di sepanjang Kali Brantas dan Sungai Bengawan Solo, dapat berdampak dasar sungai turun, menimbulkan kesulitan bagi intake irigasi, jembatan menggantung, tanah ambles, kualitas air tercemar, tebing sungai longsor. Hal ini terbukti dengan jebolnya tanggul sungai brantas di desa Mlirip kecamatan gedek Kabupaten Mojokerto, serta adanya tanggul longsor disungai bengawan solo di desa tulungrejo kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, beberapa saat lalu dan telah diperbaiki;

· Usaha pertambangan galian  mineral logam, non logam dan batuan menimbulkan tanah longsor, bekas galian penambangan ditinggalkan tanpa memperhatikan faktor keamanan dan lingkungan sekitar lokasi penggalian. Semakin meluasnya pengalihan fungsi lahan rakyat dari pertanian ke pertambangan membawa konsekwensi semakin menurunnya luas lahan yang dapat diolah sebagai lahan pertanian;

· Fasilitasi Koordinasi Monitoring Penyelesaian Masalah Asset Provinsi

· Perubahan paradikma management pengelolaan Asset yang menuntut tertib di segala bidang antara lain : tertib administrasi, tertib kebutuhan, tertib pelaksanaan pengadaan, tertib inventarisasi, tertib penggunaan, tertib pemeliharaan/perawatan dan tertib penghapusan, sehingga menghasilkan informasi yang akurat, Up to date dan akuntable;

· Memperhatikan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK, terhadap pengelolaan Asset khususnya pendayagunaan Asset masih belum optimal serta timbul pertanyaan yang terhormat anggota dewan yang mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan perikatan terhadap Asset-asset milik Pemerintah Provinsi terutama yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun masyarakat tanpa perikatan.

· Fasilitasi, Rakor dan Monitoring terhadap yang berpotensi Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup serta Kebersihan (ADIPURA)

· Pemerintah Kabupaten/Kota sepanjang DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo perlu meningkatkan komitmennya, dan implementasi dukungan baik program maupun kegiatan dalam mewujudkan serta mengimplementasikan kepada prioritas pembangunan lingkungan hidup;

· Mengoptimalkan penegakan hukum atau memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan/industri maupun masyarakat, yang dengan sengaja melakukan pelanggaran masalah lingkungan hidup (membuang limbah dan sampah bukan pada tempatnya);

· Dari sisi perolehan anugerah ADIPURA dan piagam ADIPURA untuk Kab/Kota se wilayah kerja BAKORWIL Bojonegoro sebanyak 2 (dua) Kabupaten untuk kategori kota kecil yaitu Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan berhak memperoleh anugerah ADIPURA, sedangkan yang memperoleh piagam ADIPURA adalah Kabupaten Kediri untuk kategori kota kecil;

· Fasilitasi dalam rangka antisipasi terjadinya bencana alam (banjir, angin puyuh, tanah longsor dan kekeringan)

· koordinasi dan fasilitasi di BAKORWIL Bojonegoro dilaksanakan dengan maksud untuk melakukan kesiapsiagaan dan antisipasi bencana alam (banjir, angin puyuh, dan tanah longsor), dimana pada setiap musim hujan beberapa Kabupaten di Wilayah BAKORWIL Bojonegoro secara rutin sering mengalami kebanjiran, khususnya banjir diakibatkan oleh luapan air Sungai Bengawan Solo, serta banjir bandang karena luapan Kali Lamong, serta banjir lokal pada anak-anak Sungai Bengawan Solo dan Kali Brantas;

· Meningkatkan hubungan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar Badan/Dinas/Instansi terkait Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilker BAKORWIL Bojonegoro, dalam menangani/menanggulangi terjadinya bencana alam, dan menekan seminimal mungkin terjadinya korban bencana alam;      

· Fasilitasi, Sinkronisasi dan sinergi program pembangunan daerah (MUSRENBANG)

· Terisentifikasinya usulan program dan kegiatan proritas berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah antara Kab/Kota se wilker BAKORWIL Bojonegoro sebagai aspirator dengan SKPD Provinsi, BAPPEDA Provinsi serta BAKORWIL Bojonegoro sebagai pembahas;

· Fasilitasi Kerja sama antar Kabupaten/ Kota, Provinsi dengan Kabupaten/ Kota, antar Provinsi, Provinsi dengan Badan/ Dinas/ Instansi Sektoral serta kerja sama luar Negeri (RATUBANGNEGORO)
· Untuk mempertemukan 4 (empat) Kepala SKPD/Dinas Kabupaten wilayah RATUBANGNEGORO (Kabupaten Blora, Tuban, Rembang dan Bojonegoro) dengan Kepala SKPD/Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, guna melakukan pembahasan Draft awal perjanjian kerjasama bidang pendidikan dan pariwisata, bidang pekerjaan umum, bidang sosial/ketenagakerjaan, dan bidang pariwisata;

· Dengan dilaksanakan perjanjian kerjasama bidang pembangunan Kabupaten wilayah RATUBANGNEGORO, maka sinkronisasi terhadap program pembangunan wilayah perbatasan Provinsi JATENG-JATIM dapat dilaksanakan dengan baik dan sinergi, dan akan dapat meberikan manfaat bagi warga masyarakat di wilayah perbatasan Provinsi JATIM-JATENG, serta sengketa masalah perbatasan dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana dalam koridor NKRI, sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

· Dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan pada daerah penambangan pasir kwarsa di wilayah Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban dengan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi JATIM-JATENG, serta berpedoman pada PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2007 tentang penegasan batas daerah JATIM-JATENG.

· Fasilitasi, Sosialisasi Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan (SIEVAP) dan Monitoring dana Dekonsentrasi

· Pada umumnya hasil laporan SKPD maupun Instansi Vertikal di setiap Kabupaten/Kota sudah baik dan untuk ke depan lebih ditingkatkan lagi sebagaimana yang kita harapkan khususnya tertib pelaporan melalui SIEVAP;
· Koordinasi dan Pemantauan Irigasi pada HIPPA dan GHIPPA

· Kebijakan Pemerintah tentang Pengelolaan sumber daya air berdasarkan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2004 ialah kebijaksanaan mengenai segala upaya dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber air dan pengendalian daya rusak air, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan rakyat;

· Wadah-wadah air (waduk, embung, sungai) menurun kapasitasnya karena dipenuhi sendimen akibat erosi lahan, hal ini menyebabkan keterbatasan, ketersediaan air/kekeringan pada musim kemarau dan terjadi banjir pada musim hujan;

· Adanya partisipasi masyarakat petani HIPPA/GHIPPA dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder berupa pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan koperasi, pemeliharaan dan rehabilitasi;

· Pembiayaan dan pengembangan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung-jawab pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;

· Koordinasi, fasilitasi, Pemantauan dan evaluasi administrasi kependudukan
· Belum seluruh Kab/Kota se wilker BAKORWIL Bojonegoro menyelesaikan perekaman identitas penduduk yang wajib KTP

· Beberapa daerah tidak dapat melakukan pelayanan sampai malam hari, yang disebabkan belum adanya peralatan penyetabil tegangan listrik (STAVOLT dan UPS);

· Adanya Instalasi perangkat e-KTP dan aplikasinya yang diterima dari konsorsium sebagai penyedia barang atau jasa kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak dapat berfungsi secara maksimal atau rusak;

· Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Gender di masing-masing Kabupaten/Kota

· Tim BAKORWIL Bojonegoro telah melaksanakan pemantauan di Kab/Kota se wilayah kerja BAKORWIL Bojonegoro tentang pelaksanaan pengarustamaan gender (PUG) di daerah. Dari hasil pemantauan tersebut dijumpai beberapa permasalahan antara lain :

· Kabupaten Tuban sampai saat ini belum membentuk SKPD BPP dan KB, masih menggabung di badan pemberdayaan masyarakat;

· Mayoritas dukungan anggaran untuk SKPD BPP dan KB yang sudah terbentuk belum maksimal;

· Dari 8 (delapan) Kab/Kota yang mempunyai nilai plus baik dari sisi anggaran maupun dukungan SDM baru Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Bojonegoro.

· Koordinasi dan fasilitasi permasalahan daerah perbatasan antara Kabupaten/Kota

· Rapat Koordinasi dan fasilitasi masalah permasalahan daerah di BAKORWIL Bojonegoro dilaksanakan dengan maksud untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa perbatasan, dan penyelsaian permasalahan daerah, dalam rangka menciptakan suasana yang aman, tentram dan kondusif di Kab/Kota di wilker BAKORWIL Bojonegorom, termasuk bertujuan memberikan perlindungan masyarakat terhadap gangguan kamtibmas, serta kejadian bencana alam di daerah;

· Untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin pada daerah lintas atau batas diharapkan pemerintah Kab/Kota wilayah perbatasan supaya memprioritaskan program pembangunan yang berbasis pedesaan;

· Koordinasi dan fasilitasi pekan komunikasi dan informasi masyarakat

· Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan bagi kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dilakukan oleh Instansi/Dinas terkait Pemerintah Kab./Kota belum dilaksanakan secara optimal, karena anggaran biaya untuk pembinaan dan evaluasi serta pemberdayaan bagi KIM di Kab./Kota belum memadai;

· Berdirinya kelompok informasi masyarakat (KIM) hanya disahkan oleh kepala desa/kepala kelurahan yang diketahui oleh camat setempat, diharapkan pemerintah Kab/Kota di wilker BAKORWIL Bojonegoro membantu memfasilitasi pengurusan akte notaris sebagai persyaratan untuk pendirian koperasi bagi kelompok informasi masyarakat (KIM) di wilayahnya masing-masing;

· Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi seleksi administrasi kepengurusan KIM Kab/Kota se wilker BAKORWIL Bojonegoro telah dilaksanakan pada tanggal 17 april 2012, yang diikuti oleh 6 (enam) KIM dari Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupten Kediri, Kabupaten Mojokerto dan Kota Kediri serta Kota Mojokerto, telah berjalan lancar, tertib dan adil, sedangkan 2 (dua) Kabupaten yang tidak ikut partisifasi pada pelaksanaan LCCK, yaitu Kabupaten Tuban dan Kabupaten Jombang, karena belum dilakukan pembinaan dan evaluasi di tingkat Kabupaten;

· Untuk pelaksanaan lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) di BAKORWIL Bojonegoro, dilaksanakan pada tanggal 26 april 2012 bertempat di kawasan wisata gunung kelud desa sugihwaras, Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Koordinasi, fasilitasi pengembangan potensi Kepariwisataan

· Meningkatkan pengetahuan dan peran serta duta wisata Raka Raki dalam mempromosikan/memajukan sektor pariwisata yang ada dimasing-masing Kab/Kota dan sukses duta wisata Raka Raki Jawa Timur 2012;

· Peran serta Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pihak swasta sebagai investor pengembangan potensi pariwisata, khususnya se wilayah kerja BAKORWIL Bojonegoro, antara lain dengan mewujudkan :

· Paket wisata Tuban sebagai tujuan wisata bahari (pelabuhan) serta wisata religi dan Mojokerto sebagai tujuan Wisata Budaya dengan peninggalan sejarah sebagai pusat kerajaan yang pernah berjaya di Nusantara;

· Terbentuknya forum Komunikasi antar duta wisata se wilayah kerja BAKORWIL Bojonegoro sehingga terbagi sharing pengetahuan, strategi dan promosi yang mampu memajukan sektor pariwisata masing-masing Kab/Kota.

· Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitip KUKM.

· Dinas/Instansi terkait di Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi/memberikan informasi kepada pelaku UMKM/KOPWAN, serta masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan pelatihan gratis di kilinik pelatihan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat menambah pengetahuan/keterampilan untuk mengembangkan jenis usaha di daerahnya;

· Adanya peran aktif dari Dinas/Instansi yang membidangi koperasi UMKM, dalam melakukan pembinaan terhadap KOPWAN maupun UMKM di daerahnya, khususnya untuk meningkatkan standart mutu produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha UMKM sehingga mampu bersaing dipasaran.

· Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring/ Evaluasi Raskin.

· Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 di Kab/Kota se wilayah kerja BAKORWIL di Bojonegoro sesuai hasil monitoring dan evaluasi di lapangan secara umum berajalan dengan baik dan telah memenuhi target 100% terdistribusi ke 573.913 RTS-PM dengan pagu perbulan 8.608.695 Kg sampai tanggal 31 Desember 2011;

· Dalam melaksanakan Program Raskin Tahun 2011 selama ini terjadi Pelaksanaan Raskin ke 13 terdistribusikan 100%.

· Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring/ Evaluasi Program Penciptaan Iklim Usaha.

· Bahwa untuk mewujudkan terciptanya iklim usaha yang lebih baik, sinkron dan sinergis antara pemerintah Kab/Kota dengan Pemerintah Provinsi, diperlukan informasi dan Koordinasi timbal balik diantara kedua pihak terkait dengan kebutuhan pengusaha dan permasalahannya 

· Keberhasilan pelaku usaha UMKM/IKM sangat dipengaruhi oleh informasi dan pembinaan, bantuan permodalan, pelatihan, Pemerintah Kab/Kota atau pun Pemerintah Provinsi disamping kemampuan SDM yang berjiwa enterpreneur pelaku usaha.

b. Permasalahan dan Solusi
· Permasalahan : 

· Kurangnya pemberian modal kerja, modal penguatan dan pemberdayaan lainnya bagi masyarkat desa hutan.

· Kerawanan dalam Pemilukada seperti terjadinya money politik, pemalsuan identitas (KTP), kurang lengkapnya sarana Pemilukada, terjadinya manipulasi suara, terjadinya penghitungan ulang, dan kemungkinan lainnya.

· Terjadinya Pembangunan fly over Mojoagung jombang dikarenakan kondisi medan yang kurang mendukung dan masih terdapat banyak timbunan material disisi jalan yang akan mengganggu kelancaran arus mudik lebaran, disamping itu dengan adanya persimpangan dengan rel dan palang pintu kereta api yang sempit juga akan mengakibatkan kemacetan dan kelancaran lalulintas.

· Kurangnya Koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan, pengawasan kegiatan pertambangan serta kurangnnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan yang berkelanjutan (partisifasi masyarakat).

· Aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa tanah dan bangunan lokasinya tersebar diseluruh Kabupaten/Kota sehingga kesulitan untuk menjaga/memantau keberadaan asset dimaksud karena keterbatasan dana maupun personil Pada bagian hulu DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo terdapat lahan kritis yang perlu terus-menerus diupayakan secara bersama-sama dengan seluruh jajaran/tingkatan Pemerintahan dengan melibatkan pula stakeholders, termasuk didalamnya dunia usaha dan kesadaran masyarakat secara luas, sinergis. Penambangan pasir sungai dengan mekanik berdampak bahaya banjir karena rusaknya tanggul yang ada sehinnga terbentuk terowongan air dari dasar sungai masuk ke darat dan ambruknya jembatan-jembatan serta terganggunya saluran irigasi pertanian karena air pada saluran sekunder rata atau lebih rendah dibandingkan dengan ketinggian drampel yang ada.

· Dalam Musyawarah perencanaan pembangunan masih ditemukan ketidaktaatan/konsistensi dari Kab/Kota untuk mentaati jadwal memasukkan hasil akhir usulan MUSRENBANG Kab/Kota dalam portal yang disediakan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dan juga masih ditemukan kesalahan dalam memasukkan program/kegiatan SKPD yang bukan menjadi kewenangan SKPD dimaksud serta masih ditemukan usulan yang harus menjadi urusan Kab/Kota.

· Pembentukan Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) dan sekretariat BKAD Wilayah RATUBANGNEGORO, (Kabupaten Blora, Rembang Provinsi Jateng dan Kabupaten Bojonegoro, Tuban Provinsi Jatim) baru ditandatangani pada tanggal 21 September 2010 sedangkan Kabupaten Blora Tahun 2011-2012 sebagai Sekretariat bersama BKAD Wilayah RATUBANGNEGORO pertama, maka koordinasi dan komunikasi terhadap Program-program pembangunan yang perlu di kerjasamakan dan dioptimalkan, perjanjian Kerjasama tentang Tata Pengaturan Air pada Daerah Pengaliran Sungai Bengawan Solo Tahun 2002, dan perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan, serta Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Penanaman Modal Tahun 2010, belum memberikan kontribusi atau manfaat kepada masyarakat perbatasan.

· Permasalahan yang sering dikeluhkan oleh Kabupaten/Kota yaitu mengenai alokasi dana APBN dari Pemerintah Pusat kepada SKPD disetiap Kabupaten/Kota tidak sepengetahuan Bupati/Walikota, sehingga BAPPEDA tidak mengetahui dan tidak dapat mengendalikan Dana APBN yang diluncurkan kepada Wilayah Kerjanya. Sedangkan disisi lain BAPPEDA dituntut untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksud melalui SIEVAP, akibat dari ketidaktahuan program dimaksud maka Program-program di Kabupaten/Kota bisa tidak terealisasi.

· Minimnya pembinaan dan evaluasi lapangan yang dilaksanakan oleh POKJA HIPPA/GHIPPA Kabupaten/Kota berakibat kondisi jaringan irigasi primer, sekunder banyak yang mengalami kerusakan yang berdampak pada sistem manajemen irigasi di tingkat petani, dan serta Wadah-wadah air (waduk, embung, sungai) menurun kapasitasnya karena di penuhi sedimen akibat erosi lahan, hal ini menyebabkan keterbatasan, ketersediaan air/kekeringan pada musim kemarau dan terjadi banjir pada musim hujan.

· Belum seluruh Kab/Kota se wilker BAKORWIL Bojonegoro menyelesaikan perekaman identitas penduduk yang wajib KTP, dengan capaian sampai dengan juni 2012. Beberapa daerah tidak dapat melakukan pelayanan sampai malam hari karena disebabkan belum adanya peralatan penyetabil tegangan listrik (STAVOLT DAN UPS). Pada Sampai saat ini Kabupaten Tuban belum membentuk SKPD BPP dan KB karena masih menggabung di Badan Pemberdayaan Masyarakat, mayoritas dukungan anggaran untuk SKPD BPP dan KB yang sudah terbentuk belum maksimal, dari 8 (delapan) Kab/Kota yang tidak mempunyai plus baik sisi anggaran maupun dukungan SDM baru Kab Jombang, Kab. Kediri dan Kab. Bojonegoro.

· Besarnya Jumlah masyarakat miskin cenderung pada daerah-daerah di wilayah perbatasan, karena penanganan masalah sosial- ekonomi dari masing-masing kepala daerah yang berbatasan kurang mendapatkan perhatian dalam menetapkan program pembangunan.
·  Komitmen dari Bupati/Walikota maupun DPRD Kab/Kota terhadap pengembangan dan pemberdayaan KIM belum optimal karena pemerintah Kab/Kota belum pernah memberikan bantuan dana stimulan atau modal kerja kepada kelompok kerja informasi masyarakat sebab dalam APBD Kab/Kota tidak mengalokasikan anggaran untuk pengembangan usaha produktif KIM.

· Kabupaten/Kota di wilayah BAKORWIL Bojonegoro dalam upaya pemberdayaan Duta Wisata masih terkendala alokasi dana yang belum memadai, dan belum memiliki kesiapan dalam segala aspek antara lain : Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kepariwisataan, Infrastruktur menuju obyek wisata, belum mempunyai/menetapkan kalender wisata yang pasti di Kabupaten/Kota sebagai destinasi wisata ,serta kurang bisa memaksimalkan promosi yang dilakukan karena kurang mengetahui strategi dan cara pemasaran yang dapat menarik perhatian wisatawan. 

· Pada saat dilaksanakan monitoring, belum semua Koperasi Wanita (KOPWAN) wilayah kerja BAKORWIL Bojonegoro melakukan RAT tahun buku 2011, sehingga belum dapat diperoleh data perkembangan perputaran modalnya secara lengkap.

· Solusi :

· Pemerintah Daerah/Dinas yang menangani bidang kehutanan, agar merencanakan program pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui pemberian modal kerja, modal penguatan, dan pemberdayaan lainya serta pengembangan pemberdayaan bagi LMDH-LMDH yang ada. 

· Pelaksanaan deteksi dini terhadap kemungkinan yang dapat mengganggu kegiatan Pemilukada, melengkapi sarana dan prasarana Pemilukada, dan lain-lain. 

· Pengalihan arus lalu lintas ke jalur-jalur alternatif yang dapat mengurangi kemacetan serta menambah rambu-rambu agar dapat meminimalkan angka kecelakaan. 

· Perumusan suatu kebijakan dalam memberdayakan masyarakat sekitar tambang untuk memberikan alternatif-alternatif ketrampilan lain untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.
· Perumusan tindakan oleh tim penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah beserta SKPD untuk dapat mengoptimalkan asset yang telah dimanfaatkan oleh Instansi Pemerintah/masyarakat agar dapat bermanfaat dalam kaitannya menumbuhkan investasi daerah, peningkatan perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten/Kota sepanjang DAS Brantas dan DAS Solo perlu meningkatkan komitmennya, dan implementasi dukungan baik program maupun kegiatan dalam mewujudkan serta mengimplementasikan kepada prioritas pembangunan lingkungan hidup, dalam upaya meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup supaya dilaksanakan koordinasi yang optimal antara Kabupaten/Kota dengan Instansi/Dinas terkait lainnya untuk melaksanakan pengawasan, penertiban dan pengendalian kepada semua masyarakat. 

· Penertiban terhadap kegiatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundangan pertambangan dengan pemberian sanksi administratib, penghentian sementara hingga penutupan lokasi tambang.  

· Bappeda Provinsi seharusnya agar mengkoordinasikan dengan SKPD terkait usulan yang baru menjadi kewenangan SKPD serta lebih tegas dan konsisten terkait aturan kesepakatan tentang jadwal dan mekanisme Musrenbang dan memposisikan Bakorwil menjadi juru bicara bertindak sebagai aspirator usulan diwilayah kerja masing-masing Bakorwil.

· Meningkatkan koordinasi antara Biro Kerjasama Pemerintah Provinsi Jateng dan Sekber RATUBANGNEGORO, bersama BAKORWIL Bojonegoro dan BAKORWIL Pati Jawa Tengah dalam upaya untuk melakukan koordinasi dan komunikasi serta pembahasan draft program kerja kerjasama antar Daerah Wilayah RATUBANGNEGORO, sehingga Perjanjian Kerjasama bidang pembangunan yang lainnya dapat direalisasi, dan serta untuk menindaklanjuti terhadap perjanjian kerjasama tentang tata pengaturan air pada sungai Bengawan Solo, Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam hal pencairan dana maupun pelaporan realisasi hasil kegiatan diharapkan setiap satuan kerja penerima dana APBN setiap bulan mengadakan rekonsiliasi dengan KPPN setempat serta koordinasi yang baik dengan BAPPEDA Kabupaten/Kota dalam rangka penegasan pelaporan SIEVAP ke Gubernur dan Bupati.

· Perlunya pembinaan dan evaluasi lapangan kepada Himpunan Petani Pemakai Air yang dilaksanakan oleh POKJA HIPPA/GHIPPA Kabupaten/Kota, dan serta diharapkan adanya normalisasi waduk-waduk yang ada pada lokasi yang strategis. 

· Penyelesaian perekaman data identitas penduduk yang wajib KTP, perlunya penyusunan perencanaan penganggaran Anggaran Responsif Gender (ARG) dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi atas kebijakan dari program pelaksanaan Pengarustamaan Gender pada masing-masing Kabupaten/Kota.

· Untuk mengurangi angka kemiskinan pada daerah lintas/batas, maka perlu adanya sinkronisasi program-program pembangunan lintas batas oleh masing-masing Kabupaten/Kota diwilayah perbatasan, Apabila Kabupaten/Kota yang tidak menganggarkan untuk biaya Penegasan Batas Daerah, maka dapat mengajukan bantuan dengan sharing dana ke Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi.

· Diharapkan Bupati/Walikota untuk memberikan apresiasi dan motivasi yang maksimal terhadap pengembangan dan kegiatan KIM, sehingga dapat berkembang secara mandiri, dan meningkatkan pembinaan dan pelatihan SDM sesuai dengan kelompok komunitasnya dalam upaya untuk pemberdayaan KIM diwilayah masing-masing.
· Diharapkan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai perencanaan daerah yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar dapat mengupayakan sharing dana, sharing program, dan kegiatan dengan Kabupaten/Kota, mampu menggandeng pihak swasta yang ada, sehingga keberadaan Duta Wisata ke depannya dapat lebih diberdayakan khususnya untuk mempromosikan sektor pariwisata yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota.
· Mengharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memantau (monitoring) perkembangan aktifitas Koperasi Wanita (KOPWAN) serta lebih aktif dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada Koperasi Wanita (KOPWAN) lebih lanjut melaporkan secara berkala kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur serta tembusan kepada BAKORWIL Bojonegoro.

· Diperlukan informasi dan koordinasi timbal balik diantara kedua pihak yaitu dari Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan informasi terkait dengan kebutuhan pengusaha dan permasalahannya, dan dari Pemerintah Provinsi berupa informasi terkait dengan program-program riil yang dapat diterapkan di Kabupaten/Kota. Sehingga dapat segera memenuhi kebutuhan pelaku usaha. 

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
a) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung oleh Kegiatan Memantapkan  koordinasi  pembinaan  pelayanan publik dengan sub kegiatan antara lain Peringatan Hari Jadi Ke-67 Provinsi Jawa Timur.
b) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan pagu sebesar 

Rp. 455.000.000,00 terealisasi sebesar atau (94,92%),  Rp. 431.905.260,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

· Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Ke-67 Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 berjalan dengan baik dan sukses berkat kerjasama Dinas/Instansi terkait;

· Kerjasama dan dukungan dari lembaga dan UPT Provinsi yang ada di Bojonegoro dapat berjalan dengan baik dalam memberikan dukungan dan sumbangan materil dan spirituil;

· Diperlukan Koordinasi yang baik antara Kab/Kota dengan BAKORWIL Bojonegoro dalam suksesnya peringatan HUT Ke-67 Provinsi Jawa Timur Tahun 2012;

· Terwujudnya Pengadaan Mobil Dinas BAKORWIL Bojonegoro.

d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan 

Sering terjadinya perubahan iklim yang ekstrim sehingga menimbulkan berbagai hama/penyakit tanaman.
Solusi 

Melakukan pengamatan secara intensif, apabila ditemukan serangan WBC berikan tanda pada daerah serangan tersebut dan segera diikuti.

3) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian 
a) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian didukung oleh Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan. 

b) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian dengan pagu sebesar Rp. 171.000.000, terealisasi sebesar atau atau (99,24%),   atau Rp. 169.697.500,00 secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil/Outcame Pelaksanaan Pembangunan :

· Untuk memenuhi target pangan Nasional yang di bebankan ke daerah maka diperlu menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama pembangunan daerah dengan dukungan sektor lainnya;

· Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menggalakkan gerakan komsumsi pangan non beras, untuk mendukung penurunan konsumsi beras dan surplus pangan;

· Untuk merangsang perkembangan sektor pertanian, perlu adanya pemberian permodalan bagi petani dari perbankan, sebagaimana diberikan pada petani di sektor perkebunan, peternakan, kehutanan dan lainnya;

· Pemerintah Kab/Kota harus segera membentuk sektap/tim pos simpul P2BM (peningkatan produksi beras Nasional).

d) Permasalahan dan Solusi :

Permasalahan


Dampak pengaruh iklim (DPI), Organisme pengganggu tanaman (OPT), kesuburan tanah, alih fungsi lahan pertanian, infrastruktur pertanian (jaringan irigasi dan jalan usaha tani) kurang optimal, ketersediaan air terbatas, dan lain-lain serta penerapan teknologi dapat mempengaruhi produksi mengalami penurunan.

Solusi :

Peningkatan penerapan pola tanam sesuai iklim, meningkatkan ketersediaan/produksi dan pemanfaatan pupuk organik, penetapan lahan pertanian berkelanjutan, meningkatkan sarana pengairan dan pemanfaatannya dengan terus meningkatkan peran aktif dari petani (HIPPA), peningkatan koordinasi ketersediaan pupuk dan pengawasan distribusinya, meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait (BPS, BPN, BAPPEDA, Dinas pengairan, Dinas pertanian, dan sebagainya) demi kelancaran informasi dan teknologi maupun fasilitasi produksi pertanian.  

4) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual 
a) Program Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yaituKoordinasi dan penanganan PMKS di Jawa Timur dan Pasar Murah.
b) Program Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual dengan pagu sebesar Rp. 220.000.000,00 terealisasi sebesar (99,65%), atau Rp. 219.241.330,00  secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan :

· Koordinasi dan penanganan PMKS di Jawa Timur
Adanya kebijakan daerah terkait penutupan Lokalisasi dan Praktek Prostitusi berakibat 

· Tidak adanya alokasi anggaran terkait penanggulanganya dan penanganan wanita pekerja seks (WPS) dari seluruh SKPD, yang terjadi pada pemerintah :

· Kabupaten Lamongan;

· Kabupaten Jombang;

· Kabupaten Bojonegoro;

· Kota Kediri.

· Tidak adanya data dari SKPD Kab/Kota warga masyarakat yang melaksanakan praktek prostitusi atau menjadi WPS dan mereka cenderung liar;

· Sulit dilakukan pendataan untuk pemeriksaan kesehatan yang akan berakibat sebagai penyebar virus HIV/AIDS;

· Adanya Kegiatan operasi simpatik terhadap lima prioritas PMKS oleh SATPOL PP Kab/Kota:

· Menjadi permasalahan bagi UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur karena daya tampung terbatas;

· Tidak adanya LIPOSOS di Kab/Kota, sehingga hasil razia dikembalikan ke daerah asal sesuai dengan KTP atau di lepaskan kembali.

· Pasar Murah.
· Pelaksanaan pembagian sembako gratis di Kota Mojokerto di laksanakan di GOR A. Yani;

· Pelaksanan Pembagian sembako gratis di Kabupaten Mojokerto dilaksanakan di GOR Gajah Mada Kecamatan Mojosari;

· Pemerintah Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto siap membantu mensukseskan pelaksanaan pembagian sembako gratis Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan seluruh aparat pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembagian sembako gratis.

d) Permasalahan dan Solusi :

· Koordinasi dan penanganan PMKS di Jawa Timur
· Permasalahan : 

Terbatasnya akses penyandang PMKS terhadap pelayanan sosial dasar dan tingginya angka penyalahgunaan narkotika, psikotropika berakibat meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS serta semakin rentannya masyarakat menjadi PMKS. Hal ini masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial
· Solusi
:

Adanya surat Penegasan dari Gubernur kepada Pemerintah Daerah yang telah memiliki peraturan terkait untuk dapat menanggulangi dan menangani PMKS dan mendata secara lengkap penduduk PMKS agar dapat menata tempat penampungan. 

· Pasar Murah.
· Permasalahan : 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sudah menjadi fenomena jika pada bulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri kebutuhan pokok pangan selalu mengalami lonjakan harga walaupun sudah berbagi cara dan program telah pemerintah lakukan (misalnya dengan pemberian subsidi transport pengangkutan bahan pokok sembako melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur,  lonjakan harga tersebut tentunya akan menambah beban bagi masyarakat yang ada dibawah garis kemiskinan dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari.

· Solusi :

Masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Dinas/Instansi terkait/ yang membidangi melaksanakan kegiatan pasar murah di beberapa tempat desa/kelurahan dengan jenis komoditi, antara lain : beras, minyak goreng, gula dan lain-lain, sehingga dapat mempengaruhi harga sembako dan beberapa komoditi penting lainya di pasaran, selain itu juga melakukan pengawasan terhadap komoditi di pasar tradisional maupun  pasar modern khususnya terhadap tingkat kelayakan daging sapi, daging ayam serta barang-barang dagangan yang sudah kadaluarsa untuk memberikan perlindungan konsumen.

5) Program Peningkatan kerukunan umat beragama 
a) Program Peningkatan kerukunan umat beragama daerah didukung kegiatan Peningkatan efektivitas lembaga forum komunikasi kerukunan antar umat beragama.

b) Program Peningkatan kerukunan umat beragama daerah dengan pagu sebesar Rp. 30.000.000,00 terealisasi sebesar (99,65%), atau Rp. 219.241.330,00 secara rincirealisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Keberadaan umat beragama, etnis dan budaya di dalam masyarakat sudah Kondusif.
d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan : 

Konflik yang bernuansa perbedaan agama, etnis dan budaya.

Solusi :

Melakukan dialog, musyawarah, diskusi dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat dan Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat serta memelihara kerukunan umat beragama;
1.19. BAKORWIL MALANG

1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a) Program  Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi didukung oleh kegiatan Penyusunan Profil Daerah Kabupaten/Kota se Wilayah Kerja BAKORWIL Malang.

b) Program  Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan pagu sebesar Rp. 66.650.000,00, terealisasi sebesar 99,40 % atau Rp. 66.249.900,00 secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Tersedianya data dan informasi pembangunan Kabupaten/Kota se wilker BAKORWIL Malang dalam buku Profil Daerah yang antara lain memuat Data Fisik, Sosial, Budaya, Potensi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan :

Belum ada standarisasi dan sistematika yang baku sebagai acuan penyusunan profil daerah.

Keterlambatan update data yang tersaji dalam buku Profil Daerah.

Solusi :

Rakor perumusan standar Penyusunan Profil Daerah se wilker BAKORWIL     Malang dan Tingkat Provinsi Jawa Timur

2) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

a) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah didukung oleh       2 (dua) kegiatan yaitu Koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan pembangunan se Wilayah kerja BAKORWIL III Malang; dan Peningkatan Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Daerah (AKIP dan LAKIP) dengan sub kegiatan antara lain : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (Musrenbang); Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantauan Pengelolaan Asset Pemprov; Koordinasi, Fasilitasi dan Kerjasama Kegiatan Jalur Lintas Selatan; Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi HIPPA/GHIPPA; Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan dan Pengelolaan ESDM; dan Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp. 557.187.500,00,  terealisasi   sebesar  97,40 %   atau                    Rp. 542.695.100,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

· Usulan Program dari Kabupaten/Kota telah terakomodir oleh SKPD Provinsi (± 25 SKPD dalam kondisi 85 % diklarifikasi pada saat terlaksananya Pra Musrenbang di BAKORWIL).

· Mengidentifikasi aset-aset provinsi yang belum jelas ( perikatannya secara hukum dan perlu ditindaklanjuti antara Tim aset Provinsi dengan Tim aset Kabupaten/Kota).

· Memperoleh informasi kemajuan fisik Pembangunan JLS dan progress realisasi fisik sampai dengan tahun 2012

· Hasil pembinaan HIPPA/GHIPPA tingkat BAKORWIL Malang pada Tahun 2012 dapat mengantarkan juara tingkat Provinsi dan Nominasi tingkat Nasional.

· Pembinaan dan evaluasi HIPPA/GHIPPA sampai akhir tahun 2012 bertambah dari 26 menjadi 35 HIPPA/GHIPPA, sedangkan yang berhasil sampai tingkat nasional bertambah, yaitu GHIPPA Kabupaten Probolinggo dan HIPPA Kabupaten Jember sehingga menjadi 3 GHIPPA dan 3 HIPPA.

· Dapat mengidentifikasi potensi sumber daya antara lain (a) Panas Bumi di Jawa Timur  terdapat 11 lokasi, 2 diantaranya  di wilayah BAKORWIL Malang (Welirang-Arjuno, Blawan-Ijen), dengan potensi sumber daya 274 MW, (b) cadangan energi terbarukan bila dikonversi dengan tenaga listrik ditaksir mencapai 99.211,25 megawatt (MW), terdiri dari; energy air sebesar 9.561,118 megawatt, energy angin sebesar 41.252 megawatt, energy biogas mencapai 97.614 megawatt, biomassa 7.979,6 megawatt, energy gelombang sebesar 36.264,5 megawatt.

· Pada tahun 2012, di wilayah kerja BAKORWIL Malang melakukan pembinaan mengikutsertakan 7 (tujuh) pemerintah kabupaten/kota yaitu : Kota Malang dan Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo. Masing-masing mengirimkan         1 (satu) desa dan 1 (satu) kelurahan berseri sehingga berjumlah 14 Desa/Kelurahan Berseri. Jumlah Desa/Kelurahan di wilayah BAKOIRWL Malang adalah 2551. Upaya ini berarti telah berhasil mendukung upaya penyelamatan 0,5 % lingkungan hidup di wilayah BAKORWIL Malang atau 0,165% lingkungan hidup Jawa Timur.

d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan :

· Program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota masih belum sinergi dengan program SKPD Provinsi.
· Masih terdapat aset Provinsi di Wilker BAKORWIL Malang yang belum jelas perikatannya

· Kondisi topografi, sekitar 65% panjang JLS di daerah pegunungan dan dekat pantai sehingga memiliki grade > 12%.

· Route JLS melewati kawasan Perhutani sepanjang 273,39 Km atau 40% dari total panjang JLS, sedangkan pemanfaatan lahan tersebut harus melalui mekanisme prosedur ijin pinjam pakai, dan reboisasi lahan pengganti, reklamasi kawasan hutan.

· Kabupaten/Kota masih melaksanakan penunjukkan dalam menentukan HIPPA/GHIPPA teladan  belum melalui  pembinaan dalam bentuk lomba.

· Pemerintah Kabupaten/Kota belum memprioritaskan dan belum menyediakan anggaran untuk pembinaan HIPPA/GHIPPA.

· Pengembangan energi baru terbarukan belum menjadi prioritas pembangunan daerah, dan masih mengandalkan energy fosil.

· Kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan energy alternative/energy baru terbarukan masih sangat terbatas.

· Kabupaten/Kota di wilayah BAKORWIL Malang belum semuanya, menyambut program Desa/Kelurahan Berseri menjadi upaya terobosan yang berdaya ungkit untuk penyelematan lingkungan.
Solusi :

· Memfasilitasi rapat Koordinasi Informasi, Sinkronisasi dan Sinergis (KISS) program SKPD Provinsi dengan BAPPEDA Kabupaten/Kota.

· Melakukan pertemuan antara Tim aset Provinsi dan Tim Aset Kabupaten/Kota guna penyelesaian masalah.

· Rapat terkait dengan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) ini Perlu ditindaklanjuti dengan instansi terkait yaitu : Perhutani, Kejaksaan Tinggi,  BPKP dan Inspektorat agar Pemerintah Daerah  Kabupaten tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

· Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar mengalokasikan program/kegiatan sektor pertanian dan pengairan di Kabupaten/Kota guna mendukung  keberadaan HIPPA/GHIPPA.

· BAPPEDA Kabupaten/Kota agar memfasilitasi usulan SKPD Kabupaten/Kota terkait pembinaan HIPPA/GHIPPA untuk menganggarkan kegiatan pembinaan HIPPA/GHIPPA.

· Melalui BAPPEDA Provinsi dan BAPPEDA Kabupaten/Kota, daerah perlu memprioritaskan program/kegiatan  pengembangan energy baru terbarukan.

· BAKORWIL Malang selaku SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mendukung pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Berseri untuk dapat mewujudkan gerakan penyelamatan lingkungan hidup berbasis budaya dan kearifan lokal.

· Pada Tahun 2013, diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengharuskan Pemerintah Kabupaten/Kota mengirimkan Desa/Kelurahan Berseri tingkat Provinsi.
3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung oleh Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Pembinaan Pelayanan Publik dengan sub kegiatan antara lain Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik; Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantauan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Informasi Masyarakat; Koordinasi, Fasilitasi dan Iventarisasi Permasalahan Pemerintahan Umum, Dekonsentrasi dan Otonomi Daerah; dan Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantauan Penanggulangan Bencana Alam.

b) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan pagu sebesar          Rp. 505.650.000,00, terealisasi sebesar 98,79% atau Rp. 499.521.900,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

· Memfasilitasi pembentukan/pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se wilker BAKORWIL Malang.

· Meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik/masyarakat.

· Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantauan Penanggulangan Bencana Alam.

· Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Fasilitasi dan Pemantauan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

· Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Inventarisasi Permasalahan Pemerintahan Umum, Dekonsentrasi dan Otonomi Daerah.

· Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik/masyarakat.

d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan :

· Minimnya dukungan Kabupaten/Kota terhadap pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

· Persoalan batas wilayah di  beberapa Kabupaten/Kota yang belum tuntas penyelesaiannya.

· Terbatasnya anggaran dan petugas penanggualangan bencana di lapangan

· Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan pulik.

Solusi :

· Diperlukan Standart Operasional Prosedur (SOP)  Pelayanan Publik sampai tingkat terendah (RT/RW dan Desa).

· Memfasilitasi Rakor dan melakukan pembinaan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik

· Rakor dan fasilitasi pembahasan batas wilayah adminstratif Kabupaten/Kota di wilayah kerja BAKORWIL Malang.

· Seharusnya diberikan tambahan anggaran dan tambahan tenaga petugas di lapangan dalam penanggulangan bencana. 

· Meningkatkan profesionalitas dan kualitas sumber daya aparatur yang terkait dengan pelayanan publik.
4) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian

a) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian didukung oleh Kegiatan Pemantapan Pengembangan Jaringan Usaha Antar Koperasi dan Antar Koperasi Dengan BUMN dengan sub kegiatan antara lain Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan; Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir/Nelayan; Fasilitasi Pengembangan Usaha Agribisnis; Fasilitasi Pengembangan Koperasi dan UKM di Jawa Timur; Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa; Fasilitasi Pengembangan Dunia Usaha; dan Fasilitasi Peningkatan Ketahanan Pangan.

b) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian dengan pagu sebesar Rp. 527.400.000,00, terealisasi sebesar 100 % atau      Rp. 527.400.000,00 secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil/Outcame Pelaksanaan Pembangunan :

· Keberhasilan dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sangat ditentukan oleh dukungan berbagai pihak terutama dukungan masyarakat sekitar kawasan tersebut.
· Mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui pendayagunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya sosial disekitarnya.

· Meningkatnya usaha kelompok wanita nelayan.

· Mendorong pengembangan usaha kelompok.

· Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah baik tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/Kota tidak hanya terbatas pada pembinaan dari aspek produksi tapi perlu juga pembinaan dari aspek pemasaran.

· Mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah melalui pengembangan dunia usaha di Kabupaten/Kota

· Perumusan kebijakan pengembangan produk dan pengembangan teknologi pengolahan. Pengembangan produk diarahkan untuk menghasilkan produk baru dengan citra  dan kualitas gizi yang lebih baik sehingga dapat mengubah status dari jajanan, kudapan atau makanan pendamping sebelum menjadi pengganti beras secara penuh.
d) Permasalahan dan Solusi :

Permasalahan :

· Zonasi dan fungsi masing-masing zonasi belum terinformasikan secara luas

· Potensi keragaman hayati kawasan Bromo Tengger Semeru belum tereksplore secara maksimal dan tersosialisasikan secara luas

· Kebutuhan-kebutuhan kelompok belum terakomodir dengan baik.

· Akses pemasaran bagi produk-produk pertanian belum dimanfaatkan secara  optimal

· Kualitas SDM pengelola koperasi yang kurang kompeten, Keterbatasan modal dan Kurangnya peran serta Pemerintah Kabupaten/Kota.

· Kesulitan menembus pasar bagi produk-produk UKM;

· Teknologi pengolahan yang belum memadai, sehingga hasil produknya kurang diminati konsumen.

· Kurangnya pemahaman tentang BUMDes dan cara pengelolaannya

· Peranserta Pemerintah Kabupaten/Kota belum optimal.

· Minimnya kreasi jenis makanan pokok non beras yang bisa dikonsumsi dengan kualitas setara dengan beras.

· Minimnya pengetahuan tentang teknologi pengolahan pangan non beras menjadi produk pangan setengah jadi yang selanjutnya dapat dipasarkan maupun diolah menjadi produk akhir berupa makanan siap saji.
Solusi :

· Membangun komitmen dan melaksanakan program  penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat  sekitar kawasan hutan konservasi secara komprehensif  yang memuat kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu upaya yang perlu dilakukan diantaranya adalah membangun Model Desa Konservasi sebagai show window  pemberdayaan masyarakat  di kawasan konservasi  Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan pola kolaboratif.

· Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan penuh terhadap keberadaan Kopwan melalui pembinaan yang intensif bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

· Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat terus memfasilitasi kemudahan akses pelayanan terhadap kopwan di daerah melalui klinik koperasi dan UMKM Jawa Timur untuk menyiapkan jangkauan layanan manajemen koperasi secara cepat, tepat, mudah dan intensif.

· Perlu peningkatan kapasitas pengelola kopwan di daerah agar perkembangan kopwan berjalan lebih baik.

· Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memberikan dukungan penuh terhadap keberadaan dan pengembangan UKM bagi peningkatan perekonomian masyarakat termasuk melalui Klinik UKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

· Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memberikan informasi secara luas tentang program pemberian kredit modal kerja melalui program dana bergulir modal kerja kepada industri kecil menengah dan perdagangan termasuk BUMDes.

· Pemerintah Kabupaten/Kota agar lebih intensif melakukan pembinaan kepada masyarakat maupun pengelola BUMDes.

· Mendorong Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal.

· Adanya dukungan dari Dinas/instansi terkait guna mendukung percepatan peningkatan produksi pangan non beras.
5) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual

a) Program Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual didukung oleh Kegiatan Fasilitasi Usaha Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dengan sub kegiatan antara lain Fasilitasi, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Fasilitasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan; Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata; Fasilitasi Pembentukan Jaringan Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama; Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Administrasi Kependudukan; Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI; Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penanganan PMKS; Fasilitasi Penguatan Kapasitas Peningkatan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan.

b) Program Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual dengan pagu sebesar Rp. 524.000.000,00, terealisasi sebesar 99,75% atau Rp. 522.709.850,00 secara rinci realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan :

· Fasilitasi dan Koordinasi program jalin kesra tahun 2012 menghasilkan identifikasi masalah antara lain validitas data RTSM, ketepatan program dan sasaran serta merumuskan kebijakan tentang dana sharing bagi RTSM yang tidak mendapat bantuan dari Provinsi.

· Hasil kegiatan fasilitasi, koordinasi dan monitoring banyaknya kematian  ibu dan bayi baru lahir yang disebabkan beberapa faktor  antara lain :

· Terdapat kasus (tenaga medis) yang memberikan rujukan ke Rumah Sakit yang jaraknya jauh  hal ini disebabkan karena Ada “Fee Rujukan”.

· Adanya Peningkatan Pembinaan Sanggar Tari oleh Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota.

· Mengoptimalkan Promosi Seni Budaya dan Pariwisata melalui kerja sama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Hotel, Restoran, dan Biro Perjalanan Wisata

· Dalam setiap  kegiatan keagamaan di larang berisi hasutan, penodaan, penghinaan atau penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok agama yang dianut di Indonesia.

· Pelaksanaan perekaman E-KTP di 12 Kabupaten/Kota di harapkan selesai bulan Oktober 2012

· Dapat menidentifikasi Keberangkatan TKI  untuk bekerja di Luar Negeri yang memalsukan dokumen untuk memperlancarkan proses pengiriman TKI yang dapat membahayakan calon TKI itu sendiri.

· Dapat merumuskan kebijakan program terpadu penanganan PMKS se wilker BAKORWIL Malang.

· Diperolehnya data terpilah dan peran perempuan sebagai data pendukung program pemberdayaan perempuan.
d) Permasalahan dan Solusi :

Permasalahan :

· Adanya ketidaktepatan sasaran RTSM dan bantuan yang diberikan.

· Banyaknya kematian ibu dan bayi baru lahir disebabkian faktor pelayanan kesehatan belum merata ada didesa - desa atau dusun-dusun terpencil hal ini disebabkan karena letak demografi yang tidak sama. Pelayanan kesehatan masih belum maksimal melayani masyarakat, terbukti masih ada oknum yang mengutamakan “Fee Rujukan” daripada keselamatan ibu hamil dan bayi.

· Belum optimalnya promosi pariwisata melalui keseniaan daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

· Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

· Keterbatasan sarana dan prasarana E-KTP.

· Lemahnya sistem perlindungan bagi calon TKI/TKI.

· Kinerja PJTKI yang kurang profesional.

· Keterbatasn kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh perempuan, khususnya perempuan yang ada di desa.

Solusi :

· Perlunya pendataan ulang terhadap RTSM agar validitas data dapat dipertanggungjawabkan

· Pemberian bantuan agar disesuaikan dengan keadaan atau kondisi RTSM yang menerima bantuan agar kelanjutan bantuan yang diterima oleh RTSM benar-benar bermanfaat dan bisa dikembangkan.

· meningkatkan profesionalisme petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan.

· memberikan dukungan dan pembinaan kepada sanggar-sanggar seni tari di daerah.

· Peningkatan Promosi melalui paket-paket wisata bekerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata.

· Meningkatkan pemahaman terhadap kerukunan antar umat beragama dan menghindari konflik sekecil apapun yang menjurus ke Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA).

· merumuskan kebijakan penanganan PMKS secara terpadu.

6) Program Peningkatan Kerjasama

a) Program Peningkatan Kerjasama didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Pemeliharaan Gedung Kantor.

b) Program Peningkatan Kerjasama dengan pagu sebesar Rp. 393.112.500,00, terealisasi sebesar 84,99 % atau Rp. 334.098.325,00 secara rinci          masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

· Mengetahui progres penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada program dan kegiatan yang bersumber dari APBN

· Mengindentifikasi permasalahan yang ada dan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.
d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan :

· Masih terdapat program/kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah/ Kementerian belum didukung oleh data yang valid (berbeda data pusat dengan daerah) sehingga pelaksanaan program mengalami keterlambatan.

· Masih banyak SKPD penerima dana APBN dan Instansi Vertikal yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada BAPPEDA Kabupaten/Kota selaku koordinator pelaksanaan pembangunan di daerah.

Solusi :

· Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur dan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan khususnya terkait dengan penyerahan DIPA SKPD baik SKPD Provinsi maupun SKPD Kabupaten/Kota penerima dana APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dan percepatan pelaksanaan kegiatan.

· DIPA yang diserahkan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota selanjutnya agar BAPPEDA Kabupaten/Kota dapat difasilitasi memperoleh copy DIPA yang sama.
1.20. BAKORWIL PAMEKASAN

1) Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

a) Program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu 1. Peningkatan kebudayaan Antar Daerah Bakorwil Pamekasan;           2. Fasilitasi, sinkronisasi dan sinergi program Pembangunan Daerah (Musrenbang);     3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan ketertiban; 4. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan; 5. Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pemberdayaan Masyarakat;  6. Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pelestarian Lingkungan Hidup Energi dan Sumber Daya Alam.

b) Program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp. 1.821.322.000,00 terealisai 97,10% atau Rp. 1.768.561.000,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

1. Peningkatan kebudayaan Antar Daerah Bakorwil Pamekasan berupa kegiatan Pelaksanaan Kerapan Sapi tanpa kekerasan yang dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan pada tanggal 21 Oktober 2012, menghasilkan Juara sebagai berikut :

	Golongan Menang :

	Juara I

Juara II

Juara III
	:

:

:
	Pasangan Sapi  “Gagak Rimang”

Milik H. Moh. Thohir dari Kabupaten Bangkalan.

Pasangan Sapi  “Gagak Rimang”

Milik H. Moh. Thohir dari Kabupaten Sumenep.

Pasangan Sapi  “Lintang Lecen”

Milik R. Momon dari Kabupaten Bangkalan.

	Golongan Kalah :

	Juara I

Juara II

Juara III
	:

:

:
	Pasangan Sapi  “Panji Laras”

Milik H. Kafrawi dari Kabupaten Sumenep.

Pasangan Sapi  “Ninja”

Milik Sahir dari Kabupaten Sumenep. 

Pasangan Sapi  “Sonar Muda”

Milik H. Sjamsudin dari Kabupaten Bangkalan.


Sendangkan pelaksanaan Kerapan Sapi dengan kekerasan yang dilaksanakan di Kabupaten Sampang pada tanggal 21 Oktober 2012, menghasilkan Juara sebagai berikut :

	Golongan Menang :

	Juara I

Juara II

Juara III
	:

:

:
	Pasangan Sapi  “Stel Balab”

Milik Ridei dari Kabupaten Pamekasan.

Pasangan Sapi  “Jet Matic 2”

Milik Hakiki/ H. Sahid dari Kabupaten Sampang. 

Pasangan Sapi  “Kembang Api”

Milik Arif / H. Ridwan dari Kabupaten Sumenep.

	Golongan Kalah :

	Juara I

Juara II

Juara III
	:

:

:
	Pasangan Sapi  “Bintang Lecen”

Milik Sugik Putra dari Kabupaten Sumenep.

Pasangan Sapi  “Dor To Dor”

Milik Abdullah Hidayat dari Kabupaten Bangkalan. 

Pasangan Sapi  “Lanyar Tancap”

Milik H. Fauzan dari Kabupaten Sumenep.


2. Fasilitasi, sinkronisasi dan sinergi program Pembangunan Daerah (Musrenbang) dilaksanakan pada tanggal 4 April 2012 

· Skala  prioritisasi atas aspirasi dari bawah (bottom up process) yaitu dari Kabupaten/Kota dengan nara sumber keputusan baik SKPD Provinsi, Bappeda Provinsi maupun pihak aspirator yaitu Kabupaten/Kota ;
· Mewujudkan keterpaduan dari semua program/proyek yang akan dilaksanakan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

· Kebijakan pembiayaan Musrenbang yakni pembiayaan mengikuti kewenangan/fungsi, pencapaian target, efisiensi dan efektifitas berdasarkan anggaran kinerja, prioritas yang ditetapkan dan merupakan proses yang sifatnya bertahap

· Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang integratif ;

· Meningkatkan efektifitas dan efisiensi untuk pengembangan potensi daerah dan sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi Kabupaten/Kota ;
Adapun sasaran yang diinginkan pada kegiatan ini adalah :

· Mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendampingi pembangunan Kabupaten/Kota, sebagai perwujudan peran dan fungsi koordinasi dan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya dengan peran dan tugas Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan sebagai fasilitasi maka dipandang perlu mengadakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pra Musrenbang di Tingkat Bakorwil Provinsi Jawa Timur;

· Peningkatan kapabilitas dan kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, baik eksekutif  maupun legislatif menuju peningkatan kinerja dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan aspirasi serta dinamika pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat ;

· Kebijakan pembiayaan Musrenbang yakni pembiayaan mengikuti kewenangan/fungsi, pencapaian target, efisiensi dan efektifitas berdasarkan anggaran kinerja, prioritas yang ditetapkan dan merupakan proses yang sifatnya bertahap.
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan ketertiban dengan sub kegiatan :
· Rapat koordinasi dan monitoring Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2012;

· Rapat koordinasi dan monitoring Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2012;

· Rapat koordinasi dan monitoring Peningkatan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 16                Mei  2012;

· Rapat koordinasi dan monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dilaksanakan tanggal 18 s.d  25  Juni  2012;

· Rapat koordinasi dan monitoring Keamanan dan Ketertiban menjelang Hari Raya Idul Fitri  dilaksanakan tanggal 16 Juli 2012;

· Rapat koordinasi dan monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan tanggal 24 September 2012;

· Pertemuan Silaturrahmi Forum Pimpinan Daerah se-Bakorwil Pamekasan dengan tema “Stabilitas Keamanan dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur” dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2012;

· Rapat koordinasi Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan tanggal 19 Desember 2012;

4. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan dengan sub kegiatan :
· Rapat koordinasi dan monitoring Bidang Pertanian Tanaman Pangan dilaksanakan pada tanggal 19 April 2012;

· Rapat koordinasi dan monitoring Perkembangan Koperasi dan UKM dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2012;

· Rapat koordinasi dan monitoring Bidang Perkebunan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2012;

· Rapat koordinasi dan monitoring Bidang Pertanian Tanaman Pangan dilaksanakan pada tanggal 19 April 2012;

· Rapat koordinasi dan monitoring Bidang Perikanan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2012;

· Rapat koordinasi dan monitoring Bidang Peternakan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2012;

· Rapat koordinasi dan monitoring Bidang Perdagangan dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2012;

· Rapat koordinasi dan monitoring Perhubungan dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2012;

· Rapat koordinasi dan monitoring Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2012;
5. Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pemberdayaan Masyarakat dengan sub kegiatan :
· Rapat koordinasi dan monitoring Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilaksanakan tanggal 16 Februari 2012;

· Rapat koordinasi dan monitoring Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) dilaksanakan tanggal 21 Maret 2012;

· Rapat koordinasi dan monitoring Penanggulangan Bahaya Narkoba dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2012;

· Rapat koordinasi dan monitoring Program Pengembangan Kepariwisataan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2012;

· Rapat koordinasi dan monitoring Kegiatan Penyaluran Program Raskin dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2012;

· Rapat koordinasi dan monitoring Penanganan Masalah Pengangguran, Ketenagakerjaan dan trafficking dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2012;
6. Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pelestarian Lingkungan Hidup Energi dan Sumber Daya Alam dengan sub kegiatan :
· Rapat koordinasi dan monitoring Pengelolaan, Penanganan Sanitasai Bagi Kesehatan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2012;

· Sosialisasi Lahan Pertanian Pangan Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2012; dan

· Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Usaha Pertambangan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2012
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara didukung 1 (satu) yaitu 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Bakorwil Pamekasan dengan tujuan agar para pegawai dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik serta meningkatkan kinerja para pegawai.

b) Program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dengan pagu sebesar Rp. 557.000.000,00 terealisasi sebesar 94,23% atau Rp. 524.833.300,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom
c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Terealisasinya pembelian kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 1 unit, pembelian sarana dan prasarana peralatan kantor diantaranya berupa CCTV, Intercom antar ruangan.

3) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual
a) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual berupa kegiatan pasar murah yang bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin di daerah;

b) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual dengan pagu sebesar Rp. 231.150.000,00 terealisasi 96,98% atau sebesar Rp. 224.162.150,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom
c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Pasar murah dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya pada tanggal 28 Juli 2012,  di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 29 Juli 2012.

Masing-masing kabupaten/kota mendapat paket sembako sebanyak 5.000 paket yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

4) Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan
a) Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan didukung 1 (satu) kegiatan yaitu Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Pengembangan Sarana dan Prasarana. 
b) Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan dengan pagu sebesar Rp. 204.250.000,00 terealisasi sebesar 97,62% atau Rp. 199.384.600,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom
c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Rapat koordinasi dan monitoring Rencana Persiapan Sarana Prasarana Transportasi Arus Mudik Balik Lebaran dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2012 

Transportasi jika ditilik dari sisi sosial lebih merupakan proses afiliasi budaya dimana ketika seseorang melakukan transportasi dan berpindah menuju daerah lain maka orang tersebut akan menemui perbedaan budaya dalam bingkai kemajemukan Indonesia. Disamping itu sudut pandang sosial juga mendeskripsikan bahwa transportasi dan pola-pola transportasi yang terbentuk juga merupakan perwujudan dari sifat manusia. Contohnya pola pergerakan transportasi penduduk akan terjadi secara massal ketika mendekati hari raya. Hal ini menunjukkan perwujudan sifat manusia yang memiliki tendensi untuk kembali ke kampung halaman setelah lama tinggal di perantauan.

d) Permasalahan dan solusi

1. Data yang diperoleh Tim monitoring Bakorwil dari masing-masing Dinas perhubungan di wilayah Madura :

A. DATA DAERAH RAWAN KECELAKAAN :

	DAERAH RAWAN KECELAKAAN DI WILAYAH MADURA

	NO.
	KABUPATEN
	KETERANGAN

	1.
	BANGKALAN
	JL. AKSES SURAMADU

	
	
	JL. RAYA TELANG

	
	
	JL. SIMPANG TIGA SOCAH

	
	
	JL. WILAYAH KOTA BANGKALAN

	
	
	JL. RAYA KEC. TANAH MERAH

	
	
	JL. RAYA KECAMATAN GALIS

	
	
	JL. RAYA BLEGA

	
	
	JL. RAYA KLAMPIS

	
	
	JL. RAYA TANJUNG BUMI

	2.
	SAMPANG
	JL. RAYA DESA NYIBURAN JRENGIK

	
	
	JL. RAYA DESA JUNGKARAK JRENGIK

	
	
	JL. RAYA DESA TADDAN CAMPLONG

	3.
	PAMEKASAN
	JL. RAYA KECAMATAN TLANAKAN

	
	
	JL. SEKITAR AREK LANCOR

	
	
	JL. RAYA KECAMATAN PASEAN

	
	
	JL. RAYA TALANG SIRING LARANGAN

	4.
	SUMENEP
	JL. RAYA PERENDUAN

	
	
	JL. RAYA NAMBAKOR SARONGGI


B. DATA DAERAH RAWAN MACET :

	DAERAH RAWAN MACET DI WILAYAH MADURA

	NO.
	KABUPATEN
	KETERANGAN

	1.
	BANGKALAN
	PINTU TOL SURAMADU

	
	
	JL. RAYA PASAR TANAH MERAH

	
	
	JL. RAYA PASAR GALIS

	
	
	JL. RAYA PASAR BLEGA

	
	
	JL. LOMAER

	
	
	JL. RAYA KLAMPIS

	
	
	JL. RAYA SEPULU

	
	
	JL. RAYA TANJUNG BUMI

	2.
	SAMPANG
	JL. RAYA PASAR CAMPLONG

	
	
	JL. RAYA TANJUNG

	3.
	PAMEKASAN
	JL. RAYA KECAMATAN LARANGAN

	4.
	SUMENEP
	JL. RAYA KEC. PERENDUAN


C. POS PENGAMANAN DAN POS PANTAU :

	POSPAM DAN POSPAN DI WILAYAH MADURA

	NO.
	KABUPATEN
	KETERANGAN

	1.
	BANGKALAN
	SURAMADU

	
	
	JL. RAYA KAMAL

	
	
	JL. AHMAD YANI KOTA

	
	
	JL. RAYA TANAH MERAH

	
	
	JL. RAYA BLEGA

	
	BANGKALAN
	POS PANTAU :

	
	
	1.
	Tiga di Kota Bangkalan

	
	
	2.
	Sembilan titik di beberapa Kecamatan (Besel Burneh, Petapan, tangkel, Patemon, Gunung Gigir, Lomair, Klampis, Sepulu dan Tanjung Bumi)

	2.
	SAMPANG
	JL. RAYA PASAR CAMPLONG

	
	
	JL. RAYA TANJUNG

	3.
	PAMEKASAN
	JL. RAYA JRENGIK

	
	
	JL. RAYA TORJUN (MESJID BINTANG)

	
	
	JL. RAYA CAMPLONG

	
	
	JL. DEPAN MONUMEN SAMPANG

	
	
	JL.. RAYA KETAPANG

	4.
	SUMENEP
	JL. RAYA PRAGAAN

	
	
	JL. RAYA BLUTO

	
	
	TAMAN ADIPURA

	
	
	JL. RAYA KALIANGET

	
	
	JL. RAYA AMBUNTEN


D. DATA KECELAKAAN SELAMA ARUS MUDIK BALIK :

	KECELAKAAN SELAMA ARUS MUDIK BALIK

 DI WILAYAH MADURA

	NO.
	KABUPATEN
	KETERANGAN

	1.
	BANGKALAN
	Kecelakaan : 2 Kejadian

	
	
	Korban meninggal dunia : 1 orang

	
	
	Korban luka berat : 2 orang

	2.
	SAMPANG
	Kecelakaan : 9 Kejadian

	
	
	Korban meninggal dunia : 10 orang

	
	
	Korban luka berat : 7 orang

	3.
	PAMEKASAN
	Kecelakaan : 4 Kejadian

	
	
	Korban meninggal dunia : 5 orang

	
	
	Korban luka berat : 5 orang

	4.
	SUMENEP
	Kecelakaan : 18 Kejadian

	
	
	Korban meninggal dunia : 12 orang

	
	
	Korban luka berat : 3 orang


KETERANGAN :

KECELAKAAN

KORBAN MENINGGAL DUNIA

KORBAN LUKA BERAT

2. Pelanggaran tarif angkutan jalan saat permintaan jasa angkutan meningkat, pengoperasian kendaraan yang tidak laik jalan dan/atau tidak laik operasi, tanpa izin serta penelantaran penumpang, dalam hal pemantauan pelanggaran tarif Dinas Perhubungan dibantu olah YLPK Jawa Timur

Pemecahan Masalah :

a. Memantapkan persiapan sarana dan prasarana Angkutan Lebaran, terutama kesiapan di terminal ;
b. Peningkatan pengawasan angkutan penumpang umum meliputi :
· Demi keselamatan setiap bus yang masuk terminal dilakukan pemeriksaan STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (KIR), Trayek dan Nama Pengemudi ;
· Pengawasan dan pengendalian muatan angkutan penumpang  agar tidak melampaui batas kemampuan kendaraan.
3. Rapat koordinasi dan monitoring Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 6 November 2012.

Rencana rinci tata ruang yang berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.

a. Kawasan strategis adalah Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Rencana tata ruang kawasan strategis adalah upaya penjabaran rencana umum tata ruang ke dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih spesifik sesuai dengan aspek utama yang menjadi latar belakang pembentukan kawasan strategis tersebut.

b. Rencana Deatail Tata Ruang  (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapai dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
Permasalahan :

· Kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam upaya pemanfaatan potensi sumber daya alam (SDA) yang begitu besar di wilayah Bakorwil Pamekasan;

· Belum optimalnya pemanfaatan potensi pasar dan proses pemasaran yang ada di masing-masing Kab/Kota yang ada di wilayah Bakorwil Pamekasan;

Pemecahan Masalah :

· Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan sumberdaya alam yang melimpah, dan juga perlu adanya peningkatan daya saing sumberdaya lokal sehingga sumber daya dari luar yang datang juga mempunyai kualitas yang baik ;

· Peningkatan status GERMAKERTASUSILA menjadi pintu gerbang nasional maupun internasional ;

4. Rapat Koordinasi/Sarasehan Pembinaan dan Evaluasi Hippa/Ghippa/Ihippa dilaksanakan pada tanggal 24 April 2012

Kebijakan Pemerintah tentang pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani telah ditetapkan dalam 2 landasan hukum yaitu UU  No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi. Pada kedua landasan hukum tersebut, ditekankan bahwa pengembangan system irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air, artinya segala tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat tersier adalah oleh lembaga perkumpulan petani pemakai air/HIPPA  (pada beberapa daerah dikenal dengan mitra cai, subak, HIPPA dll.) termasuk juga didalamnya perkumpulan petani pemakai air tanah/HIPPA

· HASIL PEMBINAAN DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil yang dilaksanakan terhadap Pembinaan dan Evaluasi kelompok HIPPA/GHIPPA/IHIPPA di Wilayah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan, memperoleh hasil sebagai berikut :

	NO
	NAMA HIPPA
	JUMLAH NILAI
	URUTAN
	NAMA GHIPPA
	JUMLAH NILAI
	URUTAN

	1.
	Sumber Rejeki Desa Banjarwungu Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo 
	10.126
	I
	Banjar Jaya Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep
	10.384
	I

	2.
	Tirta Mulya Desa Sopa’ah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
	10.057
	II
	Harapan Jaya Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang
	8.375
	II

	3.
	Potre Tane Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan
	9.125
	III
	2 bersaudara Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan
	8.244
	III

	4.
	Subur Makmur Desa Gedang Kulud Kecamatan Cermeh Kabupaten Gresik
	5.118
	IV
	
	
	


5. Rapat koordinasi dan monitoring Kesiapan Sarana Prasarana Jalan dan Jembatan dilaksanakan tanggal 12 Juli 2012

Pada tahun anggaran 2012 ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V telah dan sedang melaksanakan pembangunan jalan, peningkatan jalan, penggantian jembatan, preservasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan pada seluruh jalan Provinsi di Jawa Timur Jalan Nasional sepanjang 2.027,005 Km, dan jalan Provinsi sepanjang 1.760,912 Km.

Bahwa untuk wilayah Bakorwil Pamekasan kesiapan sarana prasarana  jalan dan Jembatan tahun 2012, semua unsur telah menyatakan siap dengan segala antisipasi kemungkinan yang tidak diharapkan. Namun demikian, kiranya masih perlu mendapat perhatian yaitu :

1. Bahwa ada kesepahaman menghentikan kegiatan pembangunan prasarana jalan pada H-7 sampai dengan H+7 dengan catatan seluruh material dan peralatan pembangunan jalan supaya ditempatkan pada lokasi yang layak/aman dan memberi rambu yang jelas ;

2. Bahwa penambalan jalan berlubang dilakukan paling lambat H-7 dan disertai dengan pemberian rambu jalan secara jelas dan tegas ;

3. Kondisi jalan yang berada disekitar Tanjung Perak yang masih bergelombang agar segera diperbaiki karena kendaraan yang melewati dapat menimbulkan bahaya kecelakaan, dampaknya antrian kemacetan arus lalu lintas.

4. Pemasangan rambu jalan dan jembatan supaya dipersiapkan dengan sebaik mungkin disekitar Jembatan Suramadu.

5.  Wilayah Porong hendaknya mendapatkan perhatian yang serius, karena selain pengguna jalan yang lewat juga ada yang menikmati “wisata Lumpur”, sehingga dapat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Pada hal jalur tersebut merupakan jalur menuju daerah bagian timur provinsi Jawa Timur.

6. Program Tambal Sulam sarana jalan, agar tidak hanya dilakukan pada lubang jalan yang besar saja, akan tetapi yang ditambal juga pada lubang jalan yang kecil ataupun retakan jalan. Lubang jalan kecil ini sangat berpengaruh terhadap keamanan dan keselamatan pengendara sepeda motor.
1.21. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

a) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan didukung oleh 3 kegiatan yaitu Kegiatan memantapkan koordinasi pembinaan pelayanan publik, kegiatan pengembangan mutu pelayanan publik melalui penerapan standar mutu manajemen ISO, kegiatan monitoring dan evaluasi program.

b) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mendapat pagu sebesar               Rp 1.870.000.000,00 dengan realisasi sebesar 98,40% atau                                         Rp 1.840.025.740,00. secara rinci masing-masing realisasi anggran kegiatan serta capaian keberhasilannya dapat dilihat pada lampiran matrik 11 kolom.
c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

· Meningkatnya Pelayanan kepegawaian baik untuk  SKPD Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kab/Kota se-Jawa Timur.

· Pengembangan pelayanan kepegawaian melalui penerapan standar manajemen mutu dan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

· Tersusunnya laporan LAKIP 2012, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2012, penyusunan DPA 2012, penyusunan RKA-DPA  PAPBD 2012, Rencana Kerja Anggaran 2013, Laporan Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
Tabel 4.55.1
Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
	No 
	URAIAN  
	TAHUN

	
	
	2011
	2012
	Ket 

	1.
	Surat masuk
	4.978
	6.036
	

	2.
	Surat keluar
	9.901
	7.110
	

	3.
	Pengaduan/keluhan 
	0
	43
	

	4.
	Kunjungan kerja/studi banding ke BKD Provinsi Jawa Timur
	9
	11
	

	5.
	IKM
	83
	83,98
	


Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim Tahun 2012

d) Permasalahan dan Pemecahannya

Permasalahan dalam program peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain:

· Belum semua unit kerja pelayanan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) kepegawaian;

· Belum adanya persamaan persepsi atau multitafsir dalam penerapan peraturan dan perundangan - undangan di bidang kepegawaian;

· Belum semua pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan sesuai dengan target dan indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan.

Upaya Pemecahan Masalah

· Menyelenggarakan koordinasi, dan evaluasi program kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian untuk penyempurnaan penyusunan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standar OPerasional Presedur di bidang kepegawaian;

· Melaksanakan pemantapan koordinasi, dan sosialisasi dalam rangka menyamakan persepsi dan kajian peraturan perundangan undangan di bidang kepegawaian;

· Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan  laporan kinerja dengan pihak terkait.

e) Penghargaan.

Penghargaan yang diperoleh:
· Penghargaan dari URS (United Register of System), Nomor  42179/A/001/UK/EN yaitu sertifikasi ISO: 9001:2008 sebagai penyelenggara pelayanan yang telah memenuhi standar mutu manajemen.

· Penghargaan BKN Award 2012 Tingkat Nasional dari Kepala BKN pada tanggal 30 Mei 2012 di gedung BKN Jakarta. 

· Penghargaan BKN Award 2012 Tingkat Provinsi Jawa Timur dari Kepala Kantor Regional II BKN pada tanggal 30 Mei 2012 di gedung Kantor Regional II BKN di Jalan Jenderal S. Parman Waru – Sidoarjo 

· Penghargaan sebagai Juara I Cerdas Cermat dalam rangka hari KORPRI Tahun 2012 di Gedung Negara Grahadi Surabaya 
2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

a) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur didukung oleh 3 kegiatan yaitu Kegiatan Seleksi penerimaan Calon PNS, kegiatan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, dan kegiatan pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian, kegiatan penanganan pemrosesan pelanggaran kepegawaian

b) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pagu sebesar   Rp 5.716.380.400,00 dengan realisasi sebesar 99,56%  atau     Rp 5.691.055.499,00. secara rinci masing-masing realisasi anggran kegiatan serta capaian keberhasilannya dapat dilihat pada lampiran matrik 11 kolom.
c) Hasil  Pelaksanaan Program 
· Tersedianya  SDM Aparatur  yang handal  sesuai dengan kebutuhan formasi dan pemetaan PNS;

· Tersedianya database kepegawaian yang ter up-date (terbaru) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

· Tersedianya SDM Aparatur yang kompeten melalui jalur formal (tugas belajar) S1, S2, dan S3 sesuai dengan kebutuhan organisasi.

· Tersedianya kelengkapan file pegawai perorangan secara digitalisasi dan fisik (arsip pegawai);

· Hasil-hasil kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.55.2
Hasil Program Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan  Aparatur

Tahun 2011-2012
	No 
	URAIAN  
	TAHUN

	
	
	2011
	2012
	Ket 

	1
	Diklatpim II
	5
	0
	Tidak ada Diklatpim bagi PNSD Provinsi Jawa Timur

	2
	Diklatpim III
	40
	0
	

	3
	Diklatpim IV
	40
	0
	

	4
	Tugas Belajar
	
	
	

	
	1. Strata 1
	1
	1
	STIA-LAN

	
	2. Strata 2
	12
	12
	Unair

	
	3. Strata 3
	3
	3
	Unair

	5
	Inhouse Training
	77
	11
	

	6
	Izin belajar
	
	
	

	
	1. SMP/Paket B
	8
	0
	

	
	2. SMA/Paket C
	53
	80
	

	
	3. D3
	11
	33
	

	
	4. Strata 1 (Sarjana) / Diploma IV
	225
	109
	

	
	5. Strata 2 (Magister)
	244
	63
	

	
	6. Strata 3 (Doktoral/Spesialis)
	9
	16
	

	7
	Wawasan Kepemimpinan
	40
	0
	

	8
	Ujian Penyesuaian Ijazah
	
	
	

	
	1. Ke Pengatur (II/c)
	47
	5
	PNS yg memiliki D-3

	
	2. Ke Penata Muda (III/a)
	73
	71
	PNS yg memiliki S-1

	
	3. Ke Penata Muda Tingkat I (III/b)
	2
	22
	PNS yg memiliki S-2

	
	4. Ke Penata (III/c)
	0
	0
	PNS yg memiliki S-3

	9. 
	Seleksi Pangkat III/d ke IV/a
	0
	96
	Staf yg memiliki S-2

	10.
	Ujian Dinas
	193
	188
	

	11.
	Fasilitasi Penerimaa Calon Praja IPDN
	110
	109
	

	12.
	Seleksi CPNS
	
	
	

	
	1. Pendaftar On-line
	*) 25.000
	22.425
	

	
	2. Pendaftar yang mengirim berkas lamaran
	*) 17.000
	14.380
	

	
	3. Pendaftar yang memenuhi syarat
	*) 14.700
	10.304
	

	
	4. Lulus 
	*)     381
	114
	

	
	5. Formasi yang ditetapkan
	*)     395
	148
	

	Ket : *) = Rekruitmen Tahun 2010, dengan berlakunya moratorium 

maka 2011 tidak ada rekruitmen CPNS.

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim Tahun 2012


Tabel 4.55.3
Jumlah Kebutuhan PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
	NO.
	URAIAN
	2011
	2012
	Ket

	1.
	Kebutuhan PNS
	30.767
	30.767
	Hasil pemetaan 2010

	2.
	Jumlah PNS
	22.425
	21.092
	Data simpeg BKD

	3.
	Kekurangan PNS
	8.342
	9.675
	


Sumber data : Simpeg BKD Provinsi Jawa Timur
Tabel 4.55.4
Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan PNS berdasarkan Perhitungan Kebutuhan PNS pada Jabatan Tertentu

[image: image1.emf]NamaSatuanOrganisasi/SKPD
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Bezeting

Selisih Kebth  

Tenaga. Kes

T. Kes Non T Kes Jumlah T. Kes Non T Kes Jumlah

a. RumahSakitUmumDaerah RSUD

RSUD Dr. SOETOMO 2.168  1.495  3.663  1.551  1.544  3.095  (568) (139)

RSUD Dr. SYAIFUL ANWAR 1.403  750  2.153  868  678  1.546  (607) (822)

RSUD Dr. SOEDONO

692  289  981  454  212  666  (315) (191)

RSUD HAJI

659  415  1.074  356  306  662  (412) (289)

b. RumahSakitKhususDaerah RSKD

RS JIWA MENUR 141  240  381  118  216  334  (47) (2)

BP4 SURABAYA 90  38  128  78  30  108  (20) (15)

RS KUSTA KEDIRI 75  28  103  35  30  65  (38) (58)

RS PARU BATU 105  47  152  78  53  131  (21) (15)

RS PARU JEMBER 122  58  180  58  29  87  (93) (35)

BKMM Surabaya 43  34  77  25  37  62  (15) (29)

RS KUSTA SUMBER GLAGAH

121  31  152  67  27  94  (58) 13 

RS PARU DUNGUS 75  52  127  37  17  54  (73) (17)

BP4 MADIUN 25  17  42  20  8  28  (14) (34)

BP4 PAMEKASAN 51  23  74  23  16  39  (35) (31)

JUMLAH 5.770  3.517 9.287  3.768  3.203 6.971  (2.316) (1.664)

KekuranganTenagaKesehatan = 5.770 - 3.768 = 2.002 PNS

Kekurangantenaganon  kesehatan = 3.517 –3.203 =    314 PNS


Tabel 4.55.5
Penanganan Pemrosesan Pelanggaran Kepegawaian Tahun 2011-2012

	No 
	URAIAN  
	TAHUN

	
	
	2011
	2012
	Ket 

	1.
	Penjatuhan Hukuman PNS
	
	
	

	
	Pelanggaran Disiplin PNS :
	
	
	

	
	1. Ringan 
	0
	0
	

	
	2. Sedang 
	4
	4
	

	
	3. Berat 
	8
	7
	

	
	Pelanggaran Pidana
	
	
	

	
	PNSD Provinsi Jawa Timur :
	
	
	

	
	1. Kriminal
	3
	3
	

	
	2. Penyalahgunaan jabatan/wewenang
	0
	0
	

	
	3. Korupsi 
	3
	2
	

	
	4. Narkoba 
	1
	1
	

	
	PNSD Kabupaten/Kota :
	
	
	

	
	1. Kriminal
	0
	4
	

	
	2. Penyalahgunaan jabatan/wewenang
	0
	0
	

	
	3. Korupsi 
	14
	4
	

	
	4. Narkoba 
	0
	1
	

	2.
	Usul Pertimbangan :
	
	
	

	
	1. BAPEK
	0
	1
	

	
	2. Inspektorat 
	33
	27
	

	3.
	Perceraian 
	
	
	

	
	1. Pemberian izin perceraian 
	5
	22
	

	
	2. Penolakan izin perceraian
	3
	3
	

	4.
	Konseling PNS
	17
	7
	


Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim Tahun 2012

d) Permasalahan dan Pemecahannya

Permasalahan pada program ini antara  lain:

· Pengadaan CPNS Tahun 2012
· Pada kegiatan pelaksanaan seleksi CPNS, meskipun Peraturan Bersama  Menteri PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri RI, dan Menteri Keuangan RI Nomor: 02/SPB/M-PAN-RB/8/2011, Nomor: 800-632 Tahun 2011, dan Nomor: 141/PML. 01/2011 tentang penundaan sementara penerimaan CPNS masih diberlakukan, namun untuk beberapa formasi masih dimungkinkan adanya seleksi Calon PNS bagi formasi jabatan tertentu dan mendesak. 

· Dengan adanya kebijakan pengadaan CPNS tahun 2012 melalui PermenPAN dan RB No. 233/2012 tentang Perubahan atas PermenPAN dan RB No. 197/2012 tentang Kebijakan Pengadaan CPNS bagi jabatan yang dikecualikan dalam penundaan sementara penerimaan CPNS serta mengingat bahwa anggaran untuk kegiatan seleksi ini belum tersedia maka dalam pelaksanaannya diusulkan melalui perubahan keuangan pada tahun 2012. 

· Untuk pertama kalinya dalam sejarah RI, bahwa penerimaan CPNS 2012 menggunakan passing grade (ambang batas), sehingga diperkirakan bahwa tingkat kelulusan tidak mencapai target (meskipun nilai akumulatifnya tinggi tetapi apabila passing grade tidak mencapai angka yang ditetapkan maka  formasi yang ditetapkan sebanyak 148 hanya terisi 114 orang peserta yang dinyatakan lulus.

· Di Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan seleksi CPND hanya Pemerintah Provinsi Jawa, sehingga diperkirakan jumlah peserta akan membludak. 

· Pelaksanaan pendistribusian dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan. Hal ini disebabkan antara lain adanya pengalihan dalam jabatan fungsional umum menjadi tenaga fungsional tertentu yang memerlukan syarat jabatan sebagai dasar pengangkatan jabatan 

· Belum semua PNS mempunyai jabatan fungsional (umum/tertentu) yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Timur

· Banyak kasus-kasus pelanggaran kepegawaian (Disiplin, pidana/gratifikasi/tipikor) di Kabupaten/Kota yang penjatuhan hukumannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku. 

· Dari hasil pemetaan diketahui kelebihan/kekurangan PNS pada masing-masing SKPD. Sedangkan untuk keseluruhan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pegawai yang dibutuhkan sebanyak 30.767 orang pegawai, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 21.092 (keadaan November 2012) sehingga kekurangan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 9.675 pegawai. 

Pemecahan Masalah

· Upaya untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik, perawat, maupun tenaga khusus sebagaimana formasi kebutuhan pegawai yang dikecualikan oleh Peraturan Bersama tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan formasi kepada KemenPAN dan RB RI dan mengusulkan tambahan  alokasi anggaran melalui Perubahan Anggaran kepada Gubernur Jawa Timur.

· Perhitungan kembali jumlah yang tepat untuk PNS di lingkungan  Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui perhitungan berdasarkan analisis baban kerja dan analisis jabatan.

· Pendidikan dan pelatihan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum untuk diarahkan menjadi tenaga fungsional tertentu sesuai kebutuhan antara lain juru tera, teraphis, instruktur, dan lain-lainnya.

· Sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran kepegawaian (disiplin, pidana/gratifikasi/tipikor).

· Melaksanakan orientasi pengenalan Budaya Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi Calon PNS yang akan melaksanakan tugas.

· Khusus tindak lanjut atau solusi atas kekurangan pegawai, maka diupayakan:
· Menerima mutasi masuk melalui seleksi keahlian dan keterampilan

· Mengalihkan jabatan atau fungsi melalui proses pendiklatan teknis/fungsional

·  Mempekerjakan tenaga ahli atau terampil sesuai kebutuhan (pensiunan/tenaga tidak tetap)

· Mengusulkan jabatan formasi yang dikecualikan dalam moratorium

3) Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur 

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur didukung oleh 2 Kegiatan penataan sumber daya manusia aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensi, dan kegiatan peningkatan kesejahteraan aparatur,
b) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur dengan pagu sebesar Rp 4.396.215.100,00 realisasi sebesar  Rp 4.348.061.845,00 atau 98,90% secara rinci masing-masing realisasi anggran kegiatan serta capaian keberhasilannya dapat dilihat pada lampiran matrik 11 kolom.
c) Hasil Pelaksanaan  Kegiatan Pembanunan

·  Rekomendasi keputusan dalam menentukan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

· Sosialisasi Penilaian/evaluasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa  Timur;

· Sosialisasi penilaian kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

· Pengusulan nota pertimbangan teknis dan penetapan keputusan kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

· Pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional (umum dan tertentu) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

· Meningkatnya keterampilan bagi pegawai yang akan purnatugas

· Penyematan penghargaan Satyalencana Karya Satya

· Terlaksananya pemberian rekomendasi Taperum bagi PNS yang purna tugas

· Hasil-hasil kegiatan sebagai berikut:
Tabel 4.55.6
Data hasil program Pengelolaan Sumber Daya  Aparatur Tahun 2011-2012

	NO 
	URAIAN  
	TAHUN

	
	
	2011
	2012
	KET 

	1.
	Penyelesaian Kenaikan Pangkat:
	
	
	

	
	PNS Provinsi Jawa Timur
	
	
	

	
	1. Pilihan
	681
	322
	Kep. Gubernur

	
	2. Reguler
	3.717
	4.062
	Kep. Gubernur

	
	3. Usul ke Presiden
	77
	84
	Kep. Presiden

	
	PNS Kab/Kota (IV/a-IV/b)
	
	
	

	
	1. Pilihan
	21.190
	22.252
	Kep. Gubernur

	
	2. Reguler
	0
	0
	Kep. Bupati/ Walikota

	
	3. Usul ke Presiden
	453
	902
	Kep. Presiden

	2.
	Perpindahan
	
	
	

	
	1. Antar SKPD di lingkungan Pemprov. Jatim
	14
	86
	Kep. Gubernur

	
	2. Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur
	473
	556
	Kep. Gubernur

	
	3. Antar Provinsi (usulan)
	568
	419
	Kep. Kepala BKN

	
	4. Mutasi masuk menjadi PNSD Prov. Jatim
	139
	120
	Kep. Kepala BKN/ Gubernur

	3.
	Pemberhentian Pensiun
	
	
	

	
	PNSD Provinsi Jawa Timur
	
	
	

	
	1. Mencapai BUP (usulan)
	1.182
	1.257
	Kep. Kepala BKN

	
	2. Meninggal Dunia (usulan)
	95
	121
	Kep. Kepala BKN 

	
	3. Atas Permintaan Sendiri
	12
	8
	Kep. Gubernur

	
	4. Usulan ke Presiden
	35
	14
	Kep. Presiden

	
	PNSD Kabupaten/Kota
	
	
	

	
	1. Atas Permintaan Sendiri
	228
	232
	Kep. Gubernur

	
	2. Mencapai BUP/ Atas Permintaan Sendiri (usulan)
	902
	866
	Kep. Presiden

	4.
	Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD
	1.066
	462
	PNSD Prov. Jatim

	5. 
	Penerbitan Karpeg (usulan)
	1.066
	462
	Kep. Kepala BKN

	6.
	Pengangkatan dalam jabatan:
	
	
	

	
	1. Fungsional Tertentu
	1.247
	782
	

	
	2. Struktural
	855
	582
	

	
	3. Konsultasi Jabatan eselon II (Kab/Kota)
	
	75
	Kep. Bupati/ Walikota

	
	4. Konsultasi pengangkatan Sekda/Sekkota
	
	7
	Kep. Bupati/ Walikota atas Persetujuan Mendagri 

	
	5. Alih jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu
	0
	124
	

	7.
	Penetapan angka kredit
	129
	79
	


Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim Tahun 2012

Tabel 4.55.7
Peningkatan Kesejahteraan PNS Tahun 2011-2012

	No 
	URAIAN  
	TAHUN

	
	
	2011
	2012
	Ket 

	1.
	Izin Perjalanan Dinas ke Luar negeri 

(Tidak termasuk yang melalui Biro Administrasi Kerjasama) 
	311
	182
	

	2.
	Ibadah Haji
	62
	111
	

	3.
	Ibadah Umroh
	92
	117
	

	4.
	Cuti besar/Cuti di luar tanggungan Negara/ bebas tugas
	18
	10
	

	5.
	Penyelesaian LP2P
	7.486
	8.305
	

	6.
	Penghargaan Satyalencana Karya Satya
	570
	1.106
	

	7.
	Pembekalan kewirausahaan menjelang purnatugas
	130
	100
	

	8.
	Pelepasan Purnatugas
	0
	106
	

	9.
	Pemberian Rekomendasi Bapeltarum
	0
	1.107
	

	10.
	Penyelesaian Kartu Isteri/suami
	1.219
	744
	

	11.
	Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS yang purnatugas
	1.202
	1.074
	


Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim Tahun 2012

d) Permasalahan dan Pemecahannya

Permasalahan pada program pengelolaan SDM Aparatur antara lain:

· Adanya keterlambatan pengiriman usulan, disebabkan tidak lengkapnya persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
· Belum adanya standar penilaian kinerja pejabat struktural dan PNS;

· Belum semua pelaksana atau pengelola kepegawaian memahami ketentuan dan peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian.

· Banyaknya PNSD dalam jabatan fungsional tertentu yang pensiun

· Kurangnya motivasi PNS yang akan purna tugas untuk diberi pelatihan dan pembekalan kewirausahaan.

· Belum ada standar kesejahteraan yang merata sesuai prestasi/kinerja masing-masing PNS
Upaya Pemecahan Masalah

· Perlu adanya penetapan batas waktu pengusulan, dan sosialisasi  persyaratan untuk kenaikan pangkat yang menggunakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian khususnya pertimbangan teknis kenaikan pangkat (SAPK);

· Perlu adanya usulan standar baku penilaian kinerja bagi PNS dalam menentukan Sasaran Kerja PNS (SKP) bagi pejabat struktural dan PNS.

· Perbaikan berkelanjutan penerapan sistem dan prosedur pelayanan dan pelaksanaan peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian

· Alih jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu

· Sosialisasi tentang manfaat pembekalan, serta pemberian bantuan modal untuk digunakan wirausaha.

· Mengkaji Standar pemberian tunjangan kinerja bagi kesejahteraan PNS yang terukur  untuk menghilangkan honor-honor yang sifatnya tidak jelas 

4) Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi 

a) Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi  didukung oleh 1 kegiatan pengembangan database untuk peningkatan tersedianya data  dan informasi
b) Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan pagu sebesar               Rp 1.152.404.500,00 realisasi sebesar 99,90% atau Rp 1.151.279.660,00.  secara rinci masing-masing realisasi anggran kegiatan serta capaian keberhasilannya dapat dilihat pada lampiran matrik 11 kolom.
c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Tabel 4.55.8
Pengembangan Database Untuk Peningkatan Tersedianya Data Dan Informasi Tahun 2011-2012

	NO 
	URAIAN  
	TAHUN

	
	
	2011
	2012
	KET 

	1.
	Pengembangan sistem informasi kepegawaian
	
	
	

	
	1. Aplikasi layanan front desk (touch screen)
	1
	1
	Paket

	
	2. Pengembangan aplikasi sistem informasi berbasis web
	1
	1
	Paket

	
	3. Updating data PNSD di lingkungan Pemprov. Jawa Timur
	22.968
	21.092
	PNSD

	2.
	Penyajian data pegawai
	
	
	

	
	1. Batas Usia Pensiun
	1
	1
	Buku/dokumen

	
	2. Kenaikan Pangkat
	1
	1
	Buku/dokumen

	
	3. DUK
	1
	1
	Buku/dokumen

	
	4. Profil Kepegawaian Dalam Angka
	1
	1
	Buku/dokumen

	3. 
	Validasi dan sinkronisasi data PNSD
	22.968
	21.092
	PNSD


Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim Tahun 2012

d) Permasalahan dan Pemecahannya

Permasalahan pada program Peningkatan kualitas pelayanan informasi antara lain:

·  Database belum digunakan sebagai bahan analisis, informasi maupun proses dalam pembuatan keputusan manajemen pegawai negeri sipil

·  Pengolahan data belum seluruhnya terintegrasi secara online dengan SKPD dan Kabupaten/Kota

·  Petugas pengelola data sudah terlalu lama menangani;

·  Belum adanya standard dan mekanisme laporan peremajaan data.
Upaya Pemecahan Masalah

·  Menyusun penyempurnaan regulasi mekanisme laporan peremajaan data kepegawaian;

·  Membuat aplikasi online data kepegawaian yang mengintegrasikan data  seluruh SKPD dan Kabupaten/Kota; 

·  Peningkatan kualitas sistem dan pelayanan informasi kepegawaian; 

·  Penyegaran petugas pengolah data kepegawaian.
1.22. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur didukung oleh 4 kegiatan yaitu Diklat kepemimpinan, Pelaksanaan Diklat Fungsional, Pelaksanaan Diklat Teknis, dan Diklat Pejabat Gol I, II dan III.
b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur total dana sebesar Rp. 61.378.260.000,00 dengan realisasi sebesar 95,21 atau  Rp 58,.436.332.523,00 yang secara rinci realisasi anggaran serta capaian ukuran keberhasilan  dapat dilihat pada  Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Kegiatan Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Aparatur sehingga dapat menjadidaya dukung dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional.
Dari data alumni diklat pada Tahun 2011 jumlahnya mencapai 18.174 orang sedangkan pada tahun 2012 jumlah alumni hanya mencapai 8.301 orang sehingga terdapat penurunan jumlah peserta diklat sebesar 45, 68 %.
	NO
	NAMA KEGIATAN
	JUMLAH ALUMNI

	
	
	2011
	2012

	1
	Diklat Kepemimpinan 
	
	

	
	Diklat Kepemimpinan Tk. II
	448
	540

	
	Diklat Kepemimpinan Tk. III
	228
	489

	
	Diklat Kepemimpinan Tk. IV
	214
	605

	2
	Diklat Prajabatan
	
	

	
	Prajabatan Golongan I
	744
	20

	
	Prajabatan Golongan II
	8.417
	2.488

	
	Prajabatan Golongan III
	7.214
	3.298

	3
	Diklat Teknis
	394
	413

	4
	Diklat Fungsional
	515
	448

	
	TOTAL
	18.174
	8.301


Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim Tahun 2012

d) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya
Permasalahan

· Adanya penurunan jumlah peserta diklat terbanyak pada peserta Diklat Prajabatan, hal ini dikarenakan target Diklat Prajabatan yang berasal dari Tenaga Honorer sebagian besar sudah mengikuti Diklat, disamping itu juga adanya Kebijakan Moratorium sehingga tidak banyak peserta yang mengikuti Diklat Prajabatan.

· Kurangnya koordinasi dengan instansi kediklatan pusat selain LAN-RI dan Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan kediklatan di daerah.
· Sarana dan Prasarana kampus belum sepenuhnya memadai.
· Terbatasnya Widyaiswara untuk diklat teknis dan diklat fungsional.
Upaya Pemecahan Permasalahan

· Perlu koordinasi yang lebih intensif antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk memenuhi target peserta diklat

· Memantapkan penyelenggaraan diklat dengan merode klasikal dan joyfull learning serta mengembangkan diklat dengan metode e-learning.

· Bekerjasama dengan instansi teknis untuk menyediakan tenaga pengajar/widyaiswara diklat teknis dan fungsional

· Perlu peningkatan sarana prasarana.

· Untuk meningkatkan pelayanan sarana prasarana  masih perlu ditingkatkan keberadaannya.

· Mendorong pemanfaatan teknologi informasi, khususnya di kalangan lembaga pengelola diklat

· Menginformasikan kalender kegiatan diklat selama 1 tahun

2) Program Pengembangan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan Diklat.
a) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur didukung oleh 7 kegiatan yaitu Evaluasi Diklat, Evaluasi Hasil Belajar, Evaluasi Pasca Diklat, Orientasi Program Kediklatan, Pemeliharaan ISO 9001 : 2000, Pengolahan Data,dan Pengembangan SDM Widyaiswara.
b) Program Pengembangan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan Diklat  total dana sebesar Rp 1.910.000.000,00  dengan realisasi sebesar 89,49% atau  Rp 1.709.230.500,00 yang secara rinci realisasi anggaran serta capaian ukuran keberhasilan  dapat dilihat pada  Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan
· Laporan Perkembangan Hasil Belajar (Pre-Test dan Post Test) menunjukkan adanya perkembangan hasil belajar rata-rata 46,27%.
· Laporan peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat.
Data laporan Evaluasi penyelenggaraan diklat diperoleh peserta Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Pim. Tk. III dan IV. Adapun respon peserta terhadap indikator evaluasi penyelenggaraan adalah sebagai berikut :
	NO
	INDIKATOR
	KRITERIA
	%

	1
	Kesesuaian diklat dengan harapan peserta
	a.
	Sangat sesuai
	51,18

	
	
	b.
	Cukup sesuai
	43,93

	2
	Waktu pelaksanaan diklat
	a.
	Sangat Cukup
	31,31

	
	
	b.
	Cukup
	51,00

	3
	Penyelenggaraan
	a.
	Sangat baik
	29,82

	
	
	b.
	Cukup baik
	60,23

	4
	Dukungan terhadap tugas peserta
	a.
	Sangat mendukung
	60,86

	
	
	b.
	Cukup mendukung
	32,54

	5
	Manfaat bagi peserta
	a.
	Sangat bermanfaat
	45,84

	
	
	b.
	Cukup bermanfaat
	29,55

	6
	Persentase materi yang dapat diserap 

peserta
	a.
	100%
	9,52

	
	
	b.
	75%
	56,34

	
	
	c.
	50%
	16,64


· Laporan Evaluasi Pasca Diklat 
Evaluasi Pasca Diklat diperoleh dari data dampak diklat terhadap alumni diklat teknis dan fungsional yang diperoleh dari 480 orang responden (dengan teknik sampling) sebagai berikut :
	NO
	INDIKATOR
	RESPON YANG MENYATAKAN
	%
	JUMLAH ALUMNI

	1
	Keikutsertaan Peserta Dalam Diklat
	· Berdasarkan kebutuhan instansi
	70 %
	336

	
	
	· Karena Penugasan atasan semata
	27 %
	130

	
	
	· Inisiatif Sendiri
	3 %
	14

	2
	Tugas dari Pimpinan untuk menerapkan hasil diklat
	· Ya
	88 %
	422

	
	
	· Tidak
	12 %
	58

	3
	Penerapan Materi Diklat Dalam Tugas
	· Sebagian besar
	65 %
	312

	
	
	· Sebagian Kecil
	21 %
	101

	
	
	· Seluruhnya
	13 %
	62

	
	
	· Tidak sama sekali
	1 %
	5

	4
	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
	· Menyusun
	74 %
	355

	
	
	· Tidak Menyusun
	26 %
	125

	5
	Pelaksaan Rencana Tindak Lanjut
	· laksanakan tetapi kurang sesuai rencana
	52 %
	250

	
	
	· Dilaksanakan sesuai rencana
	23 %
	110

	
	
	· Masih akan dilaksanakan
	15 %
	72

	
	
	· Tidak dilaksanakan
	10 %
	48

	6
	Peran Materi Diklat dalam memberikan jalan keluar terhadap kesulitan di tempat kerja
	· Sebagian besar
	64 %
	307

	
	
	· Sebagian Kecil
	27 %
	130

	
	
	· Seluruhnya
	8 %
	38

	
	
	· Tidak sama sekali
	1 %
	5

	7
	Peran Materi Diklat dalam memberikan dorongan meningkatkan kinerja alumni
	· Berpengaruh besar
	87 %
	417

	
	
	· Berpengaruh kecil
	11 %
	53

	
	
	· Tidak berpengaruh
	2 %
	10

	8
	Sosialisasi materi Diklat di tempat kerja
	· Ya, Sebagian besar
	58 %
	278

	
	
	· Ya, Sebagian kecil
	17 %
	82

	
	
	· Ya seluruhnya
	23 %
	110

	
	
	· Tidak sama sekali
	2 %
	10

	9
	Pemanfaatan Materi Diklat oleh Pimpinan, Teman Sejawat dan staf
	· Ya, sebagian besar
	49 %
	235

	
	
	· Ya, sebagian kecil
	39 %
	187

	
	
	· Ya, seluruhnya
	8 %
	39

	
	
	· Tidak sama sekali
	4 %
	19

	10
	Pengembangan Materi Pasca Diklat
	· Ya, tapi kurang optimal
	46 %
	220

	
	
	· Ya, secara optimal
	53 %
	255

	
	
	· Tidak sama sekali
	1 %
	5


d) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya
Permasalahan 

· Belum terstandarnya pelaksanaan diklat aparatur yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota di Jawa Timur sehingga terjadi kesenjangan kualitas penyelenggaraan diklat di kabupaten/kota
· Belum seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur menyelenggarakan semua tahapan dalam siklus diklat secara konsisten, terutama tahapan pra diklat berupa analisa kebutuhan diklat dan pasca diklat berupa evaluasi dampak diklat
Upaya Pemecahan Masalah/solusi/usulan tindak lanjut

· Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi kebijakan antar level pemerintahan melalui sistem yang terpadu mengenai berbagai hal tentang kediklatan, khususnya hal-hal yang menjadi isu strategis dan fokus peningkatan SDM aparatur;
· Meningkatkan kapasitas evaluasi diklat yang dilakukan secara terstruktur untuk mengetahui kualitas input, efektifitas proses, manfaat dan dampak pelatihan bagi organisasi dan individu
· Perlunya memperkuat jejaring kerjasama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan diklat dan pengawasan diklat.
e) Penghargaan yang Diterima.
Sertifikasi Pengakuan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 oleh IKRCS (Indah Karya Register Certification Services
1.23. SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI JAWA TIMUR

1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

a) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Pelaksanaan  Kerjasama  dengan  Badan   Pendidikan   dan  Pelatihan   Provinsi Jawa Timur dan Pelaksanaan Kerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

b) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah dengan pagu sebear Rp. 550.000.000,- terealisasi 100% atau sebesar Rp. 549.974.920,- secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran kebehasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.

c) Hasil/Output Pelaksanaan Pembangunan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah  bertujuan  untuk mewujudkan fungsi lembaga dan hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga politik lain serta lembaga yang kokoh dan optimal, diarahkan ke seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Timur, dengan sasaran antara lain : Fasilitasi Peningkatan Kualitas Fungsi dan Peran Lembaga Legislatif; Fasilitasi Pemberdayaan Partai Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan serta Organisasi Keagamaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakatan agar dapat menerapkan Budaya Politik Demokratis.

Hasil pelaksanaan  program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam tahun 2012 sebagai berikut : 

· Rapat koordinasi antara Sekretariat DP KORPRI Provinsi Jawa Timur dengan KORPRI Unit SKPD Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

· Kerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur, yaitu terlaksananya Bimbingan Belajar bagi Putra /Putri anggota KORPRI untuk kemudahan memasuki Perguruan Tinggi Negeri khususnya.
· Rapat peningkatan pemahaman KB bagi Anggota KORPRI Provinsi Jawa Timur.

· Terlaksananya Koordinasi antara KORPRI dan Diklat Prov. Jatim dalam rangka Pelaksanaan Diklat CPNS.  

d) Permasalahan  Dan Solusi

Permasalahan

Belum optimalnya upaya meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur Negara yang dibutuhkan dalam hubungannya untuk meningkatkan kualitas kinerja dan Pelayanan Publik.

Solusi
Untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur Negara dibutuhkan adanya keseimbangan antara output hasil kinerja dan input yang dibutuhkan oleh infrastruktur pemerintahan.

2) Program  Peningkatan Pelayanan Publik

a) Program Peningkatan Pelayanan Publik didukung kegiatan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi 

b) Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan pagu Rp. 150.000.000,- terealisasi 99,97% atau sebesar Rp. 149.958.260,- secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran kebehasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan.

Hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut :

· Rapat Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur

· Monitoring dan evaluasi Program Kerja KORPRI Unit SKPD Provinsi Jawa Timur dengan KORPRI Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Belum terwujudnya menejemen Pelayanan Publik yang bermutu, transparan, mudah akuntabel, murah, cepat, patut dan adil.

Solusi
Mendorong terlaksananya prinsip-prinsip Good Governance dalam setiap proses pelayanan publik.

3) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan antara lain : Penguatan Kelembagaan KORPRI; Penilaian Profesionalisme Award; Pembinaan Anggota KORPRI ; Fasilitasi Pendampingan Anggota KORPRI yang bermasalah; Peningkatan Daya Apresiasi dan Kreasi Seni Aparatur; Peningkatan Kesegaran Jasmani; Peningkatan Kualitas Kinerja KORPRI.

b) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur dengan pagu sebesar Rp. 6.842.000.000,00 terealisasi 99,97 % atau sebesar Rp. 6.840.184.930,- secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran kebehasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan.

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan. Adapun hasil pelaksanaan program/kegiatannya antara lain sebagai berikut :

· Terwujudnya Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data dengan adanya Pendataaan Jumlah Anggota KORPRI se Jawa Timur Tahun 2011.

· Rapat Koordinasi penguatan kelembagaan KORPRI Provinsi Jawa Timur dengan KORPRI Unit SKPD Provinsi Jawa Timur dengan KORPRI Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

· Penilaian Profesionalisme Award dan pemberian Penghargaan kepada pemenang Profesionalisme Award pada peringatah HUT KORPRI ke 41 Tahun 2012.

· Lomba Cerdas Cermat, Paduan Suara, Vocal Solo dan beberapa cabang Olah Raga antar Unit KORPRI SKPD Provinsi Jawa Timur dalam rangka HUT KORPRI.

· Pembekalan ketrampilan dan penyuluhan gizi bagi Isteri Anggota KORPRI.

· Sosialisasi sadar berkonstitusi dan sadar hukum bagi Anggota KORPRI

· Terwujudnya pelaksanaan kerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur, dengan melaksanakan Khitanan Masal dan Donor Darah dalam rangka Peringatan  HUT Ke - 41 KORPRI Provinsi Jawa Timur.

· Bantuan peningkatan kesejahteraan bagi Anggota KORPRI.

d) Permasalahan dan Solusinya

Permasalahan : 

Belum tercapainya pelaksanaan kerjasama yang optimal dengan hasil yang memuaskan antar SKPD terkait baik secara Regional, Nasional maupun Internasional.

Solusi :

Tersedianya dana pendukung yang optimal agar pelaksanaan program seperti yang telah dicanangkan dapat mencapai hasil baik dan terpenuhinya kesejahteraan anggota dan keluarga KORPRI khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.
1.24. BIRO ADMINISTRASI KERJASAMA SETDA PROVINSI JAWA TIMUR 
1) Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
a) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah didukung dengan kegiatan penyusunan data base SKPD sebagai penunjang pusat data Provinsi Jawa Timur.
b) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dialokasikan dana sebesar Rp.30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.28.529.800,00 atau 95,10%.
c) Hasil pelaksanan pembangunan, sebagai berikut :
Tersusunnya pusat data informasi dalam memperlancar akses layanan informasi kepada masyarakat.
d) Permasalahan dan solusi
Permasalahan yang dihadapi Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yaitu masih belum optimalnya ketersedian data potensi sebagai bahan pertimbangan dalam kerjasama.

Solusi yang dilakukan adalah melakukan pendataan dan pemetaan potensi terdahap mitra kerjasama. 

2) Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai penunjang pelayanan kerjasama antar daerah di Provinsi Jawa Timur.
b) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dialokasikan dana sebesar Rp.885.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.825.878.220,00 atau 93,32%.
c) Hasil pelaksanan pembangunan, sebagai berikut :
Terwujudnya kualitas pelayanan publik dengan kab/kota se Jawa Timur dengan mitra kerja yang transparan, akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

3) Program : Peningkatan kerjasama
a) Program peningkatan kerjasama didukung dengan kegiatan Fasilitasi kerjasama antar daerah dengan luar negeri; Fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota, provinsi dengan kabupaten/kota, antar provinsi dengan provinsi; Fasilitasi kerjasama daerah dengan lembaga nasional dan internasional; Monitoring evaluasi dan pengendalian di bidang administrasi kerjasama, dan Fasilitasi koordinasi di bidang administrasi kerjasama sebagai peningkatan pelayanan kerjasama antar daerah di Provinsi Jawa Timur.

b) Program   Peningkatan           kerjasama         dialokasikan    dana sebesar                                    Rp. 13.934.000.000.000,00  dengan           realisasi          sebesar             Rp 13.647.409.375,00 atau 99,43%.

c) Hasil pelaksanan pembangunan program peningkatan kerjasama, meliputi :

1. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Dengan Luar Negeri, sebagai berikut :
 

· Terlaksananya Pengiriman Pelatihan Santri di Bidang Pertanian, Peternakan dan Kewirausahaan di Australia Barat.
· Terwujudnya Pengembangan dan manajemen Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) : Field Visit ke Perth Australia Barat, Pelatihan di Australia Barat, dan Expose.

· Terlaksananya Pembaharuan Kerjasama antara Jawa Timur dengan Australia Barat.

· Terlaksananya Morning Tea Gathering

· Terlaksananya Penerimaan Tamu Asing

· Pelaksanaan Kerjasama dengan Perancis Tahun ke 5 tentang Jamkesda.

· Penjajagan Kerjasama dengan Eropa - Amerika

· Peningkatan Kerjasama di Asia - Afrika.

· Peningkatan Kerjasama dengan Tianjin – China

· Pelaksanaan Kerjasama dengan Osaka – Jepang

· Pelaksanaan Kerjasama dengan Zhejiang – China

· Pelaksanaan kerjasama dengan Gyeongnam – Korsel

· Pelaksanaan kerjasama dengan Guangxi (CA EXPO) 2012

2. Kegiatan  Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Negeri, dengan hasil pelaksanaan pembangunan, sebagai berikut :

· Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar 38 kabupaten/kota bidang pembiayaan jaminan kesehatan daerah.

· Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar  kab/Kota di wilayah selingkar   Wilis

· Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar  38 kab/kota se Jatim di bidang Jaminan kesehatan Primer

· Terlaksananya perubahan Perjanjian Kerjasama bidang Program Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah yg disampaikan Bupati/Walikota ke Gubernur karena ada pembahasan di Leading sektor

· Terlaksananya Kesepakatan Bersama (KSB)  dengan Prov. Nusa Tenggara Barat bidang Pembangunan Daerah dan 10 Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kadin

· Terlaksananya  Kesepakatan Bersama dengan Prov.Gorontalo dan 5 Perjanjian Kerjasama dengan Kadin

· Terlaksananya Kesepakatan Bersama dengan Prov.Maluku dan 4 Perjanjian Kerjasama dengan Kadin

· Terlaksananya Kesepakatan Bersama dengan Prov.Sulawesi Tenggara bidang Perindag.

3. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga Nasional dan Internasional dengan hasil pelaksanaan pembangunan, sebagai berikut :

· Terwujudnya persamaan persepsi 58 SKPD  di lingkungan Pemprov Jatim dan Kabupaten /Kota tentang kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, Lembaga Internasional, Kementrian / LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) dan Badan Hukum; 

· Koordinasi dalam rangka fasilitasi kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga, Lembaga Internasional, Kementerian/lembaga pemerintah Non Kementerian  dan Badan Hukum dengan 3 kali rapat; 

· Tersepakatinya Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga , Lembaga Internasional, Kementrian / Lembaga Pemerintah Non Kementrian sebanyak 45 naskah KSB dan PKS.

4. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian di Bidang Administrasi Kerjasama, dengan hasil yang dicapai :

· Monitoring kerja sama dengan Lembaga Internasional ke 10 Kab/Kota tentang SIF, KJE, PEACE Corps dan program prioritas USAID;

· Monitoring Kerjasama dengan Kementrian/LPNK ke 5 Kab/Kota tentang USRI, RTLH dan Abdulrahman Saleh.

· Monitoring kerja sama Pembangunan Daerah bidang Pendidikan, Kesehatan,Umbulan, Sampah Terpadu Regional.

· Monitoring kerja sama pembentukan Kantor Perwakilan Dagang di Provinsi Kalsel, Kerjasama dengan Provinsi Bali, DIY dan Jawa Tengah.

· Monitoring kerja sama Kewilayahan BKAD Karismapawirogo, Ratubangnegoro, Pawonsari dan Golekpawon.

5. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi di Bidang Administrasi Kerjasama, dengan hasil yang dicapai, sebagai berikut : 
· fasilitasi koordinasi dan penjajagan kerjasama antar daerah untuk mewujudkan Perjanjian Kerjasama antar daerah.

· Bimbingan teknis strategi mengatasi hambatan dalam kerja sama antar daerah.

· Terlaksananya rapat koordinasi kerjasama antar daerah selingkar Wilis.

d) Permasalahan yang dihadapai dan Solusi yang dilakukan, sebagai berikut :

Permasalahan :

Permasalahan yang berkaitan dengan program Peningkatan Kerjasama, sebagai berikut :

· Beberapa Negara memiliki sistem kalender keuangan yang berbeda, Pemerintah provinsi Jawa Timur mulai tahun anggaran Januari – Desember tahun berjalan, sedangkan mitra mulai April – Maret tahun berikutnya;

· Kerjasama Luar Negeri tergantung pada situasi dan kondisi di Luar Negeri, yaitu kondisi Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan lain sebagainya; 

· Belum optimalnya tindaklanjut dari hasil kunjungan ke negara – negara sahabat yang melibatkan SKPD terkait atau lembaga sosial lainnya;

· Masih kurangnya kemampuan aparatur dalam menentukan kebutuhan kerjasama yang prioritas;

· Adanya pengaruh yang sangat sensitif akibat perubahan situasi politik, gangguan keamanan dan lingkungan hidup terhadap kegiatan kerja sama;

· Masih adanya perbedaan pemahaman dalam mengimplementasikan   kebijakan Otonomi Daerah.

Solusi :

Solusi yang dilakukan berkaitan dengan program Peningkatan Kerjasama, sebagai berikut :

· Melakukan komunikasi secara intensif dengan mitra kerjasama di luar negeri;

· Monitoring dan evaluasi berkaitan dengan kunjungan yang sudah dilaksanakan oleh SKPD terkait atau lembaga sosial lainnya, baik dilakukan melalui rapat koordinasi ataupun kunjungan lapangan, guna melihat dampaknya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur;

· Menyusun rencana kerja tahunan dalam kerjasama antar daerah dalam negeri maupun luar negeri;

· Melakukan koordinasi yang intensif dan menciptakan jalur komunikasi yang efektif dengan mitra kerjasama.






























































































	Bab IV - 766
	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2012


	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2012
	Bab IV  -     765



		Nama Satuan Organisasi/SKPD		Kebutuhan PNS						Bezetting						 Selisih Kebth dg Bezeting 		Selisih Kebth  Tenaga. Kes

				T. Kes		Non T Kes		Jumlah		T. Kes		Non T Kes		Jumlah				

		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		a. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD 		 		 		 		 		 		 		 		 

		   RSUD Dr. SOETOMO		 2.168 		      1.495 		   3.663 		 1.551 		      1.544 		   3.095 		           (568)		           (139)

		   RSUD Dr. SYAIFUL ANWAR		 1.403 		         750 		   2.153 		   868 		         678 		   1.546 		           (607)		           (822)

		   RSUD Dr. SOEDONO		   692 		         289 		     981 		   454 		         212 		     666 		           (315)		           (191)

		   RSUD HAJI		   659 		         415 		   1.074 		   356 		         306 		     662 		           (412)		           (289)

		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		b. Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD 		 		 		 		 		 		 		 		 

		   RS JIWA MENUR		   141 		         240 		     381 		   118 		         216 		     334 		             (47)		              (2)

		   BP4 SURABAYA		     90 		          38 		     128 		     78 		          30 		     108 		             (20)		             (15)

		   RS KUSTA KEDIRI		     75 		          28 		     103 		     35 		          30 		       65 		             (38)		             (58)

		   RS PARU BATU		   105 		          47 		     152 		     78 		          53 		     131 		             (21)		             (15)

		   RS PARU JEMBER		   122 		          58 		     180 		     58 		          29 		       87 		             (93)		             (35)

		   BKMM Surabaya		     43 		          34 		       77 		     25 		          37 		       62 		             (15)		             (29)

		   RS KUSTA SUMBER GLAGAH		   121 		          31 		     152 		     67 		          27 		       94 		             (58)		              13 

		   RS PARU DUNGUS		     75 		          52 		     127 		     37 		          17 		       54 		             (73)		             (17)

		   BP4 MADIUN		     25 		          17 		       42 		     20 		            8 		       28 		             (14)		             (34)

		   BP4 PAMEKASAN		     51 		          23 		       74 		     23 		          16 		       39 		             (35)		             (31)

		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		JUMLAH		 5.770 		3.517 		   9.287 		 3.768 		3.203 		   6.971 		        (2.316)		        (1.664)



Kekurangan Tenaga Kesehatan          = 5.770 -  3.768 = 2.002 PNS

Kekurangan tenaga non  kesehatan   = 3.517 – 3.203 =    314 PNS












